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KEPUTUSAN 

 

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI 

 

Tentang 

 

MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN 

 

(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH) 

 

 

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok 

Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439 

H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:  

 

Menimbang:              a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan 

kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait 

dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait 

dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan 

yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia; 

 b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan 

dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban 

hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan 

muslim; 

 c.  bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum 

berupa keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk 

dijadikan pedoman. 

 

Mengingat:  1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum 

yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam 

keputusan, baik dari Al-Qur’an, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-

dalil lain yang mu’tabar; 

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah- 

mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam 

keputusan. 

 

Memperhatikan:   1.  Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima 

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

 2.  Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 
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 3.  Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-

Indonesia; 

 4.   Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah 

yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa 

se-Indonesia; 

 5.  Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia: 

 

 dengan bertawakkal kepada Allah SWT: 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan:  

1. Hasil Sidang Komisi A tentang masalah-masalah Strategis Kebangsaan (Masail 

Asaiyah Wathaniyah) yang meliputi;  

(i) Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara, (ii)  

(ii) Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia,  

(iii) Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara, dan  

(iv) Pemberdayaan Ekonomi Umat 

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima’ ini kepada 

masyarakat untuk dijadikan pedoman. 

3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari 

membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan 

sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di  : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel 

Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H 

  9 Mei       2018  M 

 

PIMPINAN SIDANG PLENO 

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 

 

Ketua,     Sekretaris, 

 

 

 

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI 
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I 

 

MENJAGA EKSISTENSI NEGARA DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA 

 

 

1. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dinyatakan 

dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945, pada hakekatnya adalah wujud  perjanjian kebangsaan (al-mitsaq 

al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama (al-muahadah al-jamaiyah) bangsa 

Indonesia. Hal itu ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan 

oleh para pejuang, terutama para ulama dan umat Islam dari generasi ke generasi. 

Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang 

menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk 

negara-bangsa ini. 

2. Perjanjian kebangsaan dalam bentuk NKRI berdasarkan Pancasila dengan sila 

pertama menjiwai sila-sila lainnya, menegaskan religiusitas dan ketauhidan. 

Perjanjian itu secara syari mengikat seluruh elemen bangsa yang wajib dipelihara 

dan dijaga dari setiap upaya mengubahnya. Hal itu merupakan manifestasi kecintaan 

kepada negara dan bangsa (hubb al-wathan) yang merupakan bagian dari keimanan. 

3. Setiap upaya menjaga dan memelihara perjanjian kebangsaan tersebut akan 

menghadapi tantangan dan ancaman dari dalam dan luar negeri. Hal itu terjadi 

karena adanya kepentingan dari kelompok masyarakat di dalam negeri, dari suatu 

negara tertentu, atau dari aliansi kelompok masyarakat dalam negeri dengan negara-

negara tertentu karena adanya kepentingan yang sama dan mengancam 

kelangsungan eksistensi dan kedaulatan negara dan bangsa ini. 

4. Saat ini, era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap 

mengancam, seperti dalam bidang pemikiran, ekonomi, pendidikan, moral, sosial, 

dan budaya. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara dilancarkan secara 

sistematis, misalnya dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan 

yang secara jangka panjang akan memperlemah negara, dan pengendalian media 

massa sebagai pembentuk opini publik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  

5. Dengan dasar pemikiran di atas, harus dilakukan upaya bela negara untuk 

mempertahankan eksistensi NKRI dengan memperkokoh karakter bangsa dan pilar-

pilar kebangsaan, menuju tercapainya kondisi kehidupan kemasyarakatan, 

kebangsaan dan kenegaraan  yang baik, demi memperoleh ridha Allah SWT dan 

terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khairu ummah). 

6. Dalam rangka memperkuat negara dan bangsa serta menghindari terjadinya 

pengkhianatan terhadap perjanjian kebangsaan, perlu dilakukan upaya: 

- Negara wajib mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, terutama dalam 

bidang hukum, ekonomi, sosial, dan politik, sehingga tercipta rasa adil, 

aman, dan sejahtera secara merata. 
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- Setiap warga negara wajib melakukan bela negara, sehingga dapat 

mengantisipasi segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun luar, 

pengkhianatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) serta upaya 

mengubah bentuk negara-bangsa.  

 

DASAR PENETAPAN: 

1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut: 

لَْْياَْقُلْ  نَ نَاْسَوَاءْكَلَمَةْ ْْإِلَْْعَالَو اْ ت َْْال كِتَابِْْأهَ  نَكُمْ ْبَ ي   ركَِْْوَلَْْاللّهَْْإِلاْْنَ ع بُدَْْأَلاْْوَبَ ي   ْيَ تاخِذَْْوَلَْْشَي ئاْ ْبهِِْْنُش 
هَدُواْ ْفَ قُولُواْ ْتَ وَلاو اْ ْفإَِنْاللّهِْْدُونِْْمِّنْأرَ باَباْ ْبَ ع ضاْ  بَ ع ضُنَا لِمُونَْْبأِنَااْاش  ْْمُس 

“Katakanlah (Muhammad), Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu 

kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah 

kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa 

kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka 

berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah 

orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (QS. Ali Imran : 64) 

 

نَاْعَلَي هِْ لَْال قُرَىْآمَنُواْوَات اقَو اْلَفَتَح  ْأهَ  ْأَنا بوُاْوَلَو  كَْذا ْمِنَْالسامَاءِْوَالأر ضِْوَلَكِن  ْبَ ركََات  ناَهُمْ م  بِاَْْفأََخَذ 
سِبُونَْ  كَانوُاْيَك 

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan 

melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka 

mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa 

yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf: 96) 

 

هَاْال قَو لُْ ْعَلَي   رَفِيهَاْفَ فَسَقُواْفِيهَاْفَحَقا لِكَْقَ ر يةَ ْأمََر ناَْمُت   ْنُ ه  مِير اْفَدَمار ناَهَاوَإِذَاْأرََد ناَْأَن   تَد 
“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan 

kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah), tetapi 

bila mereka melakukan kedurhakaan dalam (negeri) itu, maka sudah sepantasnya 

berlaku terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami hancurkan negeri 

itu sehancur-hancurnya.” (QS. Al-Isra: 16) 

 

وَالِِْ يَ ر تاَبوُاْوَجَاهَدُواْبأَِم  لََْ  مِنُونَْالاذِينَْآمَنُواْباِللاهِْوَرَسُولهِِْثُُاْ اَْال مُؤ  ْفِْسَبِيلِْاللاهِْأوُلئَِكَْهُمُْإِنَّا ْوَأنَ  فُسِهِم  م 
 الصاادِقُونَْ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan 

mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-

orang yang benar.” (QS. Al-Hujurat: 15) 
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ْوَال يَ وْ  ْآمَنَْباِللاهِ ْال بِاْمَن  رقِِْوَال مَغ رِبِْوَلَكِنا ْقِبَلَْال مَش  ْتُ وَلُّواْوُجُوهَكُم  ْأَن  ْوَال مَلائِكَةِْليَ سَْال بِا مِْالآخِرِ
ْ ْوَالساائلِِيَنْوَفِْوَال كِتَابِْوَالنابِيِّيَن ْالسابِيلِ ْوَاب نَ ْوَال يَتَامَىْوَال مَسَاكِيَن ْذَوِيْال قُر بََ ْعَلَىْحُبِّهِ وَآتَىْال مَالَ

ْوَالضارااءِْْ الصالاةَْ الرِّقاَبِْوَأقَاَمَْ ْوَالصاابِريِنَْفِْال بَأ سَاءِ ْعَاهَدُوا ْإِذَا دِهِم  ْبعَِه  ْوَال مُوفُونَ ْوَحِيَنْوَآتَىْالزاكَاةَ
 صَدَقُواْوَأوُلَئِكَْهُمُْال مُت اقُونَْ ال بَأ سِْأوُلئَِكَْالاذِينَْ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi 

sesungguhnya kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, 

hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang 

dalam perjalanan), dan peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, 

mendirikan salat, dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya 

apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan 

pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan 

mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 177) 

عَلُونَْكَبُ رَْ  ْتَ قُولُواْمَاْلَْتَ ف  ت اْعِن دَْاللاهِْأَن  يَانٌْ ْمَق  ْبُ ن   كَْأنَ اهُم  ْالاذِينَْيُ قَاتلُِونَْفِْسَبِيلِهِْصَفًّا ْاللاهَْيُُِبُّ ،إِنا
 مَر صُوص

“Amat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak 

kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di 

jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan 

yang tersusun kokoh.” (QS. As-Shaff: 3-4) 

مِنِيَنْوَْ ْدُونِْال مُؤ  ليَِاءَْمِن  مِنُونَْال كَافِريِنَْأوَ  ْلَْيَ تاخِذِْال مُؤ  ْإِلْأَن  ء  ْذَلِكَْفَ لَي سَْمِنَْاللاهِْفِْشَي  عَل  ْيَ ف  مَن 
سَهُْوَإِلَْاللاهِْال مَصِيرُْ تَ ت اقُوا ركُُمُْاللاهُْنَ ف  هُم ْتُ قَاة ْوَيَُُذِّ  مِن  

“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, 

melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak 

akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari 

sesuatu yang kamu ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kalian akan 

diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali.” (QS. Ali Imran: 28) 

ْبَْ ْقَد  ْخَبال ْوَدُّواْمَاْعَنِتُّم  ْدُونِكُم ْلَْيأَ لُونَكُم   دَتِْال بَ غ ضاءُْمِنْ ياَْأيَ ُّهَاْالاذِينَْآمَنُواْلَْتَ تاخِذُواْبِطانةَ ْمِن 
كُْْ أفَ واهِهِمْ  ياتِْإِن  ْلَكُمُْالآ  ْبَ ي اناا ْقَد  بَ رُ ْأَك  ْتُُ فِيْصُدُورُهُم  ْتَ ع قِلُونَْوَما ْوَلْ.ْن تُم  ْتُُِبُّونَ هُم  ْأوُلءِ ْأنَ  تُم  هَا
ْال غَي ظِْ يُُِبُّونَكُمْ  ْمِنَ نَامِلَ ْالأ  ْعَلَي كُمُ ْعَضُّوا ْخَلَو ا ْوَإِذا ْآمَناا ْقالُوا ْلَقُوكُم  ْوَإِذا كُْلِّهِ ْباِل كِتابِ مِنُونَ ْقُل ْوَتُ ؤ 

 تِْالصُّدُورِْاللاهَْعَلِيمٌْبِذا مُوتوُاْبغَِي ظِكُم ْإِناْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-

orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) 

mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan 

kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang 

tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu 

ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. Beginilah kamu! Kamu menyukai 

mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. 
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Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, “Kami beriman,” dan apabila 

mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci 

kepadamu. Katakanlah (kepada mereka), "Matilah kamu karena kemarahanmu itu." 

Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.” (QS. Ali Imran: 118-119) 

 

ْوَآ ْاللاهِْوَعَدُواكُم  يَ لِْتُ ر هِبُونَْبِهِْعَدُوا ْربِاَطِْالْ  ْقُ واة ْوَمِن  ْمِن  تَطعَ تُم  ْمَاْاس  ْلَْوَأعَِدُّواْلَمُ  ْدُونِِِم  خَريِنَْمِن 
ْإِليَ كُم ْوَأنَ  تُم ْلَْتُظ لَمُونَْاللاهُْيَ ع لَمُهُمْ ْتَ ع لَمُونَ هُمُْ ء ْفِْسَبِيلِْاللاهِْيُ وَفا ْشَي   ْوَمَاْتُ ن فِقُواْمِن 

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan 

kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan 

musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak 

mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan 

Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan 

dizalimi.” (QS. Al-Anfal: 60) 

 

ْالاْ ْأيَ ُّهَا ْياَ ْبَ ع ضُهُم  ليَِاءَ ْوَالناصَارَىْأوَ  ْال يَ هُودَ ْتَ تاخِذُوا ْلَ ْآمَنُوا ليَِاءُْذِينَ ْْأوَ  ْوَمَن  مُْ بَ ع ض  ْفإَِناهُْْيَ تَ وَلا مِن كُم 
ْإِناْ هُم  دِيْال قَو مَْالظاالِمِينَْْمِن    اللاهَْلَْيَ ه 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan 

Nasrani sebagai wali(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa 

di antara kamu menjadikan mereka menjadi wali, maka sesungguhnya dia termasuk 

golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang zalim.” (QS. Al-Maidah: 51) 

 

لِحُواْاق  تَتَ لُواْال مُؤ مِنِينَْْمِنَْْطاَئفَِتَانِْْوَإِن نَ هُمَاْفأََص  دَاهُُاَْبَ غَتْ ْفإَِنْبَ ي   رَىْعَلَىْإِح  ُخ   تَ ب غِيْالاتِْْفَ قَاتلُِواْالأ 

رِْْإِلَْْتَفِيءَْْحَتّاْ لِحُواْفاَءتْ ْفإَِنْاللاهِْْأمَ  نَ هُمَاْفأََص  لِْباِلْ ْبَ ي    ْال مُق سِطِينَْْيُُِبُّْْاللاهَْْإِناْْوَأقَ سِطوُاْعَد 
 “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikan antara 

keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang 

lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu 

kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah 

Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat: 

9) 

 

2. Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut: 
 

ْأبوْرواه)ْشروطهمْعلىْالمسلمون:ْوسلمْعليهْاللهْصلىْاللهْرسولْقالْعنهْاللهْرضىْهريرةْأبَْعن
 (والحاكمْاودد

“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap Muslim terikat atas 

syarat-syarat (yang telah disepakati).” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim) 
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ْفهوْاللهْكتابْفْىْليسْشرطْكل:ْْوسلمْعليهْاللهْصلىْاللهْرسولْقالْعنهْاللهْرضىْعباسْابنْعن
ْ(والبزارْالطبِانيْرواه)ْشرطْمائةْانكْْوإنْباطل

“Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap syarat (yang diperjanjikan) 

yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an adalah batal, walaupun seratus syarat.” (HR. 

Al-Thabrani dan Al-Bazzar) 

 

تُ ع مِلَْْوَإِنْ ْوَأطَِيعُواْاسْ َعُوا:ْقاَلَْْوسلمْعليهْاللهْصلىْالنابِِّْْعَنْ ْمَالِكْ ْب نِْْأنََسِْْعَنْ  ْرَأ سَهُْْكَأَناْْْحَبَشِيْ ْاس 
 (البخاريْرواه)ْزَبيِبَةٌْ

“Dari Anas bin Malik ra., Nabi saw. bersabda: Dengarkan dan patuhlah (kepada 

pemimpin) walaupun ia seorang Habasy (kulit hitam) yang rambutnya (keriting 

seperti) anggur kering.” (HR. Al-Bukhari)  

 

مَاعَةَْْوَفاَرَقَْْالطااعَةِْْمِنْ ْخَرجََْْمَنْ :ْوسلمْعليهْاللهْصلىْاللاهِْْرَسُولُْْقاَلَْ:ْقاَلَْْهُرَي  رةََْْأَبِْْعَنْ  ْفَمَاتَْْالَْ 
 (أحمدْرواه)ْجَاهِلِياةٌْْفَمِيتَتُهُْ

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa keluar dari 

ketaatan kepada pemimpin, dan memisahkan diri dari jamaah, kemudian mati, 

maka ia mati dalam keadaan jahiliyah (tidak sebagai seorang Muslim).” (HR. 

Ahmad)  

 

ْللجماعةْمفارقْوهوْماتْومن:ْوسلمْعليهْاللهْصلىْاللهْرسولْقالْ،عنهماْاللهْرضىْعمرْابنْعن
 (مسلمْرواه)ْجاهليةْميتةْيموتْفإنه

“Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa mati dalam keadaan 

memisahkan diri dari jamaah, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah (tidak sebagai 

seorang Muslim).” (HR. Muslim)  

 

رَهُهُْْشَي ئ اْأمَِيرهِِْْمِنْ ْرَأَىْمَنْ :ْْوسلمْعليهْاللهْصلىْاللاهِْْرَسُولُْْقاَلَْ:ْقاَلَْْعَبااسْ ْاب نِْْعَنِْ ْفإَِناهُْْفَ ل يَص بِْ ْيَك 
مَاعَةَْْخَالَفَْْمَنْ   (أحمدْرواه)ْجَاهِلِياةٌْْفَمِيتَتُهُْْفَمَاتَْْشِب  ر اْالَْ 

“Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa melihat dari 

pemimpinnya sesuatu yang tidak ia sukai, maka bersabarlah, karena siapapun yang 

menyelisihi jamaah satu jengkal saja kemudian mati, maka ia mati dalam keadaan 

jahiliyah (tidak sebagai seorang Muslim).” (HR. Ahmad)  

 

ْوأحبْخيرْالقويْالمؤمنْ"ْْ:وسلمْعليهْاللهْصلىْاللهْرسولْقالْ:قالْعنهْاللهْرضيْهريرةْأبْعن
ْوإنْ.تعجزْولْباللهْواستعنْينفعك،ْماْعلىْاحرصْ.خيرْكلْْوفِْالضعيفْالمؤمنْمنْاللهْإل
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ْتفتحْلوْفإنْفعل؛ْشاءْوماْالله،ْقدرْ:قلْولكنْوكذا،ْكذاْْكانْْفعلتْأنيْلوْ:تقلْفلاْشيءْأصابك
 (مسلمْرواه)ْْ"الشيطانْعمل

“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Seorang mukmin yang kuat itu 

lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada 

keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang 

bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allâh (dalam segala 

urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau 

tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, “Seandainya aku berbuat demikian, 

tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah; Ini telah ditakdirkan Allâh, 

dan Allâh berbuat apa saja yang Dia kehendaki.” Karena ucapan “seandainya” 

akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.” (HR. Muslim) 

 

3. Kaidah Fiqhiyyah: 
 

المصالحْجلبْعلىْمقدمْالمفاسدْدرء  
“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.” 

 

واجبْفهوْبهْإلْالواجبْيتمّْْلْما  
“Sesuatu yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, maka hukumnya juga 

wajib.” 

 

4. Pendapat Para Ulama:   

ْبتأويلْعليهاْتوجهْحقاْمنعتْأوْبتأويلْخلعهْورامتْالمسلمينْمنْطائفةْالإمامْعلىْخرجتْإذا
مِنِينَْْمِنَْْطاَئفَِتَانِْْإِنوَْْوجلْعزْلقولهْالإمامْقتلهاْبِنعةْوامتنعتْالإمامْقبضةْعن وخرجت ْاق  تَتَ لُواْال مُؤ 

لِحُوا نَ هُمَاْفأََص  دَاهُُاَْبَ غَتْ ْفإَِنْۖ  ْبَ ي   رَىْ ْعَلَىْإِح  ُخ  رِْْإِلَْ ْتفَِيءَْْحَتّاْ ْتَ ب غِيْالاتِْْفَ قَاتلُِواْالأ  ْأنْالْاللاهِْْأمَ 
ْقال
.ْاه ْإزاحتهاْيكمنْعلةْذكرواْوإنْزالاأْمظلمةْذكرواْفإنْمنهْينقمونْماْيسألمْحتّْالقتالْيبدأْول

 (195ْصْعشرةْالتاسعْالْزءْالمجموع)

“Jika ada sekelompok kaum Muslim membelot dari imam (kepemimpinan) dan ingin 

menjatuhkannya, maka imam boleh memeranginya, sebagaimana firman Allah: 

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikan antara 

keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang 

lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu 

kembali pada perintah Allah.” Sampai pendapat ini: dan jangan mulai berperang 
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sehingga dia bertanya kepada mereka apa persoalkan. Jika ada kezaliman, maka 

hilangkan lah.” (Al-Majmu’ Juz 19 halaman 195) 

 

 

ْ...قالْأنْإلْالسلطانْطاعةْمنْاي(ْالسلطانْمنْخرجْمنْفإنهْفليصبِْشيأْأميرهْمنْكرهْْمنْقوله)

ْْأبَْابنْقالْمحاربتهْوْالسلطانْمعصيةْعنْكنايةْْوهى(ْشبِاْوقوله)ْالْماعةْفارقْمنْالثانيةْالرواية وفى
ْعنهْفكنيْشيئْبإدنىْولوْالأميرْلذلكْحصلتْالتّْالبيعةْعقدْحلْفىْالسعيْبالمفارقةْالمراد جمرة

ْوجوبْعلىْالفقهاءْأجمعْوقدْحقْبغيرْالدماءْسفكْإلْيؤولْذلكْفىْالأخذْلأن الشبِْبِقدار
ْالدماءْحقنْفىْذلكْفىْلماْعليهْالْروجْمنْخيرْطاعتهْوأنْمعهْوالْهادْالمتغلب السلطانْطاعة

ْالسلطانْمنْوقعْإذاْإلْذلكْمنْيستشنواْولَْيساعدهْمماْوغيرهْالْبِْهذا وحجتهمْالدهُاءْوتسكين
ْبعدهْالذىْالحديثْفىْكماْْعليهاْقدرْلمنْتهمجاهدْتجبْبلْذلكْفى طاعتهْتجوزْفلاْالصريحْالكفر

ْ(7-6ْصْعشرْالثالثْالْزءْالبارىْفتح) ْ.اه 

“Barangsiapa mengingkari pemimpinnya maka sebenarnya dia sudah keluar dari 

kekuasaannya atau kepemimpinannya…. Dalam riwayat kedua, barang siapa 

mufaraqah dari sebuah kelompok maka hal itu merupakan bentuk kinayah bahwa 

dia telah melakukan maksiat terhadap pemimpinnya dan memeranginya. Menurut 

Ibnu Abi Jamrah, yang dimaksud dengan mufarqah adalah usaha melepaskan 

ikatan ba’iat.  

Para ulama sepakat bahwa taat kepada penguasa adalah wajib begitu pula 

berjuang bersamanya. Dan taat kepadanya lebih baik dari pada membelot darinya. 

Karena hal itu akan lebih bisa menjaga perdamaian. Para ulama melandaskan 

kepada hadis dan dalil lainnya. Hal itu berbeda kalau pemimpnnya jelas-jelas kafir, 

maka tidak boleh taat kepadanya, malah wajib melawannya bagi yang mampu.” 

(Fathul Bari Juz 13 halaman 6-7)    
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II 
 

PRINSIP-PRINSIP UKHUWAH SEBAGAI PILAR PENGUATAN 

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

 

 

1. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, baik suku, ras, budaya 

maupun agama. Karenanya bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan 

bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk tetapi tetap satu, dengan 

semboyan bhinneka tunggal ika.  

2. Dalam sebuah negara yang majemuk, adalah tidak mudah dan juga tidak murah 

untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, karena masing-masing 

kelompok memiliki kepentingan dan aspirasi yang bervariasi, yang bisa 

menimbulkan konflik. 

3. Kemajemukan selain bisa menjadi kekuatan bangsa, juga berpotensi menjadi 

kelemahan yang laten. Oleh karenanya, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari 

berbagai pihak untuk menjaga harmoni dan kerukunan yang selama ini telah 

terbangun, sehingga terhindar dari munculnya konflik dan perpecahan bangsa. 

4. Semua pihak dan komponen bangsa ini harus senantiasa dengan penuh 

kesadaran menjaga hubungan persaudaraan yang rukun antar sesama Muslim 

(ukhuwah Islamiyyah), antar sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah), dan 

antar sesama manusia (ukhuwah insaniyah). 

 

Ukhuwah Islamiyyah 

1. Ukhuwah Islamiyah merupakan manifestasi dari ikatan persaudaraan yang 

harmonis antar sesama Muslim. Perbedaan di antara umat Islam yang termasuk 

dalam katagori wilayah perbedaan (majal al-ikhtilaf) harus ditoleransi dan 

diupayakan terjadinya titik temu untuk keluar dari perbedaan (al-khuruj min al-

khilaf).  

2. Adapun perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf dipandang sebagai 

penyimpangan yang harus diluruskan, sebelum dilakukan penindakan secara 

hukum menurut perundang-undangan yang berlaku. 

3. Negara wajib menjamin umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dan 

melindungi kemurnian agamanya dari setiap upaya penodaan agama. 
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Ukhuwah Wathaniyah 

1. Sebagai sesama warga bangsa, setiap penduduk Indonesia diikat dengan 

komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup berdampingan secara damai dan 

rukun sebagai sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah) dengan tetap 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebangsaan yang telah menjadi kesepakatan 

bersama. 

2. Pancasila sebagai dasar, falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara 

merupakan tali pengikat seluruh warga bangsa dalam menjalin relasi antar 

sesama warga bangsa. Pancasila bukanlah agama, tidak dapat menggantikan 

agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. 

Orang yang menegakkan nilai-nilai Pancasila sudah selayaknya menjadi orang 

yang mempunyai komitmen tinggi terhadap penegakan nilai-nilai keagamaan. 

3. Setiap warga negara mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara. 

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, posisi antar sesama warga sebagai 

bagian warga bangsa terikat oleh komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup 

berdampingan secara damai dan rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

4. Dalam hal kerukunan antar pemeluk agama, Islam mengakui eksistensi agama 

lain tanpa mengakui kebenaran ajaran agama tersebut, sebagaimana pada masa 

Nabi Muhammad saw juga diakui eksistensi agama selain Islam, antara lain 

Yahudi, Nasrani, dan Majusi.  

 

Ukhuwah Insaniyah 

1. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi 

dalam menjalani kehidupannya. Persaudaraan antar sesama manusia (ukhuwah 

insaniyah) merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan di 

dunia ini. 

2. Umat manusia diciptakan oleh Allah SWT terdiri dari berbagai ras, bangsa, 

suku, adat istiadat, dan berbagai kelompok agar saling mengenal dan 

memahami, sehingga terjalin interaksi dan hubungan yang baik antar mereka. 

Dengan demikian, akan terwujud kedamaian dunia dan persaudaraan sesama 

umat manusia. 

3. Ukhuwah Insaniyah dapat menjadi pendorong terjadinya tolong menolong antar 

sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan ras, etnis, suku, bangsa, 

agama dan kelompok. Upaya tolong-menolong antar sesama manusia tidak layak 

dan tidak patut dijadikan gerakan terselubung memurtadkan umat Islam.  

 

 

DASAR PENETAPAN:  

 

1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:  
 

اَ وَةٌْْال مُؤ مِنُونَْْإِنَّا لِحُواْإِخ  َْْفأََص  تُ ر حَمُونَْْكُمْ لَعَلاْْاللاهَْْوَات اقُواْأَخَوَي كُمْ ْبَ ين   
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“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah 

antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar 

kamu mendapatkan rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10) 

 

نَاكُمْ ْإِنااْالنااسُْْأيَ ُّهَاْياَ رَمَكُمْ ْإِناْْلتَِ عَارَفُواْوَقَ بَائِلَْْشُعُوب اْوَجَعَل نَاكُمْ ْوَأنُ  ثَىْذكََرْ ْمِنْ ْخَلَق  ْأتَ  قَاكُمْ ْاللاهِْْعِن دَْْأَك   
“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 

13) 

 

قاْْتَ ل بِسُواْوَلَْ تُمُواْباِل بَاطِلِْْالحَ  قاْْوَتَك  تَ ع لَمُونَْْوَأنَ  تُمْ ْالحَ   
“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah 

kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-

Baqarah: 42) 

راَهَْْلَْ ينِْْفِْْإِك  َْْقَدْ ْالدِّ دُْْتَ بَ ينا ال غَيِّْْمِنَْْالرُّش   
“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas 

(perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.” (QS. Al-Baqarah: 

256) 

 

تُُ ،ْمَاْعَابِدٌْْأنَاَْوَلَْْبُدُ،أَعْ ْمَاْعَابِدُونَْْأنَ  تُمْ ْوَلَْْتَ ع بُدُونَ،ْمَاْأعَ بُدُْْلَْْال كَافِرُونَ،ْأيَ ُّهَاْياَْقُلْ  أنَ  تُمْ ْوَلَْْعَبَد   
ْدِينْوَلَِْْدِينُكُمْ ْلَكُمْ ْأعَ بُدُ،ْمَاْعَابِدُونَْ  

“Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah 

apa yang kamu sembah.  Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak 

pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, 

dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun: 1-6) 

  

هَاكُمُْْلَْ ينِْْفِْْيُ قَاتلُِوكُمْ ْلََْ ْالاذِينَْْعَنِْْاللاهُْْيَ ن   اللاهَْْإِناْْإلِيَ هِمْ ْوَتُ ق سِطوُاْتَ بَ رُّوهُمْ ْأَنْ ْدِياَركُِمْ ْمِنْ ْيُُ رجُِوكُمْ ْولََْ ْالدِّ  
اَ.ْال مُق سِطِينَْْيُُِبُّْ هَاكُمُْْإِنَّا ينِْْفِْْمْ قاَتَ لُوكُْْالاذِينَْْعَنِْْاللاهُْْيَ ن   رَجُوكُمْ ْالدِّ عَلَىْوَظاَهَرُواْدِياَركُِمْ ْمِنْ ْوَأَخ   

راَجِكُمْ  مُْ ْوَمَنْ ْتَ وَلاو هُمْ ْأَنْ ْإِخ  الظاالِمُونَْْهُمُْْفأَُولئَِكَْْيَ تَ وَلا  
“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang 

yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak (pula) mengusir kamu 

dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-

orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan 

membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka 

sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-

Mumtahanah: 8-9) 
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نَكُمْ ْقَ و مْ ْمِنْ ْكَانَْْْوَإِنْ ...   نَ هُمْ ْبَ ي   لِهِْْإِلَْْمُسَلامَةٌْْدِيةٌَْفَْْمِيثاَقٌْْوَبَ ي   ...ْأهَ   
“Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara 

mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang 

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) …” (QS. An-Nisa: 92) 

 

 

شَلُواْتَ نَازَعُواْوَلَْْوَرَسُولَهُْْاللاهَْْأطَِيعُواوَْ هَبَْْفَ تَ ف  الصاابِريِنَْْمَعَْْاللاهَْْإِناْْۖ  ْوَاص بِوُاْۖ  ْريُُِكُمْ ْوَتَذ   
“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang 

menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. 

Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal: 46) 

 

 

2. Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut: 

 

ْداودْأبوْرواه)ْشروطهمْعلىْالمسلمون:ْ"وسلمْعليهْاللهْصلىْاللهْرسولْقالْعنهْاللهْرضىْهريرةْأبَْعن
(والحاكم  

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Kaum Muslim itu terikat 

dengan syarat-syarat mereka.” (HR. Abu Daud dan Al-Hakim). 

 

ْمَنْ ْعَلَىْدٌْيَْْوَهُمْ ْدِمَاؤُهُمْ ْتَكَافأَُْْال مُؤ مِنُونَْ:ْقاَلَْْوسلمْعليهْاللهْصلىْالنابِاْْأَناْْعَن هُْْاللاهُْْرَضِيَْْعَلِيْ ْعَنْ 
عَىْسِوَاهُمْ  تَلُْْلَْْأدَ ناَهُمْ ْبِذِماتِهِمْ ْيَس  دْ ْذُوْوَلَْْبِكَافِرْ ْمُؤ مِنٌْْيُ ق  دِهِْْفِْْعَه   (النسائيْرواه)ْعَه 

“Dari Ali ra. Rasulullah saw. bersabda: Orang mukmin itu memiliki hak yang 

sama, di antara mereka saling bertanggungjawab terhadap yang lainnya, berlaku 

tanggungjawab terhadap orang yang ada di bawahnya. Tidak dibunuh orang 

mukmin sebab orang kafir, dan tidak dibunuh orang yang berjanji bersepakat di 

dalam masa kesepakatannya.” (HR. An-Nasai). 

 

ْفهوْْاللهْكتابْفْىْليسْشرطْكل:وسلمْعليهْاللهْصلىْاللهْرسولْقالْعنهْاللهْرضىْعباسْابنْعن
   (والبزارْالطبِانيْرواه)ْشرطْمائةْكانْْوإنْباطل

“Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap syarat yang tidak ada 

dalam kitabullah hukumnya batal, walaupun seratus syarat.” (HR. At-Thabrani dan 

Al-Bazzar) 

 

ر وْب نِْْاللاهِْْعَب دِْْعَنْ  هُمَاْاللاهُْْرَضِيَْْعَم  اْقَ تَلَْْمَنْ :ْ"قاَلَْْسلموْْعليهْاللهْصلىْالنابِِّْْعَنْ ْعَن   ْيرَحِْ ْلََْ ْْمُعَاهَد 
نَاةِْْراَئِحَةَْ  (البخاريْرواه".ْ)عَام اْأرَ بعَِينَْْمَسِيرةَِْْمِنْ ْتوُجَدُْْريَُِهَاْوَإِناْْالْ 

“Dari Abdullah bin Amr ra. dari Nabi saw. ia bersabda: Barangsiapa membunuh 

orang yang dalam lindungan perjanjian damai maka dia tidak akan mendapatkan 
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bau surga. Sesungguhnya bau surga tercium dari jarak perjalanan empat puluh 

tahun.” (HR. Al-Bukhari) 
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III 

HUBUNGAN AGAMA DAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN 

BERBANGSA DAN BERNEGARA 

 

1. Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu merupakan ajaran yang 

komperehensif  (kaffah), memiliki tuntunan kebajikan yang bersifat universal 

(syumuliyyah) dan meliputi seluruh aspek kehidupan (mutakamil). Islam 

mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, 

mengatur masalah sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Karenanya, Islam 

menolak pandangan dan upaya yang memisahkan antara agama dan politik. 

 

2. Hubungan agama dan negara adalah hubungan yang saling melengkapi. Politik 

dan kekuasaan dalam Islam ditujukan untuk  menjamin tegaknya syariat 

(hirasat al-din) dan terjaminnya urusan dunia (siyasat al-dunya).  Politik 

dalam Islam adalah sarana untuk menegakkan keadilan, sarana amar makruf 

nahy munkar, dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara 

menyeluruh. Agama dan simbol keagamaan tidak boleh hanya dijadikan kedok 

untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama serta untuk mencapai 

tujuan meraih kekuasaan semata. Politik juga tidak boleh dipahami hanya 

sebagai sarana meraih kekuasaan tanpa memperhatikan etika dan moral 

keagamaan.  

 

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk dengan kesepakatan 

menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam 

dasar bernegara. Dengan demikian, seluruh aktifitas politik kenegaraan harus 

dibingkai dan sejalan dengan norma agama. Karenanya, setiap upaya 

memisahkan antara agama dengan plitik kenegaraan adalah bertentangan 

dengan dasar negara dan konsensus bernegara. 

 

4. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama harus dijadikan sebagai 

sumber inspirasi dan kaidah penuntun, sehingga tidak terjadi benturan antara 

kerangka berpikir keagamaan dan kerangka berpikir kebangsaan. 

Penyelenggara negara tidak memanfaatkan agama sekedar untuk kepentingan 

tujuan meraih kekuasaan semata.  

 

5. Tempat ibadah bukan hanya untuk kepentingan ritual keagamaan (ibadah 

mahdah) semata. Ia harus dijadikan sebagai sarana pendidikan dan dakwah 

Islam, termasuk masalah politik keumatan, bagaimana cara memilih pemimpin 

sesuai dengan ketentuan agama, dan bagaimana mengembangkan ekonomi 

keumatan, bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana 

mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 
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6. Dalam prakteknya, arah tujuan politik praktis adalah memperoleh kekuasaan, 

sementara kekuasaan cenderung korup. Karenanya, praktek politik kekuasaan 

harus dipandu oleh norma-norma luhur keagamaan agar tidak menghalalkan 

segala cara. Aktifitas politik yang tidak dijiwai agama akan cenderung 

melakukan tindakan menyimpang dan menghalalkan segala cara. 

 

7. Islam tidak membenarkan praktek politik yang diwarnai oleh intrik, fitnah, dan 

adu domba untuk mencapai satu tujuan politik, apalagi dengan membawa dan 

memanipulasi agama, mengatasnamakan agama, dan/atau menggunakan 

symbol-simbol agama, menjadikan agama hanya sekedar dijadikan sebagai 

alat propaganda atau hanya untuk memengaruhi massa. 

 

8. Simbol-simbol agama, atau simbol-simbol budaya yang identik dengan simbol 

agama tertentu, tidak boleh digunakan untuk menipu dan memanipulasi umat 

beragama agar bersimpati guna mencapai tujuan politik tertentu. Tindakan 

tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan termasuk penodaan agama. 

 

 

DASAR PENETAPAN:  

1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:  
 

نَاْإِناا َمَانةََْْعَرَض  َر ضِْْالسامَاوَاتِْْعَلَىْالأ  بَِالِْْوَالأ  َْْوَالْ  فَق نَْْيَُ مِل نَ هَاْأَنْ ْفأَبََ ين  هَاْوَأَش  ن سَانُْ وَحَملََهَاْمِن   ْإِناهُْْالإ ِ
ْْجَهُول ْْظلَُوم اْكَانَْ

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan 

gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka 

khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (QS. Al-

Ahzab: 72) 
 

كُْل ْفِْْ دَعَهَا تَ و  تَ قَراهَاْوَمُس  ْعَلَىْاللاهِْرزِ قُ هَاْوَيَ ع لَمُْمُس  َر ضِْإِلا ْدَاباة ْفِْالأ   مُبِينْ ْكِتَابْ وَمَاْمِن 
“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya 

dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui kediamannya dan tempat 

penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).” 

(Hud: 6) 

 

ْ ْخَلِيفَة  َر ضِ ْفِْالأ  ْجَاعِلٌ ْإِنيِّ ْللِ مَلَائِكَةِ ْرَبُّكَ ْقاَلَ ْْۖ  وَإِذ  سِدُ ْيُ ف  ْمَن  ْفِيهَا ْأَتَج عَلُ فِكُْْفِيهَاقاَلُوا ْوَيَس 
مَاءَْ  الدِّ

ْأعَ لَمُْمَاْلَْتَ ع لَمُونَْ سُْلَكَْقاَلَْإِنيِّ دِكَْوَنُ قَدِّ  وَنََ نُْنُسَبِّحُْبَِم 
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: 

"Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 

darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” 
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Dia berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 

(QS. Al-Baqarah: 30) 

ْتَ ر ضَىْ  دَُىْ قُل ْإِناْهُدَىْاللاهِْهُوَْْۖ  تَ تابِعَْمِلاتَ هُم ْْحَتّاْ ْيَ هُودُْوَلَْالناصَارَىْ عَن كَْالْ ْوَلَن   وَلَئِنِْات ابَ ع تَْْۖ  ْال 
ْوَلِ ْوَلَْنَصِيرْ  وَاءَهُم ْبَ ع دَْالاذِيْجَاءَكَْمِنَْال عِل مِْمَاْلَكَْمِنَْاللاهِْمِن   أهَ 

“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu (Muhammad) 

sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk 

Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika engkau mengikuti 

keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada 

bagimu pelindung dan penolong dari Allah.” (QS. Al-Baqarah: 120) 

 

تُُ ،ْمَاْعَابِدٌْْأنَاَْوَلَْْأعَ بُدُ،ْمَاْعَابِدُونَْْأنَ  تُمْ ْوَلَْْتَ ع بُدُونَ،ْمَاْأعَ بُدُْْلَْْال كَافِرُونَ،ْأيَ ُّهَاْياَ ْأنَ  تُمْ ْوَلَْْعَبَد 
ْْدِينْوَلَِْْدِينُكُمْ ْلَكُمْ ْأعَ بُدُ،ْمَاْعَابِدُونَْ

“Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah 

apa yang kamu sembah.  Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak 

pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, 

dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun: 1-6) 

 

ْعَاقِبَةُْْوَللِاهِْْال مُن كَرِْْعَنِْْوَنَ هَو اْباِل مَع رُوفِْْوَأمََرُواْالزاكَاةَْْوَآتَ وُاْالصالاةَْْأقَاَمُواْالأر ضِْْفِْْمَكانااهُمْ ْإِنْ ْالاذِينَْ
 ْالأمُورِْ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka 

melaksanakan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan 

mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala 

urusan.” (QS. Al-Hajj: 41) 

 

لِفَن اهُمْ ْالصاالِحاَتِْْوَعَمِلُواْمِن كُمْ ْآَمَنُواْالاذِينَْْاللاهُْْوَعَدَْ تَخ  َر ضِْْفِْْليََس  لَفَْْكَمَاْْالأ  تَخ   قَ ب لِهِمْ ْمِنْ ْالاذِينَْْاس 

لنَ اهُمْ ْلَمُْ ْار تَضَىْالاذِيْدِينَ هُمُْْلَمُْ ْنَناْوَليَُمَكِّْ فِهِمْ ْبَ ع دِْْمِنْ ْوَليَُبَدِّ ن اْخَو  ركُِونَْْلَْْيَ ع بُدُونَنِيْْأمَ   شَي ئ اْبِْْيُش 

ْال فَاسِقُونْهُمُْْفأَُولئَِكَْْذَلِكَْْبَ ع دَْْكَفَرَْْْوَمَنْ 
“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka 

berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka 

berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah 

diridhai-Nya untuk mereka. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, 

setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-

Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barangsiapa 

(tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. 

An-Nur: 55) 

 

مَةِْْرَبِّكَْْسَبِيلِْْإِلَْ ْاد عُْ ك  سَنَةِْْوَال مَو عِظةَِْْباِلحِ  مُْ ْالحَ  سَنُْْهِيَْْباِلاتِْْوَجَادِل  ْأَح 
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“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang 

baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl: 

125)  

 

َمَاناَتِْْتُ ؤَدُّواْأَنْ ْيأَ مُركُُمْ ْاللاهَْْإِناْ لِهَاْإِلَْْالأ  تُمْ ْوَإِذَاْأهَ  َْْحَكَم  لِْْواتَُ كُمُْْأَنْ ْالنااسِْْبَ ين  ْنعِِمااْاللاهَْْإِناْْباِل عَد 
يع اْكَانَْْْاللاهَْْإِناْْبِهِْْيعَِظُكُمْ  ْْبَصِير اْسَِْ

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya 

kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi 

pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.” (QS. An-Nisa: 58) 

 

رِْْوَأوُلِْْالراسُولَْْوَأَطِيعُواْاللاهَْْأطَِيعُواْءَامَنُواْالاذِينَْْياَأيَ ُّهَا ءْ ْفِْْتَ نَازَع تُمْ ْفإَِنْ ْمْ مِن كُْْا لَأم  ْاللاهِْْإِلَْْفَ رُدُّوهْشَي 
رٌْْذَلِكَْْا لآخِرِْْوَال يَ و مِْْباِللاهِْْتُ ؤ مِنُونَْْكُن تُمْ ْْإِنْ ْوَالراسُولِْ سَنُْْخَي   ْْتأَ وِي لاْ ْوَأَح 

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian 

jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

(QS. An-Nisa: 59) 

 

ارَْْاللاهُْْآتاَكَْْفِيمَاْوَاب  تَغِْ خِرةََْْالدا ن  يَاْمِنَْْنَصِيبَكَْْتَ ن سَْْوَلَْْۖ  ْالآ  سِنْ ْۖ  ْالدُّ سَنَْْكَمَاْْوَأَح  ْۖ  ْإلِيَ كَْْاللاهُْْأَح 
ْتَ ب غِْْوَلَْ

َر ضِْْفِْْال فَسَادَْ سِدِينَْْيُُِبُّْْلَْْاللاهَْْإِناْْۖ  ْالأ  ال مُف   
“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu dari negeri akhirat, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashas: 77) 

 

َم رِْْفِْْوَشَاوِر هُمْ  ْاللاهِْْعَلَىْفَ تَ وكَالْ ْعَزَم تَْْفإَِذَاْۖ  ْالأ 
“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.” (QS. Ali 

Imran:159) 
 

رُهُمْ  نَ هُمْ ْشُورَىْ ْوَأمَ  ْبَ ي  
“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (QS. 

Asy-Syûra: 38) 

 
 

2. Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:  
 

ئُولٌْْوكَُلُّكُمْ ْراَعْ ْكُلُّكُمْ (ْْص)ْالنبْعنْعمرْابنْعن ْ(مسلمْرواه)ْرَعِياتِهِْْعَنْ ْمَس 
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“Dari sahabat Ibnu Umar ra. dari Nabi saw: Kalian semua adalah pemimpin dan 

akan diminta pertanggung jawaban dari kepemimpinannya.” (HR. Muslim) 

 

َمَانةَُْْضُي ِّعَتْ ْفإَِذَا(ْص)ْاللهْرسولْقاَلَْْقاَلَْْهُرَي  رَةَْْأَبِْْعَنْ  ْقاَلَْ إِضَاعَتُ هَاْكَي فَْْْقاَلَْْالسااعَةَْْفاَن  تَظِرْ ْالأ 
رُْْوُسِّدَْْاإِذَْ َم  لِهِْْغَير ِْْإِلَْْالأ  ْ(البخاريْرواه)ْالسااعَةَْْفاَن  تَظِرْ ْأهَ 

“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Jika amanah disia-siakan 

maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: Bagaimana menyia-

nyiakannya? Jawab Rasul: Jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya, maka 

tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari) 
 

 (الطبِنيْوْاحمدْرواه)ْالرضْفِْاللهْظلْالمام
“Pemimpin adalah naungan Allah di muka bumi.” (HR. Ahmad dan Al-Thabarani) 

 

ْوعدْوإذاْكذب،ْْحدّثْإذا:ْْثلاثْالمنافقْيةآ:ْقال(ْص)ْاللهْرسولْأنْعنهْاللهْرضيْهريرةْابْوعن
ْ (البخاريْرواه)ْخانْاؤ تمنْذاوإْأخلف،

“Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: “Tanda orang munafik itu 

tiga, yaitu jika berbicara dia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi 

amanah dia khianat.” (HR. Bukhari) 
 

3. Pendapat Ulama sebagai berikut: 
 

a. Pendapat Imam Al-Ghazali: 

ْلهْحارسْلْوماْفمهدومْلهْأصلْلْوماْحارسْوالسلطانْأصلْفالدينْتوأمانْوالدينْوالملك
ْأنْوكماْبالفقهْالحكوماتْفصلْفِْالضبطْوطريقْبالسلطانْإلْوالضبطْالملكْيتمْولْفضائع
ْالدينْيتمْلْماْعلىْمعينْهوْبلْالأولْالدرجةْفِْالدينْعلمْمنْليسْبالسلطنة لقالْْسياسة

ْفِْالعربْمنْتُرسْببذرقةْإلْيتمْلْالحجْأنْفمعلومْالسياسةْطريق معرفةْفكذلكْبهْإل
ْإلْالحجْيتمْلْالتْبالحراسةْوالقيامْثانْشيءْالحجْإلْالطريق وسلوكْشيءْالحجْولكنْالطريق

 رابعْشيءْوقوانينهاْوحيلها الحراسةْطرقْومعرفةْثالثْشيءْبها
“Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi 

(ushul) sedang penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada 

pondasinya maka akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki penjaga 

maka dia akan hilang. Tidak sempurna kekuasaan dan kontrol kecuali dengan 

penguasa (sulthon) dan cara untuk menyelesaikan masalah hukum dengan fikih 

(pengetahuan agama).  

Sebagaimana untuk aturan politik kemanusiaan (siyasah khalq) bukan bagian 

aspek utama agama akan tetapi keberadaannya merupakan sesuatu hal penting 

di mana tidak sempurna agama kecuali dengan hal itu (siyasah khalq); maka 

demikian mengetahui dan menguasai bidang politik adalah suatu hal yang 

maklum (pekara yang keberadaanya wajar diketahui) sebagaimana (misal) haji 

tidak sempurna (prosesnya) kecuali dengan kepolisian yang menjaga mereka 

dari gangguan selama perjalanan. Meski demikian haji itu adalah satu hal 
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(tersendiri), rute haji juga merupakan satu hal (tersendiri), pengaturan 

pengamanan rute haji dimana tidak sempurna haji tanpa hal itu juga 

merupakan satu hal (tersendiri), demikian juga pengetahuan mengenai tata 

cara pengamanan dan regulasinya adalah hal yang lain.” 

 

 

b. Pendapat Imam al-Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfiî dalam Qawâid al-Ahkâm” 

2/75: 
 

ونوابهمْالولةْتصرفْفِ:ْفصل  
,ْوالفسادْللضررْدرءاْعليهْللمولْالأصلحْهوْبِاْالتصرفاتْمنْذكرناْبِاْونوابهمْالولةْيتصرف

ْيؤديْأنْإلْ؛ْالأصلحْعلىْالقدرةْمعْالصلاحْعلىْأحدهمْيقتصرْول,ْْوالرشادْللنفع وجلبا
ْيبيعواْأن:ْمثلْ،ْأنفسهمْحقوقْفِْتُيرهمْحسبْالتصرفْفِْيتخيرونْول,ْْشديدة مشقةْإل

ْ}ْتعالْاللهْلقولْ،ْبِثلهاْزبيبْمكيلةْأو ,بدرهمْدرهُا رَبوُاْ ْوَلَْ: ْهِيَْْباِلاتِْْإِلاْْال يَتِيمِْْمَالَْْتَ ق 
سَنُْ ْْأَح  ْفيماْالمسلمينْعامةْحقوقْفِْيثبتْأنْفأولْ؛ْاليتامىْحقوقْفِْهذا كانْْوإن{,

ْاعتنائهْمنْوأكثرْأوفرْالعامةْبالمصالحْالشرعْاعتناءْلأن;ْْالعامة موالالأْمنْالأئمةْفيهْيتصرف
ْبغيرْالمالْكإضاعةْْ،ْعنهْمنهيْفهوْصلاحاْدفعْأوْفسادا جرْتصرفْوكل,ْْالْاصةْبالمصالح

ْ فائدة
“Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya. 

Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah 

kami sebutkan yaitu dengan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi untuk 

mencegah kemudaratan dan kerusakan serta mewujudkan manfaat dan 

kebaikan. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat 

ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu 

menyebabkan masyaqqah (kesulitan) yang besar. Dan janganlah mereka 

memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang 

mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham 

dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah 

'azza wajalla berfirman- yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta 

anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik." Kalau berkenaan dengan hak-

hak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum 

Muslim dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat 

Islam dengan hak-hak kaum Muslim secara umum lebih diutamakan dari pada 

kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). 

Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan 

maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat. 

 

c. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76): 
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ْبجلبْإلْتصرفيْأنْلهْيُلْلْالوصيةْإلْدونِاْفماْالْلافةْوليةْولْمنْكلْْأنْاعلم
رَبوُاْ ْوَلَْ}ْتعالْلقولهْمفسدةْدرءْأو مصلحة، سَنُْْهِيَْْباِلاتِْْإِلاْْال يَتِيمِْْمَالَْْتَ ق  ْعليهْولقولهْ،{ْْأَح 

 اه "ْ..ْْحرامْعليهْفالْنةْينصحْولَ,ْْلمْيجتهدْلَْثُْشيئاْأمتْأمورْمنْولْمن السلام
“Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah 

hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa 

maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (QS. Al-

Isra':34), dan hadis Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi amanah (berupa 

kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk 

(kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram 

baginya untuk masuk ke dalam surga.” 

 

d. Pendapat Imam al-Zarkasyî asy-Syâfii dalam kitab al-Mantsûr fi al-Qawâid juz 

1/309: 
 

ْ ْالفارسيْفِْعيون ْقال ْنصْعليه: ْمنوطْبالمصلحة ْعلىْالرعية ْقالْْالمسائلتصرفْالإمام :
 رحمهْالله:ْ"منزلةْالوالْمنْالرعيةْ:ْمنزلةْالولّْمنْاليتيمْانتهىْالشافعي

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan. 

Al-Farisi menyampaikan dalam 'Uyun al-Masail: Imam asy-Syafi’i berkata: 

kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali 

yatim atasnya.”  

 

e. Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam al-Asybâh wa al-Nazhair, 

halaman 124: 
 

لَحَةِْْلَىعَْْمَب نِيًّاْا لِإمَامِْْفِع لُْْكَانَْْْإِذَا رهُُْْيُ نَ فاذْ ْلََْ ْال عَاماةِْْباِ لأمُُو رِْْيَ تَ عَلاقُْْفِي مَاْال مَص  ْإِذَاْإِلاْْشَر ع اْأمَ 
ْيُ نَ فاذْ ْلََْ  خَالَفَهُْْفإَِنْ  .وَافَ قَهُْ رَاَجِْْكِتَابِْْْفِْ ْيُ و سُفَْْأبَُ وْ ْا لِإمَامُْْقاَلَْْوَلِذََا. يَاءِْْباَبِْْمِنْ ْالْ  ْاِح 

 .مَع رُو فْ ْثاَبِتْ ْبَِِقِْْإِلاْْأَحَدْ ْيَدِْْمِنْ ْشَي ئ اْيُُ رجَِْْأَنْ ْلِلِإمَامِْ ليَ سَْوَْ:ْال مَوَاتِْ
 

“Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas 

maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika 

sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihi, tidak akan 

dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab 

Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: Seorang penguasa tidak boleh 

mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar 

dan pasti.” 

 

f. Pendapat Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah, juz 1 hal. 3: 
 

ينِْْحِراَسَةِْْفِْْالنُّبُ واةِْْلِِْلَافَةِْْمَو ضُوعَةٌْْمَامَةُْالإ ِْ ن  يَاْوَسِيَاسَةِْْالدِّ  ْالدُّ
“Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan 

mengelola dunia.” 
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IV 

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT 

 

 

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan utama mewujudkan 

kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan 

oleh konstitusi. Tujuan tersebut sangat mungkin diwujudkan, mengingat karunia 

Allah SWT yang sangat besar kepada bangsa ini, terutama yang mewujud dalam dua 

hal, yakni sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar. 

Dua hal ini, apabila dikelola secara tepat dan benar, bisa menjadi modal utama 

terwujudkannya tujuan utama didirikannya negara ini. 

 

2. Sampai saat ini, tujuan utama didirikannya negara ini sebagaimana disebut di atas 

belum sepenuhnya terwujud. Fakta statistik menunjukkan, sebagian besar penduduk 

negeri ini masih menghadapi problem yang serius di bidang ekonomi. Kekayaan 

sumber daya alam yang begitu melimpah ternyata tak bisa memberikan 

kesejahteraan bagi mayoritas rakyat negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa arah dan 

strategi pembangunan ekonomi selama ini tidak sesuai untuk mencapai tujuan 

tersebut. Diperlukan suatu sistem dan strategi lain yang lebih cocok dengan kondisi 

negara dimana umat Islam merupakan penduduk mayoritas. 

 

3. Problem kemiskinan yang membelit sebagian besar rakyat menjadi persoalan serius 

dalam bidang pembangunan ekonomi. Kemiskinan disebabkan setidaknya oleh dua 

faktor utama, yakni faktor kultural berupa rendahnya kualitas SDM akibat 

rendahnya pengetahuan dan keterampilan, dan faktor struktural berupa buruknya 

distribusi kekayaan akibat kebijakan dan sistem pembangunan ekonomi yang kurang 

tepat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi harus dimulai dengan mengatasi 

kemiskinan, dengan mengurai dua faktor tersebut. 

 

4. Daya dan upaya difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, 

pelatihan dan program-program pemberdayaan sebagai upaya untuk mengatasi 

masalah kultural ekonomi. Faktor struktural diatasi dengan mewujudkan sistem dan 

kebijakan “Arus Baru Ekonomi Umat”, yang lebih adil, melalui sistem distribusi 

yang memastikan bahwa setiap orang harus mampu memenuhi kebutuhan asasi 

(hajah dharuriyah), berupa sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan dan 

kesehatan.  

 

5. Dalam rangka pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah wajib 

menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memberdayakan dan melindungi 

tenaga kerja Indonesia, mengaktifkan kembali program transmigrasi dan membatasi 

masuknya tenaga kerja asing (TKA).  
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6. Sistem dan kebijakan ekonomi yang lebih adil bisa dimulai melalui penguatan 

permodalan sektor ekonomi berbasis keumatan. Negara harus dapat memberikan 

akses kepada pengusaha kecil dan menengah terhadap permodalan yang murah dan 

mudah, bahkan kalau perlu memberikan hibah modal kepada mereka yang tidak 

mampu. Hal itu bisa dilakukan dengan menumbuhkembangkan lembaga ekonomi 

mikro berbasis masjid, pesantren, dan ormas Islam. Selama ini masjid, pesantren, 

dan ormas Islam lebih banyak diberdayakan dalam melakukan rekayasa sosial yang 

bersifat non ekonomi. Padahal pengembangan ekonomi umat melalui tiga lembaga 

tersebut mempunyai potensi yang besar. 

 

7. Pemerintah wajib merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada 

kepentingan umat. Misalnya dengan mengutamakan kebijakan dan strategi 

pembangunan ekonomi yang lebih sesuai dengan karakter dasar dan struktur 

masyarakat Indonesia yang berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan 

perdagangan, tidak bergantung pada hutang luar negeri. Di samping itu, pemerintah 

harus meninjau ulang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait 

penguasaan sumber daya alam oleh korporasi besar atau monopoli. Industri migas 

dan mineral adalah sektor industri padat modal yang seharusnya dikelola dan 

didanai oleh negara, bukan dilepaskan kepada para pemodal asing. 

 

 

DASAR PENETAPAN: 

1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut: 
 

ارَْْاللاهُْْاكَْآَتَْْفِيمَاْوَاب  تَغِْ َخِرةََْْالدا ن  يَاْمِنَْْنَصِيبَكَْْتَ ن سَْْوَلَْْالآ  سِنْ ْالدُّ سَنَْْكَمَاْْوَأَح  ْتَ ب غِْْوَلَْْإِلَي كَْْاللاهُْْأَح 
َر ضِْْفِْْال فَسَادَْ سِدِينَْْيُُِبُّْْلَْْاللاهَْْإِناْْالأ  ْْال مُف 

”Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah 

padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashas: 77)  

 

َر ضِْْفِْْفاَنتَشِرُواْالصالَاةُْْقُضِيَتِْْفإَِذَا لِحُونَْْلاعَلاكُمْ ْكَثِير اْْاللا هَْْوَاذ كُرُواْاللا هِْْفَض لِْْمِنْوَاب  تَ غُواْالأ  ْتُ ف 
“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah 

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-

Jumuah: 10) 

 

َر ضَْْلَكُمُْْجَعَلَْْالاذِيْهُوَْ  ْالنُّشُورُْْوَإِليَ هِْْۖ  ْرزِ قِهِْْمِنْ ْوكَُلُواْمَنَاكِبِهَاْفِْْفاَم شُواْذَلُول ْْالأ 
“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka 

jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan 

hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15) 
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َْْدُولَةْ ْيَكُونَْْلَْْكَيْ .. َغ نِيَاءِْْبَ ين   ..ْۖ  ْمِنكُمْ ْالأ 
“…Hal (pendistribusian harta) itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di 

kalangan orang kaya di antara kalian saja.. (QS. Al-Hasyr: 7) 
 

نَاْْوَلَقَدْ  رِْْبَ ع دِْْمِنْ ْالزابوُرِْْفِْْكَتَب   َر ضَْْأَناْْالذِّك     الصاالِحُونْعِبَادِيَْْيرَثُِ هَاْالأ 
“Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam az-Zikr 

(Lauh Mahfuz), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh.” 

(QS. Al-Anbiya: 105) 
 

َر ضِْْفِْْيجَِدْ ْاللاهِْْسَبِيلِْْفِْْيُ هَاجِرْ ْوَمَنْ  اْالأ  ْوَرَسُولهِْاللاهِْْإِلَْْمُهَاجِر اْبَ ي تِهِْْمِنْ ْيَُ رجُْ ْوَمَنْ ْةْ وَسَعَْْكَثِير اْْمُراَغَم 
هُْْثُُاْْ ركِ  رهُُْْوَقَعَْْفَ قَدْ ْال مَو تُْْيدُ  اْغَفُور اْاللاهُْْوكََانَْْاللاهِْْعَلَىْأَج  رَحِيم   

“Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di 

bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari 

rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian 

kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah 

tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

(QS. An-Nisa: 100 ) 

 

2. Hadis-hadis Nabi sebagai berikut: 

هَا،ْفَ تَصَداقْ ْبنَِ ف سِكَْْب دَأْ ا ءٌْْفَضَلَْْفإَِنْ ْعَلَي   لِكَ،ْشَي  لِكَْْعَنْ ْفَضَلَْْفإَِنْ ْفَلَِِه  ءٌْْأهَ  ْقَ راَبتَِكَ،ْفَلِذِيْ ْشَي 
ءٌْْقَ راَبتَِكَْْذِيْ ْعَنْ ْفَضَلَْْفإَِنْ  َْْيَ قُو لُْْ—ْوَهَكَذَاْفَ هَكَذَاْشَي  ْشََاَلِكَْْوَعَنْ ْيَميِ نِكَ،ْوَعَنْ ْيَدَي كَ،ْفَ بَ ين 

 (مسلمْرواه)
“Mulailah dengan dirimu sendiri, dan bersedekahlah atasnya (hartamu), jika ada 

kelebihan sesuatu (dari hartamu) maka untuk keluargamu, dan jika (masih) ada 

kelebihan sesuatu untuk keluargamu, maka (berikanlah) untuk kerabatmu, dan jika 

(masih) ada kelebihan sesuatu dari itu maka begini dan begini — beliau 

mengatakan: di depanmu, sebelah kananmu, dan sebelah kirimu.” (HR. Muslim) 

عَان اْيبَِيتُْْالاذِيْال مُؤ مِنِْبِْْليَ سَْ  (والحاكمْرواه)ْجَن بِهِْْإِلَْْجَائعٌِْْوَجَارهُُْْشَب  
“Bukanlah seorang mukmin orang yang tidur kenyang sementara tetangganya 

kelaparan.” (HR. Al-Hakim) 

 

 

3. Kaidah Fiqhiyah: 

بالمصلحةْمنوطْالرعيةْعلىْالإمامْتصرف  
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“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.” 

 

 

Pimpinan Komisi A 

Ketua                                                            Sekretaris 

 

       KH. Drs. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si.       Dr. H.  Abdurrahman Dahlan 

 

Tim Perumus: 

1. KH. Drs. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si  Ketua merangkap anggota  

2. KH. Umar Al-Haddad     Sekretaris merangkap anggota 

3. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA  Anggota 

4. KH.  Abdusshomad Bukhori   Anggota 

5. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisy  Anggota 

6. Drs. H. Natsir Zubaidi    Anggota 

7. KH. Gusrizal Gazahar, Lc, MA   Anggota 

8. KH. Mujammi' Abd. Musyfie   Anggota 

9. KH. Mahfud Muhdhor    Anggota 

Notulis: Muchlishon 
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KEPUTUSAN 

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 

Tentang 

MASALAH FIKIH KONTEMPORER 

(MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH) 

 

 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok 

Pesantren Al-Falah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439 

H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:  

 

Menimbang:  a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan 

kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait 

dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan 

masalah ibadah, mu’amalah, masalah kenegaraan dan 

kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 

muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia; 

 b.  bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban 

hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa; 

 c.   bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu 

ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi 

Fatwa untuk dijadikan pedoman; 

 

Mengingat:  1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum 

yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam 

keputusan, baik al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil 

lain yang muktabar; 

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah- 

mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam 

keputusan. 

 

Memperhatikan:   1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima 

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-

Indonesia VI; 

4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah 

yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa 

se-Indonesia 
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5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima 

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan:  

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail 

Fiqhiyyah Mu’ashirah) yang meliputi;  

(i) Istitha’ah Kesehatan Haji;  

(ii) Safari Wukuf;  

(iii) Badal Melempar Jumrah;  

(iv) Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat;  

(v) Plasma Darah untuk Bahan Obat, 

  

2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai 

pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian. 

 

3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada 

masyarakat untuk dijadikan pedoman. 

 

4. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari 

membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana 

mestinya. 

 

Ditetapkan di  : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel 

Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H 

  9 Mei       2018  M 

 

PIMPINAN SIDANG PLENO 

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 

Ketua,     Sekretaris, 

 

 

 

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN 

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 

 

TENTANG 

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH 

(MASALAH FIQH KONTEMPORER) 

 

KOMISI B-1  

I. Istitha’ah Kesehatan Haji 

II. Safari Wukuf 

III. Badal Melempar Jumrah 

IV. Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat 

V. Plasma Darah untuk Bahan Obat 
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I 

MASALAH FIKIH TERKAIT ISTITHA’AH KESEHATAN HAJI 

 

A. Diskripsi Masalah 

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu 

(istitha'ah). Istitha’ah yang menjadi salah satu syarat wajib haji mencakup aspek 

finansial (biaya perjalanan dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan) dan 

keamanan.  

Aspek kesehatan serta kemampuan jasmani dan rohani merupakan faktor yang 

harus diperhatikan oleh calon jamaah haji. Permenkes No.15 tahun 2016 telah 

mengatur tentang istitha’ah kesehatan jamaah haji. Dalam Permenkes tersebut 

dijelaskan bahwa istitha’ah kesehatan jamaah haji memiliki makna kemampuan 

jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur 

melalui pemeriksaan medis.  

Meskipun Permenkes soal istitha’ah haji ini telah diterapkan dalam 

penyelenggaraan ibadah haji, kasus wafatnya jamaah haji di Arab Saudi masih 

tinggi. Pada musim haji 2017, jamaah haji Indonesia yang wafat mencapai 431 

orang. Sementara pada 2016, jamaah haji yang wafat tercatat 390 orang. Tentu 

angka kematian jamaah haji tersebut memiliki banyak variabel. Pertama, kondisi 

kesehatan sebagian jamaah yang kurang prima sejak dari tanah air. Kedua, 

lingkungan dan pola perilaku jamaah selama berada di Tanah Suci. Ketiga, pada 

tahun 2017 Indonesia mendapat kuota sebanyak 221 ribu jamaah, sedangkan pada 

tahun 2016 jamaah haji yang diberangkatkan sebanyak 168.800 jamaah.  

Secara umum, ada tiga hal yang menyebabkan jamaah haji tidak memenuhi 

syarat isthita’ah kesehatan; 1) penyakit yang bisa membahayakan diri sendiri dan 

jamaah lain, 2) gangguan jiwa berat, dan 3) penyakit berat yang tidak dapat 

disembuhkan.  

Dari hasil pemeriksaan kesehatan calon jamaah yang dilakukan oleh tim dokter 

kesehatan haji, disimpulkan ada empat kategori istitha’ah. Pertama, memenuhi 

syarat istitha’ah kesehatan haji. Kedua, memenuhi syarat istitha’ah kesehatan haji 

dengan pendampingan. Ketiga, tidak memenuhi syarat istitha’ah kesehatan haji 

untuk sementara. Keempat, tidak memenuhi syarat istitha’ah  kesehatan haji secara 

permanen. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah aspek kesehatan merupakan bagian dari syarat istitha’ah dalam ibadah 

haji? 

2. Apakah seseorang yang memenuhi syarat istitha’ah haji, namun mengalami 

gangguan kesehatan, harus melaksanakan ibadah haji secara  mandiri tanpa 

bantuan orang lain? 

3. Apa udzur syar’i yang menyebabkan seseorang masuk kategori wajib haji tetapi 

ditunda pelaksanaannya? 
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4. Apa udzur syar’i yang menyebabkan seseorang masuk kategori wajib haji tetapi 

harus dibadalkan (bi inabah al ghair)? 

5. Apa syarat orang yang boleh menjadi badal haji untuk orang lain? 

6. Apakah pemerintah (ulil amri) memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan 

calon jamaah haji menunaikan ibadah haji karena alasan kesehatan? 

 

C. Ketentuan Hukum 

1. Kesehatan merupakan syarat ada’ (pelaksanaan) haji, dan bukan merupakan 

syarat wajib. Seseorang yang sudah istitha’ah dalam aspek finansial dan 

keamanan, tapi mengalami gangguan kesehatan, pada dasarnya tetap 

berkewajiban untuk berhaji.  

2. Seseorang dinyatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji secara mandiri, 

bila sehat fisik dan mental untuk menempuh perjalanan ke tanah suci dan 

melaksanakan ibadah haji. Apabila seseorang mengalami udzur syar’i untuk 

melaksanakan ibadah haji karena penyakit yang dideritanya atau kondisi tertentu 

yang menghalanginya untuk tidak melaksanakan ibadah haji secara mandiri, 

padahal dia memiliki kemampuan secara finansial, maka kewajiban haji atasnya 

tidak gugur; sedangkan pelaksanaannya ditunda atau dibadalkan (inabati al 

ghoir). 

3. Seseorang dapat ditunda untuk melaksanakan ibadah haji jika: 

a. Menderita penyakit tertentu yang berbahaya tetapi berpeluang sembuh; 

b. Hamil yang kondisinya bisa membahayakan diri dan atau janinnya; 

c. Menderita penyakit menular yang berbahaya; 

d. Terhalang untuk bepergian sementara. 

4. Udzur syar’i yang menyebabkan haji seseorang dibadalkan (inabati al ghair) 

adalah: 

a. Orang yang mempunyai kemampuan finansial, akan tetapi meninggal 

sebelum melaksanakan ibadah haji; 

b. Tua renta; 

c. Lemah kondisi fisik terus menerus akibat penyakit menahun; 

d. Penyakit berat yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya; 

e. Terhalang untuk bepergian secara terus menerus; 

5. Syarat untuk menjadi badal haji adalah: 

a. Akil baligh; 

b. Tidak berhaji untuk dirinya; 

c. Sudah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya; 

d. Bisa dipercaya melaksanakan ibadah haji untuk orang yang dibadalkan; 

e. Tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah haji; 

f. Satu orang yang menjadi badal haji hanya boleh melakanakan haji untuk satu 

orang.  
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6. Pemerintah (ulil amri) memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan calon 

jamaah haji melaksanakan ibadah haji karena alasan kesehatan berdasarkan 

pertimbangan syar’i dan medis. 

 

D. Rekomendasi : 

1. Pemerintah (ulil amri) didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 

sebaik mungkin bagi calon jama’ah haji yang menderita gangguan kesehatan 

agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. 

2. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji dilakukan secara sungguh-sungguh 

dan pelaksanaanya sesuai tahapan yang sudah diprogramkan, sehingga rekam 

medis calon jamaah bisa tercatat dengan baik.  

3. Untuk mengeliminir beban mental yang berat bagi calon jamaah haji yang 

dinyatakan tidak istitha’ah, maka waktu pemeriksaan kesehatan tahap terakhir 

dilaksanakan jauh-jauh hari dan tidak dilaksanakan di embarkasi, misalnya 

minimal 10 hari sebelum keberangkatan. 

4. Perlu sosialisasi kepada calon jama’ah tentang istitha’ah kesehatan sehingga 

dapat benar-benar dipahami. Jika tidak diizinkan berangkat karena tidak 

memenuhi istitha’ah kesehatan, maka dapat menerima keputusan tersebut 

dengan ridha. 

 

E. Dasar Penetapan 

1. Firman Allah  swt. :  

تَطاَْ ْال بَ ي تِْمَنِْاس  كَْانَْآمِن اْوَلِلهْعَلَىْالنااسِْحِجُّ ْدَخَلَهُ ْإِب  راَهِيمَْوَمَن  ْآياَتٌْبَ ي ِّنَاتٌْمَقَامُ عَْإلِيَ هِْفِيهِ
غَنِي ْعَنِْال عَالَمِينَْسَبِيلاْوَْ كَْفَرَْفإَِناْاللهَْ   .مَن 

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. 

Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan 

haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang 

sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari 

(kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan 

sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97) 

 

2. Hadis-hadis Rasulullah saw.: 

ْ نُسَْعَنِ ْيُ و  ْإلِيَ هِْعَن  تَطاَعَ ْاس  ْال بَ ي تِْمَنِ ْ)وَلِلهْعَلَىْالنااسِْحِجُّ ْالأيَةَُ ْهَذِهِ ْنَ زلََت  ْلَماا ْقاَلَ: الَحسَنِ
 سَبِيلَا(ْقاَلَْرَجُلٌ:ْياَْرَسُو لَْالِلهْمَاْالسابِي لُ؟ْقاَلَْالزاادُْوَالرااحِلَةُْ)رواهْالدارقطني(

Dari Yunus dari al- Hasan, berkata: Ketika turun ayat: ْ ْال بَ ي تِْمَنِ ْعَلَىْالنااسِْحِجُّ وَللِّهِ
ْسَبِيلا ْإلِيَ هِ تَطاَعَ  ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang اس 

disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan. (HR. al-

Daruquthni). 
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ْعَنِْاب نِْعَباْ ْإِلَْالنابِِّْصلىْاللهْعليهْوسلمْفَ قَالَت  نَةَْجَاءَت  ْجُهَي   رَأةَ ْمِن  ْام  ْرضىْاللهْعنهماْأَنا اس 
هَا،ْقاَلَْ:  ْعَن   ْأفَأََحُجُّ ْمَاتَت  ْتَُُجاْحَتّا ْتَُُجا،ْفَ لَم  ْأَن  ْأمُِّىْنذََرَت  ْ: إِنا هَا،ْأرََأيَ تِْلَو  نَ عَم .ْحُجِّىْعَن  

ْباِل وَفاَءِ.ْ)رواهْالبخاريْوالنسائي(كَانَْعَلَىْأُْ  مِّكِْدَي نٌْأَكُن تِْقاَضِيَة ْاق ضُواْاللاهَ،ْفاَللاهُْأَحَقُّ

Dari Ibn Abbas ra. bahwa seorang perempuan dari bani Juhainah datang 

kepada Nabi saw. bertanya: "Wahai Nabi saw., ibuku pernah bernadzar untuk 

melaksanakan ibadah haji, tetapi beliau meninggal sebelum melaksanakan 

ibadah haji, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah menjawab: Ya, 

hajikanlah untuknya, bukankah kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib 

membayarnya? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk 

dipenuhi. (H.R. al-Bukhari dan al-Nasa'i). 

ْرَضِيَْاللهْعنهماْأنَاهُْقاَلَْ ْعَب دِْاللاهِْب نِْعَبااس  ْرَدِيفَْرَسُولِْاللاهِْصَلاىْ:  عَن  كَانَْال فَض لُْب نُْعَبااس 
ْخَْ ْمِن  رَأةٌَ ْام  ْفَجَاءَت هُ ْوَسَلامَ ْعَلَي هِ ْفَجَعَلَْاللاهُ ْإلِيَ هِ ْوَتَ ن ظرُُ هَا ْإلِيَ   ْيَ ن ظرُُ ْال فَض لُ ْفَجَعَلَ تِيهِ، تَ ف  ْتَس  ث  عَمَ

ْ خَرِ،ْقاَلَت  ْالآ  هَْال فَض لِْإِلَْالشِّقِّ رِفُْوَج  ياَْرَسُولَْاللاهِْإِناْ: رَسُولُْاللاهِْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْيَص 
ْيَ ث بُتَْعَلَىْالرااحِلَةِْأفََأَحُجُّْفَريِضَةَْاللاهِْعَلَىْعِبَادِْ تَطِيعُْأَن  كَْبِير اْلَْيَس  ْأَبِْشَي خ ا ْأدَ ركََت  جِّ هِْفِْالحَ 

ةِْال وَدَاعِْ)رواهْمسلم( ْعَن هُ؟ْقاَلَْنَ عَم ،ْوَذَلِكَْفِْحَجا

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa r.a, ia berkata : Fadl bin Abbas 

pernah membonceng di belakang Rasulullah Saw, tiba-tiba seorang wanita dari 

Khats'am meminta fatwa kepada beliau. Fadll menengok kepada perempuan itu 

dan perempuan itu pun menengok Fadll. Maka Rasulullah Saw memalingkan 

wajah Fadll ke arah lain. Perempuan itu berkata : Wahai Rasulullah! 

Kewajiban untuk menunaikan haji terpikul atas bapakku yang sudah tua renta. 

Ia tidak lagi sanggup duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku 

menggantikannya?" beliau menjawab: "Boleh." Dan hal itu terjadi pada saat 

haji wada.' (HR. Muslim) 

ْاب نِْعَبااسْ  رمَُةُْ عَن  ْشُب   ْقاَلَْمَن  رمَُةَ ْشُب   ْلبَ اي كَْعَن  ْيَ قُولُ عَْرَجُلا  ْوَسَلامَْسَِْ ْعَلَي هِ ْصَلاىْاللاهُ ْالنابِا أنَا
حُْ ْنَ ف سِكَْثُُاْ ْنَ ف سِكَْقاَلَْلَْقاَلَْحُجاْعَن  تَْعَن  ْقَريِبٌْلِْقاَلَْحَجَج  رمَُةَْقاَلَْأَخٌْلِْأوَ  ْشُب   جاْعَن 

 )رواهْأبوْداود(

Dari Ibnu Abbas r.a diriwayatkan bahwa Nabi Saw mendengar seseorang 

mengucapkan; labbaika 'an syubrumah (ya Allah, aku memenuhi seruanMu 

untuk Syubrumah), beliau bertanya: "Siapakah Syubrumah tersebut?" Dia 

menjawab; saudaraku! Atau kerabatku! Beliau bertanya: "Apakah engkau telah 

melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?" Dia menjawab; belum! Beliau 

berkata: "Laksanakan haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk 

Syubrumah." (HR. Abu Dawud) 
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3. Pendapat Ulama 

ْمنْعلىْعندهْالحجْفيجب،ْمالكْالإمامْذهبْالأولْوإلبهما.ْأوْبالمالْأوْبالبدنْإماْالقدرة
ْالستنابةْأوجبْولذاْالشافعىْالإمامْذهبْالثانىْإلْو،ْالطريقْفىْوالكسبْالمشيْعلىْقدر
،ْعنهْتعالْاللهْرضىْالأعظمْإمامناْذهبْالثالثْوإل،ْعنهْينوبْمنْةأجرْوجدْإذاْالزمنْعلى

ْيصحْانْالسبيلقالْ:ْْأنهْعنهماْتعالْرضيْعباسْابنْعنْوغيرهْالبيهقىْأخرجهْماْويؤيده
ْ.بهْيجحفْانْغيرْمنْوراحلةْزادْثمنْلهْويكونْالعبدْبدن

ْلما":ْقالْاللهْعبدْبنْجابرْعنْالدارقطنىْأخرجهْبِاْعنهْتعالْاللهْرضىْالشافعىْالإمامْواستدل
ْرسولْيا : فقالْرجلْقام(ْسبيلاْإليهْاستطاعْمنْالبيتْحجْالناسْعلىْولله(ْالأيةْهذهْنزلت

ْإليهْْذهبْفيماْظاهرْوهوْشتّْطرقْمنْهذاْوروىْ"ْوالراحلةْالزاد":ْقال؟ْْالسبيلْماْالله
ْمالكْالإمامْإليهْذهبْلماْمخالفْوهو،ْالبدنيةْدونْالماليةْعلىْالستطاعةْقصرْحيثْالشافعى

ْ.ظاهرةْمخالفة
ْالطريقْأمنْفقدْلوْأنهْبدليلْالستطاعةْشروطْلبعضْبيانْبأنهْفيهْوقعْماْفيؤلْإمامناْوأما
ْلظهورْالبدنْلصحةْيتعرضْلَْوسلمْعليهْتعالْاللهْصلىْأنهْوالظاهر،ْعليهْالحجْلَيجبْمثلا

ْليتصورْوذاْالبيتْإلْالمستطيعْلنفسْالموصلْالسبيلْهوْالحقيقةْفىْالمفسرْوْلْكيفْالأمر
ْالصحةْبدون ْالرواياتْبعضْفىْوردْأنهْالشروطْلبعضْبيانْالحديثْفىْماْأنْيؤيدْومما،

ْالنبْأنْوجههْتعالْاللهْكرمْعليْعنْأيضاْالدارقطنىْأخرجْفقد،ْْفيهْمماْواحدْعلىْالإقتصار
،ْالألوسى(.ْالزادْيذكرْولَْبعيرْظهرْتجدْأن : ْفقالْالسبيلْعنْسئلْوسلمْعليهْاللهْصلى
ْ(لفكراْدار:ْبيروت،ْالمعانىْروح

Kemampuan (qudrah, istitha`ah) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan) 

badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah 

pendapat Imam Malik. Menurutnya, hajiwajib bagi orang yang mampu berjalan 

dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah 

pendapat Imam Syafi’i. Oleh karena itu, Imam Syafi’i mewajibkan orang lumpuh 

untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk 

mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu 

Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang 

dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Jalan” 

(yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur’an) adalah kesehatan badan seseorang 

dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus 

berdesak-desakan. Imam Syafi’i berargumentasi dengan  hadis yang 

dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: “Ketika ayat 

سبيلاْإليهْاستطاعْمنْالبيتْحجْالناسْعلىْولله  diturunkan, seorang laki-laki bediri 

dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud ‘jalan’ 

(as-sabîl) tersebut? Rasulullah menjawab: ‘Biaya dan kendaraan’. Hadis ini 

diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat 

Imam Syafi’i karena hadis itu membatasi istitho’ah hanya pada kemampuan 
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materi, tanpa mensyaratkankesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi’i 

ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.  

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya 

menjelaskan sebagian syarat istitho’ah haji. Buktinya, bila seseorang tidak 

mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. 

Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat 

istitho’ah), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, 

padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang 

dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini 

tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang 

menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian 

syarat istitho’ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan 

salahsatu dari kandungan hadis itu. Daraqutni mengeluarkan hadis dari Ali 

karrama Allah wajhah bahwa Nabi SAW ditanya tentang makna “jalan”; beliau 

bersabda: “Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)”. Di sini 

Nabi tidak menyebutkan biaya (zãd). (Al-Alüsî, Rüh al-Ma’ãnî, (Beirut: Dar al-

Fikr, t.th.], jilid II, juz IV, h. 7-8). 

ْاللهْرسولْفسرْوقد،ْلهمخصصْْالكلْمنْالبعضْبدلْالناسْمنْبدل(ْسيبلاًعْإليهْاستطاْمن(
إنِاْبالمال،ْْعنهْللهْرضىْالشافعيْيؤيدقولْوهوْوالراحلةْبالزادْالستطاعةْوسلمْعليهْللهْصلى

لْتعاْللهحمهْرْمالكْوقال.ْْعنهْينوبْمنْأجرةْوجدْإذاْالزمنْعلىْالإستنابةْأوجبْولذالك
ْ ْْبالبدنإنِا ْْقدرعلىْمنْعلىفيجب ْْاوْللبيتْالطريقْفىْوالكسبالمشي .ْ ْأبوْوقالالحج

أتىْإلْالشيئْْماْوكلللبيتْأوْالحجْ"ْإليه"فِْْوالضميرلْبِجوعْالأمرين،ْتعاْللهحمهْرْحنيفة
 العلمية:ْبيروت،ْلبنان،ْالمجلد(ْْدارالكتب،172ْ\1،ْتفسيرالبيضاوى،ْالبيضاوى)فهوْسبيلهْ

(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw telah 

menafsirkan kata istitho’ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini 

menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud istitho’ah adalah 

kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari 

orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk 

mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa istitho’ah adalah (kemampuan 

dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari 

bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat 

bahwa istitho’ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). 

Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang 

dapat mengantarkan -pada sesuatu adalah jalannya. (Al-Baidãwî, Tafsîr al إليه 

Baidãwî, 1/172, Beirut: Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988 M) 

 

والقولنْعنْالحنفيةْوالمالكيةْ.ْوقالْأبوْعمرْبنْعبدْالبِْ:ْويدلْعلىْالتراخيْإجماعْالعلماءْ
صلاةْْعلىْتركْتفسيقْالقادرْعلىْالحجْإذاْأخرهْالعامْالواجبْعليهْفِْوقتهْ،ْبخلافْمنْفوّت

حتّْخرجْوقتهاْفقضاهاْ.ْوأجمعواْعلىْأنهْلْيقالْلمنْحجْبعدْأعوامْمنْوقتْاستطاعتهْأنتْ
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ْزادْعلىْ ْإلْماْرويْعنْسحنونْ:ْأنهْإذا ا قاض.ْوكلْمنْقالْبالتراخيْلْيجدْفِْذلكْحدًّ
 (3/340ابنْحيان،ْالبحرْالمحيط،ْ( الستينْوهوْقادرْوتركْفسق

Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang menjadi dasar pendapat boleh 

menunda pelaksanaan haji adalah ijma’ para ulama. Orang yang sudah 

bermaksud menunda pelaksanaanya hajinya dari waktu ketika diwajibkan 

(ketika mampu) tidak perlu menyiapkan pelaksanaan hajinya. Hal ini berbeda 

dengan orang yang kelewatan waktu shalat maka dia wajib men-qadlanya. 

Para ulama sepakat, orang yang terlewat tidak melaksanakan haji pada waktu 

ketika wajib, yakni ketika ia istitha’ah, tidak perlu meng-qadlanya. (Ibn 

Hayyan, al-Bahr al-Muhith, 3/340)    

وأخرجْابنْجريرْوابنْالمنذرْوالبيهقيْعنْابنْعباسْفِْقولهْمنْاستطاعْإليهْسبيلاْقالْ:ْالسبيلْ
 (2/390أنْيصحْبدنْالعبدْويكونْلهْثمنْزادْوراحلةْمنْغيرْأنْيجحفْبهْ)الدرْالمنثورْ

Ibnu Jarir, Ibn al-Mundzir, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas 

terkait firman Allah Swt ْسبيلا ْإليه ْاستطاع  beliau mengatakan, yaitu sehat ,من

badan, disamping harus punya biaya dan kendaraan yang tidak menyusahkan. 

(Al-Suyuthiy, al-Durr al-Mantsur, 2/390)  

ْالمص نفْ)أحدها(ْأنْيكونْبدنهْصحيحاْ)واستطاعة(ْبغيرهْفالولْشروطهْالْمسةْالتّْذكرها
قالْأصحابناْويشترطْفيهْقوةْيستمسكْبهاْعليْالراحلةْوالمرادْانْيثبتْعليْالراحلةْبغيرْمشقةْ

 (7/64شديدةْفانْوجدْمشقةْشديدةْلمرضْأوْغيرهْفليسْمستطيعاْ)المجموع،ْ

Syarat istitha’ah dalam malaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat 

jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan 

kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori 

istitha’ah. (An-Nawawi, Al-Majmu’, 7/64)   
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II 

SAFARI WUKUF 

 

A. Diskripsi Masalah 

Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang jika seseorang meninggalkannya, 

maka hajinya tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah: “Haji itu melakukan wukuf 

di Arafah”. Waktu pelaksanaan wukuf adalah tanggal 9 Zulhijah yaitu sejak 

matahari tergelincir atau bergeser dari tengah hari sampai terbenam matahari.  

Tidak semua jamaah haji mampu melaksanakan wukuf dengan sendiri karena faktor 

usia lanjut, gangguan kesehatan, dan keadaan tertentu. Pelaksanaan wukuf bagi 

mereka dilakukan dengan safari wukuf. Safari wukuf yang dimaksud adalah 

memberangkatkan jamaah haji yang sakit ke Padang Arafah untuk menunaikan 

ibadah wukuf karena tidak mampu melaksanakannya secara mandiri. Ibadah 

Wukufnya  sendiri dilaksanakan secara singkat dan tetap berada dalam kendaraan.  

Permasalahan muncul berkaitan dengan tata cara wukuf bagi jamaah yang termasuk 

dalam kategori pada faktor usia lanjut, gangguan kesehatan, dan keadaan tertentu. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apa hukum safari wukuf? 

2. Apa kriteria jamaah haji yang bisa disafariwukufkan? 

3. Apa kriteria penyakit yang diderita jamaah haji, sehingga tidak memungkinkan 

untuk disafariwukufkan ? 

4. Bagaimana hukum jamaah haji mengalami udzur syar’i dan tidak 

memungkinkan untuk disafariwukufkan? 

 

C. Ketentuan Hukum  

1. Wukuf merupakan rukun haji yang utama dan harus dilaksanakan oleh orang 

yang berhaji. Oleh karena itu wukuf di Arafah hukumnya tetap wajib, meskipun 

pelaksanaannya dengan safari wukuf. 

2. Jamaah haji yang berhak disafariwukufkan ialah jama’ah haji yang menderita 

sakit fisik dan/atau mental, serta masih memungkinkan untuk melaksanakan 

wukuf, meski dengan bantuan. Hukum melaksanakan wukuf baginya wajib 

dengan cara disafariwukufkan. 

3. Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk disafariwukufkan ialah: 

a. Menderita penyakit berat yang dikhawatirkan akan mengancam keselamatan 

jiwa atau akan memperberat penyakitnya; 

b. Menderita penyakit menular yang mengancam jiwa orang lain; 

c. Hilang akal (seperti gila); 
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4. Bagi jama’ah yang memiliki udzur syar’i yang tidak memungkinkan 

disafariwukufkan sebagaimana dimaksud pada nomor [3], maka hajinya 

dibadalkan. 

 

D. Dasar Penetapan 

1. Firman Allah SWT:  

تُْ فإَِذَا رابِّكُمْ  مِّن فَض لاْ  تَ ب تَ غُواْ  أَن جُنَاحٌْ عَلَي كُمْ  ليَ سَْ عَرِْ عِندَْ اللّهَْ فاَذ كُرُواْ  عَرَفاَتْ  مِّنْ  مأفََض   ال مَش 

راَمِْ  (2/198)البقرةْ الضاآلِّينَْ لَمِنَْ قَ ب لِهِْ مِّن كُنتُم وَإِن هَدَاكُمْ  كَمَا وَاذ كُرُوهُْ الحَ 

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari 

Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada 

Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah 

sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu 

sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. QS. Al-Baqarah [2] 

: 198 

جاْ وَأتمُّواْ  رةََْ الحَ  صِر تُُْ  فإَِنْ  للِّهِْ وَال عُم  تَ ي سَرَْ فَمَا أُح  يِْ مِنَْ اس  دَ  لُغَْ حَتّاْ رُؤُوسَكُمْ  تَُ لِقُواْ  وَلَْ ال  يُْ يَ ب   دَ   ال 

يةٌَْ راأ سِهِْ مِّن أذَ ى بهِِْ أَوْ  ماريِضاْ  مِنكُم كَانَْ فَمَن محَِلاهُْ  أمَِنتُمْ  فإَِذَا نُسُكْ  أوَْ  صَدَقَةْ  أوَْ  صِيَامْ  مِّن فَفِد 

رةَِْ تَمتَاعَْ فَمَن جِّْ إِلَْ باِل عُم  تَ ي سَرَْ فَمَا الحَ  يِْ مِنَْ اس  دَ  جِّْ فِْ أيَاامْ  ثَلاثةَِْ فَصِيَامُْ يجَِدْ  لَاْ  فَمَن ال  عَةْ  الحَ   وَسَب  

لُهُْ يَكُنْ  لَاْ  لِمَن ذَلِكَْ كَامِلَةٌْ عَشَرةٌَْ تلِ كَْ رَجَع تُمْ  إِذَا جِدِْ حَاضِريِ أَه  راَمِْ ال مَس   وَاع لَمُواْ  اللّهَْ وَات اقُواْ  الحَ 

 (2/196)البقرةْ ال عِقَابِْ شَدِيدُْ اللّهَْ أنَاْ

Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung 

(terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang 

mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai 

di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada 

gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, 

yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) 

aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam 

bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika 

ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa 

tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang 

kembali. Itulah sepuluh ( hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban 

membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) 

Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan 

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-

Nya. 

2. Hadis yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi, An Nasa’i. Abu Daud, Imam Ahmad 

yang menyatakan bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling 

agung: 
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ْعَب دِْالراحم َنِْب نِْيَ ع مَرَْقاَلَْ ْ : عَن  تُْرَسُولَْاللاهِْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْفأَتَاَهُْناَسٌْفَسَألَُوهُْعَن  شَهِد 
جِّ،ْفَ قَالَْ ْعَرَفَْ: الحَ  جُّ رِْرَسُولُْاللاهِْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْالحَ  لَةَْعَرَفَةَْقَ ب لَْطلُُوعِْال فَج  ْأدَ رَكَْليَ   ةُْفَمَن 

ْتَُاْحَجُّهُْ)رواهْالنسائي( ْفَ قَد  لَةِْجَم ع  ْليَ   ْمِن 

Diriwayatkan dari Abdur Rahman bin Ya'mar, ia berkata; saya menyaksikan 

Rasulullah Saw didatangi manusia kemudian bertanya kepadanya mengenai 

haji, lalu Rasulullah Saw bersabda: "Inti Haji adalah wukuf di Arafah, barang 

siapa yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam jam' 

(waktu sore pada hari Arafah maka hajinya telah sempurna." (HR. Al-Nasai) 

 

3. Pendapat Muhammad Mukhtar al Syinqithi : 

قالْرحمهْالله:ْ]يبقىْمحرما [ْأي:ْأنْمنْأصابهْالمرضْفلاْيُكمْبكونهْمحصرا ،ْوإنَّاْيبقىْبإحرامهْ
ْأنْيكونْشفاؤهْ ْبرئْمنْالمرضْفلاْيُلوْمنْحالتين:ْالحالةْالأول: ْفإذا ْمنْالمرض؛ حتّْيبِأ

نْيذهبْويتمْمناسكْحجه،ْفالحكمْحينئذ :ْأنْيمضيْوبرؤهْقبلْالوقوفْبعرفة؛ْبِيثْيمكنهْأ
ْيتحللْ ْفإنه ْبعرفة؛ ْالوقوف ْفوات ْبعد ْوشفاؤه ْبرؤه كْان ْإذا ْالثانية: ْالحج.الحالة ْمناسك ويتم
ْالقادم؛ْ ْثُْيأتيْبِجةْمنْالعام ْالديْبسببْفواتْالحج، ْثُْيلزمهْالدي،ْويكونْهذا بعمرة،

كْانتْحجتهْلفرضْأوْلنافلة التْيأتيْبهاْيقصدْمنهاْأنْيتحللْمنْنسكْالحج؛ْوالعمرةْْ.سواء
وذلكْلأنْالحجْقدْفاته،ْفيتحللْمنهْبعمرة،ْولأنْعمرْبنْالْطابْرضيْاللهْعنهْأمرْمنْفاتهْ
ْحجهمْ ْأنْيفسخوا ْالصحابة ْوسلمْأمر ْولأنْالنبْصلىْاللهْعليه ْبعمرة، الحجْأنْيتحللْمنه

كْذ ْوعليه ْالحج، ْلفوات ْيهدي ْأن ْعليه ْثُ كْانْبعمرة. ْمن ْحكم ْفِ ْفهو ْقابل؛ ْمن ْالحج لك
بالمرضْوفاتهْالحجْلعذرْآخر.وكانْمنْالأعذارْالمشهورةْقديما :ْأنْيظنْالحاجْأنْالوقوفْ معذوراْ 
ْالسبتْوقدْفرغْالناسْمنْ ْيوم ْفيأتيْإلْعرفة ْالْمعة، ْويكونْالوقوفْيوم ْالسبت، ْيوم بعرفة

فِْحكمْالمريض،ْفيمضيْإلْالبيتْويطوفْْالوقوف،ْولْيمكنهْأنْيدركْالوقوف،ْفحينئذ ْيكون
ْويسعىْويتحللْبعمرة،ْثُْعليهْالديْوالحجْمنْقابل

 

Orang yang terkena musibah sakit di tengah melaksanakan haji tidak bisa 

dihukumi seperti orang ‘muhshar” (terhalang oleh musuh). Dia harus tetap 

berihram sampai sembuh. Jika sembuh ada dua keadaan; pertama, masih 

menemui waktu wukuf, maka harus melakukan wukuf dan menyempurnakan 

manasik. Kedua, telah lewat waktu wukuf, maka dia bertahallul untuk umrah, 

membayar dam, dan mengulang hajinya di tahun berikutnya. Baik haji wajib 

maupun haji sunnah. (Kitab Syarh Zaad al Mustaqna’) 
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III 

BADAL MELEMPAR JUMRAH  

 

A. Diskripsi Masalah 

Melempar jumrah merupakan salah satu wajib haji. Setiap jamaah haji wajib 

melaksanakan lempar jumrah, baik pada 10 Dzulhijjah maupun pada hari-hari 

tasyriq.  

Jarak antara pemondokan jamaah haji Indonesia di Mina dengan lokasi tempat 

melempar jumrah (jamarat) cukup jauh, terlebih jika jamaah haji menempati tenda 

di Mina Jadid. Jauhnya jarak yang harus ditempuh jamaah haji ketika hendak 

melempar jumrah menyebabkan banyak jamaah yang jatuh sakit sehingga tidak 

memungkinkan untuk melaksanakannya. Ada juga jamaah haji yang kondisinya 

sudah tua yang jika memaksakan diri untuk melempar jumrah akan menimbulkan 

mudarat. Terhadap situasi yang seperti ini, ada jamaah yang memaksakan diri untuk 

tetap melempar jumrah, ada juga yang mewakilkan kepada orang lain dalam 

melempar jumrah. Tindakan mewakilkan ke orang lain dalam melempar jumrah ini 

sering dikenal dengan Badal melempar Jumrah. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apa hukum badal melempar jumrah? 

2. Udzur syar'i apa saja yang membolehkan badal melempar jumrah ? 

3. Apakah jamaah haji yang membadalkan melempar jumrah terkena kewajiban 

membayar dam? 

4. Apakah jamaah haji yang dibadalkan melempar jumrahnya diwajibkan untuk 

melempar ulang ketika telah sehat dan masih ada kesempatan untuk melempar? 

5. Apa syarat orang yang melakukan badal melempar jumrah? 

6. Apakah dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa melakukan 

badal untuk beberapa orang? 

 

C. Ketentuan Hukum 

1. Hukum badal melempar jumrah adalah boleh bagi yang terkena udzur syar’i, 

baik dengan membayar ujrah ataupun tidak membayar. 

2. Udzur syar’i yang membolehkan badal melempar jumrah : 

a. usia lanjut yang mengalami kesulitan;  

b. sakit yang menyebabkan kesulitan; 

c. wanita hamil; 

d. wanita menyusui;   

e. keadaan lain yang mengahalanginya. 
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3. Jamaah haji yang sudah dibadalkan lempar jumrah, tidak wajib membayar dam. 

4. Jamaah haji yang sudah dibadalkan melempar jumrahnya, kemudian hilang 

udzur syar’inya, tidak wajib mengulang melempar jumrah lagi, meskipun ada 

kesempatan untuk melakukannya. 

5. Syarat orang yang boleh mewakili melempar jumrah adalah:  

a. Muslim, akil dan baligh; 

b. Memiliki kemampuan dan dapat dipercaya untuk mewakili (tsiqah); 

c. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut sedang 

melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus sudah melempar 

jumrah untuk dirinya sendiri; 

d. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut tidak sedang 

melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus sudah pernah 

melaksanakan ibadah haji. 

6. Dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa melakukan badal 

untuk beberapa orang. 

 

D. Dasar Penetapan 

1. Firman Allah swt.; 

ْ)الحجْ...  ْحَرجَ  ينِْمِن    )22/78وَمَاْجَعَلَْعَلَي كُم ْفِْالدِّ

… dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan. (QS Al Haj,[22] : 78) 

رَْوَلَْيرُيِدُْبِكُمُْٱللاهُْبِكُمُْٱيرُيِدُْ رَْ)البقرةْٱل يُس   (2/185ل عُس 
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu. (QS. Al Baqarah,[2] : 185) 

2. Hadis-hadis Nabi saw. : 

 

نَاْمَعَْرَسُولِْاللاهِْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْوَمَعَنَاْالنِّسَاءُْوَالصِّْ ْجَابِر ْرضيْاللهْعنهْقاَلَْحَجَج  يَانُْعَن  ب  
هُم ْ)رواهْابنْماجه( نَاْعَن   يَانِْوَرَمَي   ْالصِّب   نَاْعَن   فَ لَب اي  

Dari Jabir ra. berkata; "Kami melaksanakan haji bersama Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam sedang bersama kami ada wanita dan anak-anak, 

kami bertalbiyah diikuti anak-anak dan kami melempar bersama mereka." 

(HR. Ibnu Majah) 

 

ثَ نَاْمُحَمادُْب نُْ ْجَابِر ْحَدا ْأَبِْالزُّبَ ير ِْعَن  عَثَْب نِْسَواار ْعَن  ْأَش  ْقاَلْسَِْع تُْاب نَْنَُّير  ْعَن  إِسْ َعِيلَْال وَاسِطِيُّ
ْالنِّسَاءِْوَنَ ر مِيْعَْ ْعَن  نَاْمَعَْالنابِِّْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْفَكُنااْنُ لَبِّ كُْنااْإِذَاْحَجَج  يَْقاَلَ ْالصِّب   انِْقاَلَْن 

ْالْ  لُْال عِل مِْعَلَىْأَنا ْأَجم َعَْأهَ  هِْوَقَد  ْهَذَاْال وَج  ْمِن  مَر أةََْلَْأبَوُْعِيسَىْهَذَاْحَدِيثٌْغَريِبٌْلَْنَ ع رفِهُُْإِلا
رهَُْلَاَْرَف عُْالصاو تِْباِلت ال بِيَْ سِهَاْوَيكُ  ْنَ ف  ْعَن  رُهَاْبَل ْهِيَْتُ لَبِّ هَاْغَي   ْعَن    ةِْ)رواهْالترمذي(يُ لَبِّ
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il Al Wasithiberkata; 

Saya telah mendengar Ibnu Numair dari Asy'ats bin shallallahu 'alaihi 

wasallamwar dari Ibnu Zubair dari Jabir berkata; "Ketika kami berhaji 

bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami bertalbiyah mewakili para 

wanita dan melempar mewakili anak-anak." Abu 'Isa berkata; "Ini merupakan 

hadis gharib, tidak kami ketahui kecuali melalui sanad ini. Para ulama telah 

bersepakat bahwasanya seorang wanita talbiyahnya tidak dapat diwakili oleh 

orang lain. Tapi dia harus bertalbiyah sendiri, namun makruh baginya 

mengeraskan suara ketika bertalbiyah." (HR. At-Tirmidzi) 

 

3. Sunan Abi Daud nomor 1966  

ْقاَلَتْ  ْأمُِّهِ وَصِْعَن  َح  ْالأ  ْب نِ روِ ْعَم  ْب نُ ْسُلَي مَانُ بَ رَناَ ْوَسَلامَْرأََْ:  أَخ  ْعَلَي هِ ْصَلاىْاللاهُ ْاللاهِ ي تُْرَسُولَ
تُ رهُُْفَسَأَْ ْخَل فِهِْيَس  كُْلِّْحَصَاة ْوَرَجُلٌْمِن  ْبَط نِْال وَادِيْوَهُوَْراَكِبٌْيكَُب ِّرُْمَعَ رةََْمِن  م  ْيَ ر مِيْالَْ  ل تُْعَن 

لُْب نُْال عَبااسِْوَاز دَحَمَْالناا ْأيَ ُّهَاْالنااسُْلَْالراجُلِْفَ قَالُواْال فَض  ْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْياَ سُْفَ قَالَْالنابُِّ
فِْ)رواهْأبوْداود( ذ  رةََْفاَر مُواْبِثِ لِْحَصَىْالَْ  م  ْبَ ع ض اْوَإِذَاْرَمَي تُم ْالَْ  تُل ْبَ ع ضُكُم    يَ ق 

Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin 'Amr bin al-Ahwash dari 

ibunya, ia berkata; saya melihat Rasulullah Saw melempar jumrah dari tengah 

bukit, dalam keadaan berkendaraan. Beliau bertakbir bersama setiap 

lemparan kerikil. Dan orang yang ada dibelakang menutupi beliau. Kemudian 

aku tanyakan mengenai orang tersebut, lalu mereka mengatakan; Al-Fadhl bin 

al-Abbas. Orang-orang dalam keadaan berdesak-desakan, kemudian Nabi Saw 

bersabda: "Wahai para manusia, janganlah sebagian kalian membunuh 

sebagian yang lain, apabila kalian melempar jumrah maka lemparlah dengan 

kerikil sebesar kerikil khadzaf (kerikil untuk ketapel) (HR. Abu Dawud) 

 

4. Pendapat Ulama 

قالْأصحابناْ:ْوينبغيْأنْيستنيبْالعاجزْحلالْأوْمنْقدْرمىْعنْنفسهْفإنْاستنابْمنْلَْ
ْالنائب ْيرمي ْأن ْفينبغي ،ْ ْنفسه ْعن ْبلاْ يرم ْالراميان ْفيجزئهما ْالمستنيب ْعن ْثُ ،ْ ْنفسه عن

،ْفلوْاقتصرْعلىْرميْواحدْوقعْعنْالراميْلْعنْالمستنيبْ.ْهذاْهوْالمذهبْوبهْقطعْخلافْ
 .الْمهور

Jamaah haji yang tidak mampu melaksanakan lempar jumrah ia boleh 

mewakilkan kepada orang yang tidak berihram (tidak berhaji) atau kepada 

orang yang berhaji yang sudah melontar untuk dirinya. (An-Nawawi, Al-

Majmu Syarh al-Muhaddzab) 
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IV 

PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT 

 

 

A. DESKRIPSI MASALAH 

Tujuan ajaran Islam ialah untuk memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi 

tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk 

dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau 

dianjurkan untuk dijauhi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut Islam mensyari’atkan pemeliharaan kesehatan dan 

berobat ketika sakit. Namun saat ini banyak dari obat yang beredar di pasaran belum 

diketahui kehalalannya. 

Di antara bahan pembuatan obat yang diragukan kehalalannya adalah 

alkohol/etanol. Padahal alkohol/etanol merupakan bahan baku yang banyak 

digunakan dalam memproduksi obat, terutama obat cair yang cara konsumsinya 

dengan diminum. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Hukum Alkohol. Fatwa tersebut memisahkan antara khamr dan alkohol. 

Setiap khamr mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol dikategorikan sebagai 

khamr. Fatwa tersebut menyebutkan khamr adalah setiap minuman yang 

memabukkan,  baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. 

Artinya, selain minuman yang mengandung alkohol tidak terkategori sebagai khamr, 

walaupun hukumnya bisa saja sama-sama haram. 

Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung 

Alkohol/Etanol menyebutkan bahwa: Minuman beralkohol yang masuk kategori 

khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C2H5OH) lebih dari 0.5 

%. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya 

haram, sedikit ataupun banyak.  

Di dalam fatwa-fatwa MUI disebutkan bahwa alkohol bisa dibedakan ke dalam dua 

kategori: pertama alkohol/etanol hasil industri khamr, yang hukumnya sama dengan 

hukum khamr yaitu haram dan najis. Kedua, alkohol/etanol hasil industri non khamr 

(baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri 

fermentasi non khamr), hukumnya tidak najis dan apabila dipergunakan di produk 

non minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.  

Menurut undang-undang, obat dan pangan berbeda definisi. Obat digunakan untuk 

penyembuhan,  sedangkan pangan dikonsumsi untuk kebutuhan nutrisi sehari-hari. 

Obat dikonsumsi sesuai petunjuk medis dan dosis, sedangkan pangan tidak ada. 

Secara peruntukannya, obat yang mengandung alkohol berbeda dengan minuman 

beralkohol. Obat dikonsumsi berdasarkan petunjuk medis dan ada dosis. 

Penggunaan obat harus ada syaratnya, penggunaannya tidak untuk memabukkan. 

Sedangkan, pangan dan minuman tidak ada dosis dan petunjuk medis dalam 

mengkonsumsinya. 
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Alkohol/Ethanol pada obat umum digunakan sebagai: Pelarut (Kosolven), Pengawet 

produk, Memberikan rasa yang tajam, dan menutupi rasa tidak enak. Di pasaran saat 

ini, eliksir (obat minum) rata-rata mengandung alkohol lebih dari 5%. Namun tidak 

semua eliksir mengandung alkohol. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari deskripsi masalah muncul pertanyaan, bagaimana hukum penggunaan 

alkohol/etanol untuk bahan produk obat, terutama obat cair. Apakah hukumnya 

sama dengan minuman/makanan beralkohol? 

 

C. KETETAPAN HUKUM 

1. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat 

dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal. 

 

2. Obat cair berbeda dengan minuman, baik secara kegunaan ataupun hukumnya. 

Obat digunakan dalam kondisi sakit untuk pengobatan sedangkan minuman 

digunakan untuk konsumsi. 

 

3. Obat cair ataupun non cair yang mengandung alkohol/etanol yang berasal dari 

khamr, hukumnya haram.  

 

4. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari khamr (baik merupakan 

hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non 

khamr) untuk bahan obat cair ataupun non cair, hukumnya boleh dengan syarat:  

a. Tidak membahayakan bagi kesehatan. 

b. Tidak ada penyalahgunaan. 

c. Aman dan sesuai dosis. 

d. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk. 

 

5. Untuk mengetahui secara pasti kehalalan obat harus melalui sertifikasi halal 

yang terpercaya. 

 

D. DASAR PENETAPAN 

1. Firman Allah swt.: 

ْالشاي طاَنِْ ْعَمَلِ ْمِن  سٌ ْرجِ  َز لَمُ ْوَالأ  نَ صَابُ ْوَالأ  ْوَال مَي سِرُ رُ مَ  ْالْ  اَ ْإِنَّا ْآَمَنُوا ْالاذِينَ ْأيَ ُّهَا تَنِبُوهُْياَ ْفاَج 
لِحُونَْ)المائدة،ْ ْتُ ف   (5/90لَعَلاكُم 

”Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan 

termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keuntungan.” (QS. Al-Ma’idah,[5]: 90) 

 

ْطيَِّب ا...ْ)البقرة،ْ َر ضِْحَلَال  كُْلُواْممااْفِْالأ   (2/168ياَأيَ ُّهَاْالنااسُ
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“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 

bumi…” (QS Al-Baqarah,[2] : 168). 

لُْ ْإِلَْالت اه   (2/195كَةِْ)البقرة،ْوَلَْتُ ل قُواْبأِيَ دِيكُم 
…Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan… (QS 

Al-Baqarah,[2] : 195)  

 

2. Hadis Rasulullah s.a.w.;  

 

عَاْا ْأنَ اهُمَاْسَِْ ْوَعَب دِْالراحم َنِْب نِْعَب دِْاللاهِْال غَافِقِيِّ ْأَبِْعَل قَمَةَْمَو لَهُم  قاَلَْرَسُولُْ:  ب نَْعُمَرَْيَ قُولُْعَن 
رَْوَشَاربَِ هَاْوَسَاقِيَ هَاْوَباَئعَِهَاْوَمُب تَاعَهَاْوَعَْ م  اصِرَهَاْوَمُع تَصِرَهَاْاللاهِْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْلَعَنَْاللاهُْالَْ 

مُولَةَْإلِيَ هِْ)رواهْأبوْداود(  وَحَامِلَهَاْوَال مَح 

Diriwayatkan dari Abu 'Alqamah r.a mantan budak sahabat, dan Abdurrahman 

bin Abdullah al-Ghafiqi r.a bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar r.a 

berkata : Rasulullah Saw bersabda : Allah melaknat khamr, peminumnya, yang 

menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang 

diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan 

kepadanya". (HR. Abu Dawud) 

 

ْاب نِْعُمَرَْقاَلَْ ْ:  عَن  كِر ْحَرَامٌْوَمَن  كِر ْخََ رٌْوكَُلُّْمُس  كُْلُّْمُس  قاَلَْرَسُولُْاللاهِْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَ
رَْ مَ  خِرةَِْ)رواهْمسلم(ْشَرِبَْالْ  رَب  هَاْفِْالآ  يَش  ْلََْ  يَ تُب  مِنُ هَاْلََْ  ن  يَاْفَمَاتَْوَهُوَْيدُ  ْفِْالدُّ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: 

"Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah 

haram. Barangsiapa meminum khamer di dunia -kemudian ia mati- sedangkan ia 

biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan 

meminumnya di akhirat."(HR. Muslim) 

 

ْعَائِشَةَْ ْالنابِِّْ عَن  ْأَْ عَن  كُْلُّْشَراَب  كَرَْفَ هُوَْحَراَمٌْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْقاَلَ ْ)رواهْالبخاري( س 
Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a : Setiap minuman yang memabukkan adalah 

haram" (HR. Al-Bukhari) 

 

ْقاَلَْ ْب نِْعَب دِْاللاهِ ْجَابِرِ ْفَ قَْ:  عَن  كَْثِيرهُُ كَرَ ْمَاْأَس  ْوَسَلامَ ْعَلَي هِ  لِيلُهُْحَراَمٌْقاَلَْرَسُولُْاللاهِْصَلاىْاللاهُ

 ))رواهْأبوْداوود

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a, Rasulullah Saw bersabda : Sesuatu 

yang memabukkan, maka banyak dan sedikitnya adalah haram.(HR. Abu 

Dawud) 

 

ْقاَلَْ ْعَبااس  ْاب نِ ْعَلَي هِْ:  عَن  ْصَلاىْاللاهُ ْاللاهِ ْرَسُولُ رَبهُُْكَانَ ْفَ يَش  ْالزابيِبُْفِْالسِّقَاءِ ْلَهُ ْيُ ن بَذُ ْوَسَلامَ
ءٌْأَهَراَقَهُْ ْفَضَلَْشَي  كَْانَْمَسَاءُْالثاالثِةَِْشَربِهَُْوَسَقَاهُْفإَِن  مَهُْوَال غَدَْوَبَ ع دَْال غَدِْفإَِذَا ْ)رواهْمسلم( يَ و 
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dia berkata : Rasulullah Saw biasa dibuatkan 

perasan zabib dalam wadah air minum, kemudian beliau meminumnya pada hari 

itu, esok harinya dan lusa, pada waktu sore di hari ketiga beliau masih 

menuangkan dan meminumnya, tapi jika masih juga tersisa maka beliau 

menumpahkannya. (HR. Muslim) 

ْيَ قُولُْ ع تُْاب نَْعَبااس  راَنيِّْقاَلَْسَِْ ْيَُ يََْب نِْعُبَ ي د ْأَبِْعُمَرَْال بَ ه  كَانَْرَسُولُْاللاهِْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْ:  عَن 
ْالاْ لَةَ ْوَاللاي   ْذَلِكَ مَهُ ْيَ و  بَحَ ْأَص  ْإِذَا رَبهُُ ْفَ يَش  ْاللاي لِ ْأوَالَ ْلَهُ ْيُ ن تَبَذُ رَىْوَسَلامَ ُخ  ْالأ  لَةَ ْوَاللاي   ْوَال غَدَ ْتجَِيءُ تِ

ْأمََرَْبهِِْفَصُباْ اَدِمَْأَو  ءٌْسَقَاهُْالْ  ْبقَِيَْشَي  رِْفإَِن   )رواهْمسلم( وَال غَدَْإِلَْال عَص 

Diriwayatkan dari Yahya bin Ubaid Abu Umar al-Bahrani r.a dia berkata; saya 

mendengar Ibnu Abbas r.a berkata : Rasulullah Saw dibuatkan perasan nabidz 

diwaktu petang, kemudian pada pagi harinya beliau meminumnya, kemudian 

meminumnya lagi pada pagi dan malam berikutnya (hari kedua). Demikian juga 

pada pagi dan petang hari berikutnya lagi (hari ketiga) yaitu pada ashar. JIka 

masih ada sisanya, beliau memberikannya kepada pembantu, atau menyuruhnya 

untuk membuangnya (HR. Muslim). 

 

3. Kaidah Fiqhiyyah: 

 لْضررْولْضرار

”Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain. 

ْلحرامإذاْاجتمعْالحلالْوالحرامْغلبْا
“Apabila hal yang halal dan yang haram bercampur maka semuanya dianggap 

haram”  

ْالضررْيزال
”Kemudaratan itu harus dihilangkan.” 

ْدرءْالمفاسدْمقدمْعلىْجلبْالمصالح
”Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil 

kemaslahatan.”  

 

4. Fatwa-Fatwa MUI: 

a. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan: 

Ketentuan Hukum: 

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan 

dan perawatan kesehatan   yang merupakan bagian dari menjaga Al-

Dharuriyat Al-Kham.  

2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode 

pengobatan yang tidak melanggar syariat. 

3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib 

menggunakan bahan yang suci dan halal. 

4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat hukumnya haram. 

5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan 

hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut: 
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a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu 

kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat 

mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang 

setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah 

al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak 

dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa 

manusia di kemudian hari;   

b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan 

c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya 

bahwa tidak ada obat yang halal. 

6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan 

luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian. 

 

b. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol: 

Ketentuan Hukum  

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan umum hukumnya haram. 

2. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis. 

3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal 

dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari 

khamr adalah tidak najis.  

4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari 

khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika 

alkohol/ethanolnya berasal dari bukan khamr. 

5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr  untuk produk 

makanan, minuman, kosmetika, dan obat, hukumnya haram.   

6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan 

hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri 

fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, 

minuman, kosmetika, dan obat, hukumnya: mubah, apabila secara 

medis tidak membahayakan.  

7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan 

hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri 

fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, 

minuman, kosmetika dan obat, hukumnya: haram, apabila secara 

medis membahayakan.  

 

c. Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang 

Mengandung Alkohol/Etanol: 

Ketentuan Hukum 

1. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman 

yang mengandung alkohol/etanol (C2H5OH) lebih dari 0.5 %. 

Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan 

hukumnya haram, sedikit atupun banyak.  
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2. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan 

hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri 

fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan, hukumnya: 

mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.  

3. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan 

hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri 

fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman, hukumnya: 

mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar 

alkohol/etanol(C2H5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%. 

4. Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak 

dikonsumsi langsung seperti flavour, yang mengandung 

alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan, hukumnya: 

mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.  

5. Penggunaan produk-antara (intermediate product)yang tidak 

dikonsumsi langsung seperti flavour, yang mengandung 

alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk minuman, hukumnya: 

mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar 

alkohol/etanol(C2H5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%. 

Ketentuan Terkait Produk Minuman yang Mengandung Alkohol  

1. Produk minuman yang mengandung khamr hukumnya Haram. 

2. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol lebih 

dari 0.5%, hukumnya haram.  

3. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol tidak 

lebih dari 0.5% hukumnya halal jika secara medis tidak 

membahayakan. 

4. Produk minuman non fermentasi yang mengandung etanoltidak lebih 

dari 0.5% yang bukan berasal dari khamr dan tidak disengaja 

ditambahkan, tetapi terbawa dalam salah satu ingredientnya, 

hukumnyahalal, apabila secara medis tidak membahayakan, seperti 

minuman ringan yang ditambahkan flavour yang mengandung etanol. 

Ketentuan Terkait Produk Makanan yang Mengandung Alkohol 

1. Sayuran hasil fermentasi secara alamiah, hukumnya halal.  

2. Vinegar/cuka hasil fermentasi tanaman adalah halal. 

3. Vinegar yang dibuat dari khamr yang difermentasi lebih lanjut 

menjadi cuka adalah halal dan suci.  

4. Makanan hasil fermentasi tanaman sumber protein, adalah halal. 

5. Makanan hasil fermentasi tanaman sumber protein dengan 

penambahan etanolnon khamr untuk tujuan menghentikan proses 

fermentasi, adalah halal. 

6. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang 

mengandung etanol dan tidak memabukkan, adalah halal. 

7. Produk makanan yang ditambahkan khamr sebagai bumbu masakan, 

adalah haram. 
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d. Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung 

Alkohol/Etanol: 

Ketentuan Hukum 

1. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah haram, dan 

penggunaannya hukumnya haram. 

2. Produk Kosmetika dalam (masuk ke dalam tubuh) yang mengandung 

alkohol yang berasal dari hasil fermentasi tanaman yang bukan 

termasuk khamr dengan kadar di bawah 0,5 % adalah halal, apabila 

secara medis tidak membahayakan. 

3. Produk Kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang 

mengandung alkohol yang berasal dari hasil fermentasi tanaman yang 

bukan termasuk khamr  adalah halal apabila secara medis tidak 

membahayakan. 

4. Penggunaan alkohol/ethanol pada produk kosmetika luar (tidak 

masuk ke dalam tubuh) tidak dibatasi kadarnya, selama ethanol yang 

digunakan bukan dari berasal dari khamr dan secara medis tidak 

membahayakan. 

5. Pendapat para Ulama: 

كُْلِّْشَراَبْ  كِرُْمِن  رُْبعَِي نِهَا،ْوَال مُس  مَ  هُما،ْقاَلَ:حُرِّمَتِْالْ  ْرَضِيَْاللاهُْتَ عَالَْعَن   ْ.عَنِْاب نِْعَبااس 
"Ibnu Abbas r.a. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang 

memabukkan dari setiap minuman".  

 

ْأوْ ْالعسل ْأو ْالقصب ْأو ْالتمر ْنبيذ ْمن ْولو ْمسكر، كْل ْفهي ْالشرعية ْحقيقتها ْباعتبار وأما
ْغيرها،ْ

Menurut ketentuan syara' khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, 

baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (An-Nawawi, al-

Majmu' Syarh al-Muhaddzab) 

 

ْعَلَىْنَََاسَْ تَدَلا ْهِيَ،ْوَاس  اَعُْفَ بَقِيَت  ْعَمااْعَدَاهَاْالإ ِجم  سُْفِْعُر فِْالشار عِْهُوَْالناجَسُْصَدا تِهَاْوَالرِّج 
ْأنَاهُْالشاي خُْأبَوُْحَامِد ْباِلإ ِْ ْرَبيِعَةَْشَي خِْمَالِك  مُوعِْعَن  اَعِْالصاحَابةَِْ،ْفَفِيْال مَج  اَعِ،ْوَحَمَلَْعَلَىْإجم  جم 

ْبأِنَ اْ ْعَلَىْنَََاسَتِهَا ْبَ ع ضُهُم  تَدَلا سَنِْوَاللاي ثِ،ْوَاس  ْالحَ  ْعَن  ْبَ ع ضُهُم  ْذَهَبَْإلَْطَهَارَتِِاَ،ْوَنَ قَلَهُ ْلَو  هَا
ْطاَهِرَْ خِرةَِْطَهُور اْ.ْكَانَت  تِنَانُْبِكَو نِْشَراَبِْالآ  ْة ْلَفَاتَْالِم 

“Kata “rijs” dalam terminologi syariat pada umumnya adalah “najis”, 

sebagaimana ijma’ ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid 

al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan 

ijma’ ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma’ sahabat. 

Disebutkan dalam kitab al-Majmu’ bahwa imam Rabi’ah, guru imam Malik, 

berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir 

pendapat tidak najisnya khamar dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang 

menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka 

hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci”.( Khathib as-

Syarbaini, Mughni al-Muhtaj) 
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وأحمدْوسائرْالعلماءْالْماْحكاهْالقاضىْأبوْالطيبْْالْمرْنَسةْعندناْوعندْمالكْوأبَْحنيفة
كْالسمْالذىْهوْنباتْ كْانتْمحرمة وغيرهْعنْربيعةْشيخْمالكْوداودْانِماْقالْهيْطاهرةْوان

ْوكالحشيشْالمسكرْونقلْالشيخْأبوْحامدْالجماعْعلىْنَاستها
“Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi’iyyah), Imam Malik, Imam Abu 

Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir 

oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi’ah, guru 

Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamar tidak najis 

(suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang 

memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa 

najisnya khamar merupakan ijma`” (an-Nawawi, al-Majmu` Syarh al-

Muhadhab) 

 

كِرِْفَذَهَبَْأبَوُْحَنِيفَةَْ ْال مُس  تُلِفَْفِْحَدِّ ْلَْيُ فَرِّقَْْوَاخ  لُْحَتّا رِْمَاْزاَلَْمَعَهُْال عَق  ْالسُّك  ْحَدا إلَْأَنا
ْبأِنَاهُْمَاْأفَ ضَْ هُْأَص حَابُْالشاافِعِيِّ ْزَو جَتِهِْ،ْوَحَدا َر ضِْوَالسامَاءِْوَلَْيَ ع رِفَْأمُاهُْمِن  ْالأ  َ ىْبِصَاحِبِهِْبَ ين 

ْمُن كَسِرْ  ْبلِِسَان  ْيَ تَكَلامَ ْجَمَعَْإلَْأَن  ْوَإِذَا يِْمُتَمَايِل  ْوَمَش  ْمخُ تَبِط  ْوَيَ تَصَرافَْبَِِركََةِ ْمُن تَظِم  ْغَير ِ ْوَمَع نى 
ْفِْحَدِّْ ي اْوَقِيَام اْصَارَْدَاخِلا  ركََةِْمَش  ْاض طِراَبِْالحَ  َ اْوَإِف  هَام اْوَبَ ين  م  ْاض طِراَبِْال كَلَامِْفَ ه  َ رِْْبَ ين  السُّك 

رِْ،ْوَمَاْزاَدَْعَلَْ ْالسُّك  ْىْهَذَاْفَ هُوَْزيِاَدَةٌْفِْحَدِّ
“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu 

Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan 

antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. 

Menurut ulama Syafi’iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut 

bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan 

sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut 

telah sangat mabuk”. (al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz 1 hal. 462) 

 

ْالاذِيْوُْ كَْال مَاءِ ْوَذَلِكَ كِر ا ْمُس  ْيَصِر  ْولََ  تَدا: ْيَش  ْلََ  ْمَا ْفَ هُوَ ْالنابِيذِ ْالثاانيْمِن  مُ ْال قِس  ْفِيهِْوَأمَاا ضِعَ
ْنََ وُهَاْفَصَارَْحُْ ْعَسَلٌْأوَ  مِشٌْأوَ  ْمِش  ْزَبيِبٌْأوَ  ْأوَ  اَعِْيَجُوزُْحَبااتُْتَم ر  مُْطاَهِرٌْباِلإ ِجم  ل و اْوَهَذَاْال قِس 

ْمُتَكَاثِْ ْطرُُق  ْمِن  ِ َحَادِيثُْفِْالصاحِيحَين  ْالأ  ْتَظاَهَرَت  ْوَقَد  ْالتاصَرُّفاَتِْفِيهِ ْوَسَائرُِ عُهُ ْوَبَ ي   رةَ عَلَىْشُر بهُُ
ْا هَبَ ْوَمَذ  هَبَ نَا ْمَذ  ْثُُاْإنا ْشُر بهِِ ْوَجَوَازِ ْجَاوَزَْطَهَارَتهِِ ْوَإِن  كِر ا ْمُس  ْيَصِر  ْلََ  ْمَا ْشُر بهِِ ْجَوَازُ هُورِ م  لُْ 

ْوَقاَلَْأَحم َدُْرَحِمَهُْاللاهُْلَْيَجُوزُْبَ ع دَْثَلَاثةَِْأيَاامْ  ْثَلَاثةََْأيَاام 
“… Adapun jenis rendaman kismis yang kedua, maka selama kondisinya tidak 

belebihan dan tidak berubah menjadi memabukkan (maka boleh diminum). Hal 

iituu seperti air yang dimasukkan kedalamnya biji kurma atau kismis, atau 

madu atau yang sejenisnya, sehingga membuatnya menjadi manisan. Jenis 

kedua ini, berdasarkan ijma’ adalah suci, boleh diminum dan dijual. Sungguh, 

menurut mazhab kami dan jumhur, booleh meminumnya, selama tidak berubah 

menjadi memabukkan, meskipun lebih dari tiga hari. Sementara Imam Ahmad 
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ra. berpendapat, tidak boleh (meminumnya) setelah tiga hari. (An-Nawawi, al-

Majmu’Syarh al-Muhazzab) 

 

ْلَْي ُْ لُْحَتّا رِْمَاْزاَلَْمَعَهُْال عَق  ْالسُّك  ْحَدا كِرِْفَذَهَبَْأبَوُْحَنِيفَةَْإلَْأَنا ْال مُس  تُلِفَْفِْحَدِّ فَرِّقَْوَاخ 
هُْأَص حَابُْالشاافِعِيِّْ ْزَو جَتِهِْ،ْوَحَدا َر ضِْوَالسامَاءِْوَلَْيَ ع رِفَْأمُاهُْمِن  ْالأ  َ ْبأِنَاهُْمَاْأفَ ضَىْبِصَاحِبِهِْبَ ين 

يِْمُتَمَايِْ ْوَمَش  ْمخُ تَبِط  ْوَيَ تَصَرافَْبَِِركََةِ ْمُن تَظِم  ْغَير ِ ْوَمَع نى  ْمُن كَسِر  ْبلِِسَان  ْيَ تَكَلامَ ْجَمَعَْإلَْأَن  ْوَإِذَا ل 
رَْ ْالحَ  ْاض طِراَبِ َ ْوَبَ ين  ْوَإِف  هَام ا ا م  ْفَ ه  ْال كَلَامِ ْاض طِراَبِ َ ْبَ ين  ْحَدِّ ْفِ ْدَاخِلا  ْصَارَ ْوَقِيَام ا ي ا ْمَش  كَةِ

رِْ رِ،ْوَمَاْزاَدَْعَلَىْهَذَاْفَ هُوَْزيِاَدَةٌْفِْحَدِّْالسُّك  ْالسُّك 
“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu 

Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan 

antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. 

Menurut ulama Syafi’iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut 

bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan 

sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut 

telah sangat mabuk”. (Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz I, hlm. 462) 

 

ْفَ يَت َْ كِر ا ْمُس  نهِِ ْلِكَو  ْمَظِناة  ْصَارَ ْقَد  ْالثالاثِ ْبَ ع دَ ْالنابِيذَ ْأَنا ْعَلَى ْدَليِلٌ ْفِيهِ ْثَلاثِ( ْ)فِ لهُُ: جاهُْوَْقَ و 
تِنَابهُُْ ْاج 

Kata-kata (pada hari ketiga yang terdapat dalam teks hadis) menunjukkan 

bahwa rendaman kismis setelah tiga hari diduga kuat telah berubah menjadi 

memabukkan, sehingga diarahkan untuk menjauhinya/tidak meminumnya. (Al-

Syaukani, Nail al-Authar, jld 3, hlm, 183) 

 

رَْ ْالْمَ  ْوَفِي هِْ....أَنا فَةَ ْحَنِي   ْأَبِ ْعِن دَ ْطاَهِرٌ ْالنابِي ذَ ْوأنّ ،َ لِمِين  ْال مُس  ْعُلَمَاءِ ْعِن دَ ْنَََاسَتِهَا ْفِ  مخُ تَ لَفٌ
ْليَ سَْخََ راْ  ْالكُحُو لَ ْالأ َْالكُحُو لُْقَط ع ا،ْوَأَنا هَاْ،ْوَأنَا ْفِي   ْيُ و جَدُ اَ كُْحُو ل ،ْوَإِنَّا ْليَ سَت  ياةَ ْالِإف رنَِ  ع طاَرَ

هَْللِ قَو لِْبنَِجَاسَْ اَعِ،ْوَأنَاهُْلَْوَج  هَِاْمِنْال مَوَادِّْالطااهِرةَِْباِلِإجم  كَْمَاْيُ و جَدُْفِْغَير  ْعِن دَْالكُحُو لُ تِهَاْحَتّا
رِْ مَ  َْبنَِجَاسَةِْالْ  ْال قَائلِِين 

“... Bahwa status najis tidaknya khamr terdapat perbedaan di antara ulama. 

Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah adalah suci, demikian pula alkohol. 

Alkohol tidaklah sama dengan khamr. Parfume Eropa tidak (hanya) berbahan 

alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan 

lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan 

alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr” 

(Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413) 

 

تَ عْ وَال كُحُو لُْمَْ ْيُس  ذَر ،ْلِأنَاهُ تَ ق  ْمُس  رُ ْمُتَ فَاوِتةَ ،ْوَهُوَْغَي   ْبنَِسَب  ْال غَذَائيِاةِ ْمِنَْال مَوَادِّ كَْثِير   مَلُْو جُو دٌْفِ
هَِاْيَج عَلُْال قَو لَْبِْ َغ راَضِْالطِّب ِّياةِْوَالناظاَفَةِْوَغَير  تِع مَالهِِْفِْالأ  ْ...ْوَشُيُ و عُْاس  ْباَبِْنَْللِ تاط هِير ِ جَاسَتِهِْمِن 

ْال قُر آنِ. رجَِ،ْوَهُوَْمَن فِي ْبنَِصِّ ْالحَ 
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“Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang 

berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan 

untuk bahan pembersih.. dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan 

medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol 

sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-

Quran”(Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413) 

 

ْمِنَْالت اف صِي لِْلتَِتاضِحَْالصُّو رةَُْعَن هُ،ْوَهُوَْمُت افَقٌْعَلَىْحُر مَةِْهَذِهِْهِيَْمَع ركَِةُْ ء  تُ هَاْبِشَي  ال كُحُو لِْعَرَض 
ْشُيُ و عِاسْ  ْبَ ع دَ ْالت اي سِير ِ ْمِنَ ْوَلَعَلا ْبهِِ، لُو طَةُ ْال مَخ  ْوَال عُطوُ رُ ْهُوَ ْمخُ تَ لَفٌْفِْطَهَارَتهِِ ْفِْشُر بهِِ، ْتِع مَالِهِ

هَِا،ْال مَي لُْإِلَْال قَو لِْبِطَهَارَتهِِْ تَلِفَةِْوَال عُطوُ رِْوَغَير  ْوَالتاط هِير ِْوَالتاحَاليِ لِْال مُخ  ْمِنَْال مَوَادِّْالطِّبِّ ْعُدا وَإِن 
ْغَي ْ  ْفإَِن انَجَاسَتِهَا رِ م  كْاَلَْ  يَانا  ْأَح  تَ ع مَلُ ْيُس  كَْانَ ْوَإِن  ْوَالضااراةِ، ْالسااماةِ ْاِن  ْوَبِخاَصاة  هَا، ْعَلَي   ْمُت افَق  رُ
ْغَير ِْعَصِير ِْال عِنَبِْ)عطيةْصقر،ْالإسلامْومشاكلْالحياة،ْ ْمِن  ْ(45كَانَت 

“Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap 

najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram 

diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk 

minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya 

alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut 

saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol 

tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang 

membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam 

hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya 

yang terbuat dari selain perasan anggur.” (Athiyyah Shaqar, al-Islam wa 

Masyakil al-Hayah, hlm. 45)  

6. Penjelasan dari LP POM MUI :  

➢ Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan 

juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, 

dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C2H5OH) 

banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat dan 

kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan 

dikenal dengan nama dagang alkohol.   

➢ Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi 

etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non 

khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] 

ataupun hasil industri fermentasi non khamr).  

7. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP 

POM bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat 

celcius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sbb: 

a. pada perasan anggur ialah 0.76 %,  

b. perasan apel ialah 0.32 %,  

c. perasan anggur ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).  

Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata 

kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah 

0.5 %. 
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V 

PLASMA DARAH UNTUK BAHAN OBAT 

 

A. DESKRIPSI MASALAH 

Darah adalah suatu tipe jaringan ikat yang memiliki sel tersuspensi dalam suatu 

cairan intra seluler, yang berfungsi sebagai tranportasi, proteksi, dan regulasi. Darah 

terdiri dari dua komponen utama yaitu cairan (plasma) dan sel-sel darah. Dalam 

perkembangan cara pengobatan modern, terdapat berbagai bahan obat yang berasal 

dari plasma darah dan turunannya, seperti serum, imunoglobulin, hormon, asam 

amino, protein dan albumin. Plasma darah (46 – 63% dari darah) dipisahkan dari 

darah melalui suatu proses sentrifugasi (pemutaran kecepatan tinggi) sampel darah 

segar, dimana sel-sel darah menetap di bagian bawah karena lebih berat, sedangkan 

plasma darah di lapisan atas. 

Serum merupakan bagian plasma tanpa faktor pembekuan darah, mengandung 

sistem kekebalan terhadap suatu kuman yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh 

seseorang, maka orang tersebut akan mempunyai kekebalan terhadap kuman yang 

sama (imunitas pasif). Imunoglobulin atau antibodi dihasilkan oleh sistem imun 

yang terkandung dalam plasma darah sebagai respon adaptif yang spesifik dari suatu 

antigen. Pemberian imunoglobulin juga memberikan sifat kekebalan pasif.  

Serum dan imunoglobulin dibuat dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh 

suatu hewan (sapi, kuda, kambing, dll), sehingga sistem kekebalan tubuhnya 

memberikan respon terhadap vaksin tersebut. Setelah diuji dan hasilnya 

menunjukkan bahwa hewan tersebut telah kebal terhadap vaksin yang dimasukkan, 

maka dilakukan pengambilan darah melalui vena leher (vena jugularis). 

Hormon, asam amino, dan albumin merupakan komponen protein dalam plasma 

darah yang juga mempunyai khasiat obat. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Apa hukum penggunaan plasma darah untuk bahan obat? 

 

C. KETENTUAN HUKUM 

1. Pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai 

bahan obat dan produk lainnya. 

2. Plasma merupakan unsur darah, dan bagian tersendiri dari darah yang sifat-

sifatnya; warna, bau dan rasa berbeda dengan darah, hukumnya suci dengan 

ketentuan:  

a. hanya untuk pengobatan dengan penggunaan seperlunya; 

b. tidak berasal dari darah manusia; 

c. berasal dari darah hewan halal (tidak dari darah hewan haram). 
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3. Keputusan pada nomor 2 di atas merupakan salah satu pendapat di antara dua 

pendapat, sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa hukumnya najis 

sama dengan darah. 

 

D. DASAR PENETAPAN 

1. Firman Allah SWT : 

فُوحا ْأَْ ْدَما ْمّس  ْيَط عَمُهُْإِلّْأَنْيَكُونَْمَي تَة ْأوَ  ْلحَ مَْقُلْلّْأَجِدُْفِْمَآْأوُ حِيَْإِلَّْمُحَرّما ْعَلَىَْطاَعِم  و 
عَْ ْوَلَْ رَْباَغ  أهُِلّْلِغَير ِْاللّهِْبهِِْفَمَنِْاض طرُّْغَي   قاْ  ْفِس  سٌْأوَ   اد ْفإَِنّْرَبّكَْغَفُورٌْرّحِيمٌْخِنزيِر ْفإَِنهُّْرجِ 

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, 

sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau 

makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena 

sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain 

Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya 

Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-An’am,[6] : 145) 

 

2. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW,: 

دَاناَْيُصِيبُْثَ وْ  ْإِح  رَأةٌَْإِلَْالنابِِّْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْفَ قَالَت  ْام  ْجَاءَت  اَءَْقاَلَت  ْأَسْ  ْدَمِْعَن  بَ هَاْمِن 
نَعُْبِهِْ كَْي فَْتَص  يَ ضَةِ تُصَلِّيْفِيهِْ)رواهْمتفقْعليه:  ْقاَلَْالح  تَ ن ضَحُهُْثُُاْ رُصُهُْباِل مَاءِْثُُاْ تَ ق   ) تَُُتُّهُْثُُاْ

Diriwayatkan dari Asma r.a, beliau bercerita, ada seorang wanita datang 

menemui Nabi Saw seraya berkata: Salah seorang diantara kami bajunya 

terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan? Nabi Saw menjawab: koreklah 

terlebih dahulu darah itu, kemudian digosok dengan air, lalu dicuci dan, 

setelah itu bisa digunakan untuk sholat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

ْعَن هُْ ْاللاهُ ْرَضِيَ ْهُرَي  رةََ ْأَبِ ْ عَن  باَبُْفِْإِناَءِْأَنا ْالذُّ ْوَقَعَ ْإِذَا ْقاَلَ ْوَسَلامَ ْعَلَي هِ ْصَلاىْاللاهُ ْاللاهِ رَسُولَ
خَرِْدَاء ْ)رواهْالبخارْ هُْفإَِناْفِْأَحَدِْجَنَاحَي هِْشِفَاء ْوَفِْالآ  ليَِط رَح  كُْلاهُْثُُاْ هُ ْفَ ل يَ غ مِس   ي(أَحَدكُِم 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila 

seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaknya ia 

mencelupkan ke dalam minuman tersebut, kemudian membuangnya, karena 

pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat 

penawarnya. (HR. Al-Bukhari) 

 

3. Kaidah Ushuliyyah 

 الضرورةْتقدرْبقدرها

Darurat itu ada ukurannya 

 الْزءْلْيأخذْحكمْالكل

Juz (parsial) tidak bidak menghukumi yang kul (menyeluruh/simultan) 

 الحكمْيدورْمعْعلتهْوجوداْوعدما

Hukum itu berdasarkan ada dan tidaknya illat (kausa hukum) 
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4. Pendapat Para Ulama 

وبِاْأنْالبلازماْليسْلاْلونْالدمْولْطعمه،ْولْتجتمعْفيهاْصفاتهْوخصائصه،ْولْتسمىْدما،ْ
كْانتْمنْعناصرهْومكوناته،ْحتّْإنِاْعندماْتستعملْفِْتلكْالمنتجاتْالغذائيةْلْيمكنْ أنْوإن

كْانتْصنعتْباستخدامْالبيضْأوْبلازماْالدم،ْ يعرفْمنْالْواصْالطبيعيةْلتلكْالمنتجاتْماْإذا
 فتعتبِْتلكْالبلازماْمادةْطيبةْمباحةْالأكل.)نزيهْحماد:ْالموادْالمحرمةْوالنجسةْفِْالغذاءْوالدواء(

Plasma tidak memiliki warna atau rasa darah, berbagai sifat dan kekhususan 

darah tidak menyatu dalam plasma, sehingga plasma tidak bisa dinamakan 

darah, meskipun plasma merupakan komponen-komponen darah. Sehingga, 

ketika plasma digunakan untuk membuat produk-produk makanan maka tidak 

akan diketahui spesifikasinya. Plasma dianggap sebagai sesuatu yang baik dan 

boleh dikonsumsi (Nazih Hammad, al-Mawad al-Muharramah wa al-Najasah fi 

al-Ghidza wa al-Dawa) 

 

،ْوهذاْماْصدرتْبهْفتوىْمنْ ولْحقيقةْولذلكْلْتعتبِْحراماْ  لْلوناْ  فهذهْالبلازماْليستْدماْ 
ْللمنظ ْالتاسعة ْالطبية ْالفقهية ْالندوة ْيونيو ،ْ ْالبيضاء ْبالدار ْالطبية ْللعلوم ْالإسلامية 1997ْمة

نصتْعلىْأنْ:ْ)ْبلازماْالدمْ ْالتْتعتبِْبديلا ْرخيصا ْلزللْالبيضْ ْوقدْتستخدمْفِْالفطائرْ
والحساءْوالعصائدْ)بودينغ(ْوالْبزْومشتقاتْالألبانْوأدويةْالأطفالْوأغذيتهمْ،ْوالتْقدْتضافْ

ْفقدْرأتْا ْفليسْلاْإلْالدقيقْ، ْللدمْفِْالسمْوالْصائصْوالصفات، ْمباينة ْمادة ْانِا لندوة
ْالقضاياْ ْدغي، ْالغرة ْالدين ْمحي ْ.)علي ْذلك( ْخلاف ْالحاضرين ْبعض ْرأى ْوان ،ْ ْالدم حكم

 الطبيةْالمعاصرة(

Secara warna dan hakikatnya plasma tidak sama dengan darah, sehingga 

hukumnya tidak haram. Plasma darah bisa digunakan sebagai pengganti telur. 

Plasma juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kue pai, sup, 

puding, roti, produk susu, serta obat-abat untuk anak dan gizi untuk anak, dan 

yang dicampur dengan tepung. Sehingga hukumnya plasma tidak sama dengan 

hukumnya darah. Walaupun sebagian ada yang berpendapat sebaliknya.  (Ali 

Muhyiddin al-Ghurrah, al-Qadlaya al-Thibbiyah al-Mu’ashirah)  
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Pimpinan Sidang Komisi B 1 

Ketua,                                                            Sekretaris, 

 

 

         Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg.   KH. Arwani Faisal, MA 

            

Tim Perumus: 

1. Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg.  (Ketua merangkap Anggota) 

2. KH. Arwani Faisal, MA   (Sekretarsis merangkap Anggota) 

3. Drs. H. Aminuddin Ya’qub, MA.  (Anggota) 

4. KH. Sulhan     (Anggota) 

5. Dr. dr. H. Endi Astiwara   (Anggota) 

6. HM. Silahuddin, MA    (Anggota) 
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KEPUTUSAN 

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 

Tentang 

MASALAH FIKIH KONTEMPORER 

(MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH) 

 

 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok 

Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439 

H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:  

 

Menimbang:  a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan 

kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait 

dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan 

masalah ibadah, mu’amalah, masalah kenegaraan dan 

kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 

muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia; 

 b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban 

hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa; 

 c.  bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu 

ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi 

Fatwa untuk dijadikan pedoman. 

 

Mengingat:  1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum 

yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam 

keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil 

lain yang muktabar; 

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah- 

mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam 

keputusan. 

 

Memperhatikan:   1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima 

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-

Indonesia VI; 

4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah 

yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa 

se-Indonesia 
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5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima 

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan:  

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail 

Fiqhiyyah Mu’ashirah) yang meliputi;  

(i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;  

(ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban 

Pembayaran Zakat;  

(iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;  

(iv) Obyek Zakat Penghasilan;  

(v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan  

(vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat 

Publik,  

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada 

masyarakat untuk dijadikan pedoman. 

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari 

membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana 

mestinya. 

 

Ditetapkan di  : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel 

Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H 

  9 Mei       2018  M 

 

PIMPINAN SIDANG PLENO 

 

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 

 

Ketua,     Sekretaris, 

 

 

 

 

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN 

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 

 

 

 

TENTANG 

 

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH 

(MASALAH FIKIH KONTEMPORER) 

 

KOMISI B 2 

 

TEMA PEMBAHASAN: 

 

I. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum 

II. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan 

Kewajiban Pembayaran Zakat 

III. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat 

Wajib 

IV. Obyek Zakat Penghasilan 

V. Status Dana Abadi Umat (DAU) 

VI. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses 

Pencalonan Pejabat Publik 
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I 

ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM 

 

A. Deskripsi Masalah 

Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama 

yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang 

masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka 

mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut. 

Padahal, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa, 

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di 

persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan 

system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat 

untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur 

litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan system 

hukum yang lebih berkeadilan  

Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum 

bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 56 

ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib 

menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum 

dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhaan 

riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya. 

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan 

(mustafti)  kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan 

bantuan hukum kepada masyarakat. 

 

B. Perumusan Masalah 

 

1. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum? 

2. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi sistem 

perundang-undangan agar sesuai dengan syari’ah dam prinsip keadilan? 

 

C. Ketentuan Hukum  

1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah 

boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam; 

b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi 

(madzlum); 

c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan 

dengan agama. 
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2. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena asnaf fakir, miskin, 

dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses;  

3. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan 

umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (asnaf) fi 

sabilillah,; 

4. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang 

berkeadilan hukumnya boleh, melalui asnaf fi sabilillah;  

5. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana 

zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk: 

a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam; 

b. Menjamin kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah); 

c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; 

d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama. 

 

 

D. Dasar Penetapan 

1. Firman Allah swt...: 

هَاْوَال مُؤَلافَةِْقُ لُوبُ هُم ْوَفِْالرِّقاَبِْوَْ اَْالصادَقاَتُْللِ فُقَراَءِْوَال مَسَاكِيِنْوَال عَامِلِيَنْعَلَي   ال غَارمِِيَنْوَفِْسَبِيلِْإنَّا
 هِْوَاللاهُْعَلِيمٌْحَكِيمٌْْوَابِ نِْالسابِيلِْفَريِضَة ْمِنَْاللاْاللاهِْ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-

Taubah ayat 60) 

 

هَْ عِفُونَْٱللاهِْفأَُولئَِكَْهُمُْٱوَمَاْءَاتَ ي تُمْمِّنْزكََوة ْترُيِدُونَْوَج  ْل مُض 

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang 

yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum; 39) 

 

2. Hadis-hadis Nabi saw. : 

ْشَْ :ْ ْعَلَىْخََ س  لَامُ ْا لِإس  مُْبُنِيَ ْوَصَو  ْالصالَاةِ ْوَإِقاَمُ ْالِله ْمُحَمادا ْرَسُو لُ ْوَأَنا ْالُله ْإِلا ْإِلَهَ ْلَ ْأَن  هَادَةُ
ْرَمَضَانَْوَإِي  تَاءُْالزاكَاةِْوَحَجُّْال بَ ي تِْ

 “Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak 

disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan 

shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.” (HR. al-

Bukhari dan Riwayat) 
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اْ ْمُحَماد  ْلَْإِلهَْإِلاْالُلهْوَأَنا ْأَن  ْإِلَْشَهادََةِ لِْالكِتَابِْفادَ عُهُم  ْأهَ  ْإِناكَْتأَتيْقَ و م اْمِن  رَسُولُْالِلهْفإَن 
ْهُمْ  ْفإنَ  ْوَليَ ل ة  ْيَ و م  كُْلِّ ْفِ ْصَلوات  ْخََ سَ ْعَلَي هِم  ْافِ  تَ رَضَ ْالَله ْأَنا هُم  ْفأََع لِم  ْلِذلِكَ ْأَطاعَُوكَ ْهُم 

ْفَ ت ُْ ْأغَ نِيائَهِِم  هُم ْأَناْاللهَْافِ  تَ رَضَْعَلَي هِم ْصَدَقَة ْتُ ؤ خَذُْمِن  ْرَدُّْعَلىَْفُ قَراَئهِِمْ أطَاَعُوكَْلِذلِكَْفأََع لِم 
Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah 

mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan 

bahwa aku adalah utusan Allâh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka 

katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka shalat lima 

waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan 

kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-

orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka 

(HR. Abu Daud) 

 

عنْأبْسعيدْالْدريْرضيْاللهْعن هْق الْق الْرس ولْاللهْْص لىْاللهْعلي هْوس لمْْ:ْلْتُ لْالص دقةْ
لغنيْإلْلْمسةْْْلغازْفِْسبيلْاللهْْأوْلعاملْعليه اْأوْلغ ارمْأوْلرج لْاش تراهاْبِال هْأوْلرج لكْ انْ

  .غنيلهْجارْمسكينْفتصدقْعلىْالمسكينْفأهدىْالمسكينْلل

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 

Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima 

kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja 

('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli 

zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin 

lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi 

hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi) 

 

3. Pendapat Ulama 

a. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul 

Muin (I’aanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran 

harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut: 

ْتَ عَوادَْتِجَارةَ ْ هُمَاْإِن  ْحِر فَة ْآلتَُ هَاْ...ْ رَأ سُْفَ يُ ع طَىكُْل ْمِن   فِي هِْربِ ُهُْغَالبِا ،ْأوَ  ْيَك  ْمَال 
“Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; 

bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa 

keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa 

bekerja,  diberi alat-alat pekerjaannya …  “. 

b. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV 

halaman 145: 

الموصلْإلْمرضاتهْومثوبتهْوالمرادْبهْالغزاةْوالمرابطونْْالطريقوفىْسبيلْالله(ْوسبيلْاللهْهوْ(
للجهاد.ْورويْعنْالإمامْأحمدْأنهْجعلْالحجْفىْسبيلْاللهْويدخلْفىْذلكْجميعْوجوهْ

 يرْمنْتكفينْالموتىْوبناءْالْسورْوالحصونْوعمارةْالمساجدْونَوْذلكالْ

"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-

Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan 
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berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA 

memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, 

seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, 

memakmurkan masjid dan lain sebagainya". 

c. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82 ) yang 

menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada 

kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut: 

ْ ْأَو  ْللِ حَاجَةِ ْال قِي مَةِ راَجُ ْإِخ  لَحَةِْوَأمَاا ْيَكُو نَْْللِ مَص  ْأنَ  ْوَمِث لُ ...ْ ْبهِِ ْبأَ سَ ْفَلَا لِ ْال عَد  أوَ 
تَحِقُّوْ  ْيَ رَىْالسااعِيْأن اهَاال مُس  ْإِيااهَاْ،ْأو  ْنَْللِزاكَاةِْطلََبُ و اْإِع طاَءَْال قِي مَةِْلِكَو نِِاَْأنَ  فَعَْ،ْفَ يُ ع طِي هِم 

 أن  فَعُْللِ فُقَراَءِ...ْ.

“Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat 

(kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh … 

seperti adanya permintaan dari para mustakhiq agar harta zakat diberikan 

kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka 

mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan.  Demikian juga 

kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih 

bermanfat kepada kaum fakir“. 

d. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhas-Sunnah jilid 1 hal. 394: 

ْال مَاءِْ ْوَتَ و فِير ِ جِّ، ْالحَ  ْطرُُقُ ِ ْتأَ مِين  ْعَلَى مِ ْالساه  ْهَذَا ْمِن  ْالصار فُ ْيَجُو زُ "ْ ْال مَنَارِ: ،ْوَفِْتَ ف سِير ِ
رَفٌْآخَرُ. ْلِذَلِكَْمَص  يُ و جَد  ْلََْ  ةِْللِ حُجااجِ،ْإِن  بَابِْالصِّحا  وَال غَذَاءِْوَأَس 

رِْ"ْوَفِي هِ:ْ"ْوَفِْسَبِي لِْاللهِْ ْأمَ  ْال عَاماةِ،ْالَاتِْهِيَْمَلَاكُ ْال مَصَالِحِْالشار عِياةِ تَمِلُْسَائرَِ ْيَش  ْ"ْوَهُو 
ْا يِاةُ ير  ْالَْ  ْوكََذَا كَريِاةِ، ْال عَس  فَيَاتِ تَش  ْال مُس  ْإِن شَاءُ مِهِ ْعُمُو  ْفِ خُلُ ْوَيدَ  لَةِ... ْوَالداو  ي نِ، ل عَاماةُ،ْالدِّ

راَعُْالطُّرُْ ْال بَ وَارِْوَإِش  ْبنَِاءُ هَا كَريِاةِ،ْلَْالتِّجَاريِاةِ،ْوَمِن   ْال عَس  دِي دِياةِ طُوُ طِْالحَ  ْالْ  جِْقِ،ْوَتَ ع بِي دُهَا،ْوَمَدُّ
نََادِقِ. صُو نِ،ْوَالْ  ر بيَِةِ،ْوَالحُ   ال مُدَراعَةِ،ْوَال مَنَاطِي دِ،ْوَالطاياارَاتِْالحَ 

"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian 

sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan 

pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana 

kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidakadapersediaan lain. 

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum 

yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara... 

Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah membangun rumah sakit 

militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-

jalan dan meratakannya,membangun jalur kereta api (rel) untuk 

kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal 

penjelajah, pesaw.at tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)." 

 

e. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Tafsi al-Munir Juz I halaman 344 yang 

mengutip Imam al-Qaffal : 
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ونقلْالقفالْمنْبعضْالفقاءْأنِمْأجازواْصرفْالصدقاتْإلْجميعْوج وهْالْ ير،ْم نْتكف ينْ
ْفىْالكل”ْفىْسبيلْالله“ميتْوبناءْالحصونْوعمارةْالمساجد،ْلأنْقولهْتعالْ

Imam Al-Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, bahwa mereka 

memperbolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sektor 

kebaikan, seperti: mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun 

masjid dst. Karena kata-kata sabilillah itu mencakup umum (semuanya) 

 

4. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan 

bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok 

pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan 

membolehkan. 

 

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian 

Zakat untuk Beasiswa. 
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II 

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ULIL AMRI 

DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ZAKAT 

 

 

A. Diskripsi Masalah  

Pada awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui 

Menteri Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) 

melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya. Wacana tersebut akan 

dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) yang menjadi payung hukum 

pelaksanaan pemungutan tersebut. Sebenarnya, pungutan zakat bagi ASN 

Muslim sudah tertera dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 

Lalu turunan PP 14 Tahun 2014 tentang pelaksaan zakat, Inpres 3 Tahun 2014 

tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian dan Lembaga Negara, 

Pemda, BUMN/D dan terakhir PMA 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata 

Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Namun praktek selama ini belum 

terintegrasi dalam sebuah sistem yang transparan dan terkelola dengan baik. 

Dari wacana tersebut muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat tentang 

kewenangan pemerintah menetapkan aturan yang memaksa umat Islam, 

khususnya pegawai pemerintah yang beragama Islam, untuk membayar zakat 

dari penghasilan gajinya. Terhadap pertenyaan tersebut terjadi kontroversi di 

tengah masyarakat, ada yang menyatakan pemerintah mempunyai kewenangan 

untuk itu, dan ada yang berpendapat pemerintah tidak mempunyai kewenangan. 

Untuk memberikan kepastian jawaban dari perspektif syariah, pemerintah 

menanyakannya kepada Majelis Ulama Indonesia.  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah Pemerintah (ulil amri) berkewajiban untuk menetapkan aturan yang 

mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat? 

2. Apakah boleh Pemerintah (ulil amri) melakukan pemotongan langsung gaji 

pegawai untuk dialokasikan sebagai zakat yang bersangkutan? 

3. Apakah kewenangan tersebut bersifat mutlak atau ada batasan-batasannya? 

 

C. Ketentuan Hukum 

1. Pemerintah (ulil amri) berkewajiban secara syar’i untuk menetapkan aturan 

yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat.  

2. Pemerintah (ulil amri) mempunyai kewenangan secara syar’i untuk 

memungut dan mengelola zakat, termasuk zakat aparatur negara. 

3. Negara dalam menjalankan kewenangan harus sejalan dengan prinsip 

syariah. 

4. Jika sudah ada aturan terkait dengan pengelolaan zakat oleh negara 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka umat Islam wajib 

mematuhinya.  
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D. Dasar Penetapan 

1. Firman Allah swt. : 

يهِم ْبِهاَ ْوَتُ زكَِّ وَالِِم ْصَدَقَة ْتُطَهِّرهُُم  ْأمَ  ْمِن     خُذ 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan 

menyucikan mereka. (QS. At Taubah : 103) 

 

2. Hadis Nabi saw.   

الْطابْرضيْاللهْعنهْعلىْالصدقةْفمنعْابنْعمرْبنْْصلى الله عليه وسلمعنْأبْهريرةْقالْ:ْبعثْالنبْ
ْْصلى الله عليه وسلمجميلْوخالدْبنْالوليدْوالعباسْفقالْرسولْاللهْ كْانْفقيراْ" ْينقمْابنْجميلْإلْأن ما

فأغناهْاللهْوأماْخالدْبنْالوليدْفإنكمْتظلمونْخالداْفقدْاحتبسْأدراعهْوأعتدهْفِْسبيلْاللهْ
قالْ"ْأماْشعرتْأنْعمْالرجلْصنوْْفهيْعليْومثلهاْ"ْثُْصلى الله عليه وسلموأماْالعباسْعمْرسولْاللهْ

  ." الأبْ"ْأوْ"ْصنوْأبيه

Diriwayatkan dari Abi Hurairah Berkata : nabi mengutus kepada Umar bin 

Khattab r.a. untuk melakukan zakat, maka ibnu jamil, khalid bin Walid dan 

Abbas menolak, kemudian Rasulullah SAW. bersabda : ibnu jamil tidak 

dengki kecuali dia seorang yang faqir semoga allah memberi kekayaan 

kepadanya, dan adapun Khalid bin Walid maka sesungghnya kalian semua 

termasuk orang yang dzalim dan abadi maka katika dia mempertahankan 

otoritasnya dan mengadopsinya di jalan Allah. Dan adapun Abbas yaitu 

sebagai paman Rasulullah SAW. maka zakat itu sudah termasuk saya, 

kemudian Nabi bersabda : tidakkah kamu cermati bahwa pemen seseorang 

itu mirp ayah atau kakeknya. (HR. Abu Daud) 

 

ْأناْعروةْسْعْالزهريْعن ْوسلمْعليهْاللهْصلىْالنبْاستعملْقالْالساعديْحميدْأبوْيقول
ْرسولْفقامْلْأهديْوهذاْلكمْهذاْفقالْفجاءْصدقةْاللتبيةعلىْابنْلهْيقالْالأزدْمنْرجلا

ْوهذاْلكمْهذاْفيقولْفيجيءْنبعثهْالعاملْبالْماْفقالْالمنبِْعلىْوسلمْعليهْاللهْصلىْالله
ْلْبيدهْمحمدْنفسْوالذيْلْأمْإليهْىأيهدْفينظرْوأمهْأبيهْبيتْفِْجلسْأفلاْلْأهدي

ْلاْبقرةْأوْرغاءْلهْبعيراْكانْْإنْرقبتهْعلىْالقيامةْيومْبهْجاءْإلْبشيءْمنهاْمنكمْأحدْيأتي
ْهشامْوزادْثلاثاْبلغتْهلْاللهمْقال:ْثُْيديهْعفرةْرأيناْحتّْيديهْرفعْثُْتيعرْشاةْأوْخوار

 ثابتْبنْزيدْسْعْأذنيْوأبصرْعينيْوسلواْحميدْأبو قالْعروةْبن

Dari Az-Zuhri, dia mendengarkan dari Urwah bahwasannya dia berkata : 

Abu Humaid As-Sa’idi berkata Nabi saw. mengangkat seseorang dari suku 

Azdy bernama Ibnu Al-Utbiyyah untuk mengurusi zakat, tatkala ia datang 

kepada Rasulullah saw., ia berkata : “ini untuk anda dan ini dihadiahkan 

untuk saya.” Rasulullah SAW. kemudian berdiri diatas mimbar seraya 

bersabda : kenapa dengan pekerja zakat yang kita angkat ini datang 

kepadaku dan berkata : “ini untuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya” 

kenapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, lantas melihat 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=187
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1088&idfrom=22494&idto=22505&bookid=6&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1088&idfrom=22494&idto=22505&bookid=6&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1088&idfrom=22494&idto=22505&bookid=6&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1088&idfrom=22494&idto=22505&bookid=6&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1088&idfrom=22494&idto=22505&bookid=6&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=6&ID=1088&idfrom=22494&idto=22505&bookid=6&startno=0#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=187
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
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apakah ia akan diberi hadiah atau tidak. Demi tuhan yang jiwa Muhammad 

berada dalam kekuasaanNya, tidaklah seseorang mengambilnya darinya 

sesuatupun kecuali ia datang pada hari kiamat dengan memikulnya di 

lehernya, kalau unta atau sapi atau kambing semua akan bersuara dengan 

suaranya, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan 

ketiaknya, lantas bersabda, ya allah tidaklah kecuali telah aku sampaikan, 

sungguh telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan. Hisyam bin 

Urwah menambahi : Abu Humaid berkata : aku telah mendengar dengan 

telingaku dan melihat dengan mataku, bertanyalah kalian kepada Zaid bin 

Tsabit. (HR. al-Bukhari) 

 

3. Atsar Shahabah 

ْأبَاَْهُرَي  رةََْرَضِيَْاللاهُْعَن هُْقاَلَْ ر ْرَضِيَْأنَا ْرَسُولُْاللاهِْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْوكََانَْأبَوُْبَك  لَمااْتُ وُفَِِّ
ْقاَلَْ كَْي فَْتُ قَاتِلُْالنااسَْوَقَد  ْال عَرَبِْفَ قَالَْعُمَرُْرَضِيَْاللاهُْعَن هُ كَْفَرَْمِن  ْرَسُولُْاللاهُْعَن هُْوكََفَرَْمَن 

ْعَصَمَْاللاهِْصَلاىْاللاهُْعَلَْ ْقاَلَاَْفَ قَد  ْاللاهُْفَمَن  ْيَ قُولُواْلَْإِلَهَْإِلا ْأقُاَتِلَْالنااسَْحَتّا ي هِْوَسَلامَْأمُِر تُْأَن 
ْالصاْ َ ْفَ راقَْبَ ين  ْبَِقِّهِْوَحِسَابهُُْعَلَىْاللاهِْفَ قَالَْوَاللاهِْلَأقُاَتلَِناْمَن  سَهُْإِلا ْمَالَهُْوَنَ ف  الزاكَاةِْفإَِناْلَاةِْوَْمِنيِّ

ْعَلَيْ  ْصَلاىْاللاهُ ْاللاهِ ْرَسُولِ ْإِلَ ْيُ ؤَدُّونَ هَا كَْانوُا ْمَنَ عُونيْعَنَاق ا ْلَو  ْوَاللاهِ ْال مَالِ ْحَقُّ ْوَسَلامَْالزاكَاةَ هِ
ْأَْ ْعَلَىْمَن عِهَاْقاَلَْعُمَرُْرَضِيَْاللاهُْعَن هُْفَ وَاللاهِْمَاْهُوَْإِلا ر ْلَقَاتَ ل تُ هُم  رَْأَبِْبَك  ْشَرحََْاللاهُْصَد  ْقَد  ن 

قُّْ  رَضِيَْاللاهُْعَن هُْفَ عَرَف تُْأنَاهُْالحَ 

Bahwa Abu Hurairah ra. berkata; Setelah Rasulullah saw. wafat yang 

kemudian Abu Bakar ra. menjadi khalifah maka beberapa orang 'Arab ada 

yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka 

(ketika Abu Bakar ra. hendak memerangi mereka), 'Umar bin Al 

Khaththab ra. bertanya: Bagaimana anda memerangi orang padahal 

Rasulullah saw. telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi 

manusia hingga mereka mgucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa 

telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya 

kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah. 

Maka Abu Bakar Ash-Shidiq ra. berkata: Demi Allah, aku pasti akan 

memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, 

karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan 

membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada 

Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, pasti akan aku perangi mereka 

disebabkan keengganan itu. Berkata, 'Umar bin Al Khaththab ra.: Demi 

Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu 

Bakar Ash-Shidiq ra. dan aku menyadari bahwa dia memang benar. 

 

4. Pendapat Ulama 

a. Pendapat Imam al Nawawi dalam al Majmu Syarh al Muhadzdzab, Juz 6 

ْتعالْالمصنفْقال ْالله ْلأ  :رحمه ْالسعاة ْيبعث ْأن ْالإمام ْعلى ْالصدقة)ويجب  ;خذ

ْيبعثونْالسعاة لأن كْانوا ولأنْفِْالناسْ  ;ْالنبْصلىْاللهْعليهْوسلمْوالْلفاءْمنْبعده
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يبعثْمنْيأخذْ،ْْمنْيملكْالمالْولْيعرفْماْيجبْعليهْ،ْومنهمْمنْيبخلْ،ْفوجبْأن
 إلْحراْعدلْثقة;ْلأنْهذاْوليةْوأمانةْيبعثولْ

Pengarang r.a. berkata : wajib bagi imam mengutus seseorang yang 

bertanggung jawab untk mengambil zakat, karena Nabi SAW. dan 

Khalifah seteahnya juga menjalankan hal serupa dan karena diantara 

golongan manusia terdapat orang yang memiliki harta namun ia tak tahu 

apa yang wajib atas hartanya itu, dan juga ada orang yang kikir. Maka 

oleh karena itu wajib mengutus orang untuk mengambil zakat tersebut, 

dan tidaklah seorang imam mengutus seseorang kecuali ia seorang yang 

merdeka, adil dan terpercaya karena ini masalah penguasaan dan 

amanat. 

 

b. Pendapat Imam Al Mawardi dalam kitab al Ahkam al Sulthaniyah 

ْالتفردْ ْلم ْوليس ْالإيجاب ْعلى ْمحمول ْأحدهُا ْقولن: ْفيها ْعادل كْان ْإذا ْالأمر ْهذا وفِ
 ئهمْإنْأخرجوهاْ)الأحكامْالسلطانيةْللماوردي(بإخراجهاْولْتجزْ

Dalam hal ini jika ia adalah seorang yang adil,maka ada dua pendapat: 

salah satunya dari dua pendapat adalah bahwa ia bertugas untuk 

mengingatkan akan kewajiban zakat, dan berhak bagi orang-orang yang 

memiliki harta mengeluarkan akat dengan sendirinya, dan jika mereka telah 

mengeluarkan zakat tersebut itu maka belum dianggap cukup. 

  

c. Pendapat Imam Al-Syaukani 

وَالِْال بَاطِنَْ َم  ذِْللِسُّل طاَنِْفَلَاْيَم لِكُْإب طاَلَهُْبِخِلَافِْالأ  َخ  ْالأ   ةِْ.)فتحْالقديرْللشوكاني(وَلنََاْأَناْحَقا

Bagi kami bahwasannya kewenangan untuk mengambil zakat ada pada 

Raja/sultan, maka ia tak kuasa untuk membatalkannya, berbeda halnya 

dengan harta-harta yang bersifat abstrak (batin). 

 

d. Pendapat Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al Haitamy dalam 

Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al Minhaj, Juz 3 hal 345 

رِْ ْعَلَىْالت اف  ْوَأقَ دَرُ تَحَقِّيَن ْباِل مُس  ْأعَ رَفُ ْلِأنَاهُ ْ؛ )ْ ْأفَ ضَلُ مَامِ ْالإ ِ ْالصار فَْإلَ ْأَنا َظ هَرُ ْوَالأ  قَةِْ)
تَحِقْ وَالِسْ  مُس  َْ ْيُ ع طِيْغَير  سِهِْ؛ْلِأنَاهُْقَد  ْيُ فَرِّقُْبنَِ ف   .تِيعَابِْوَقَ ب ضُهُْمُبِ ِئٌْيقَِين اْبِخِلَافِْمَن 

(menurut pendapat yang lebih jelas bahwasannya menggerakkan zakat 

kepada imam itu lebih utama) dikarenakan ia orang yang lebih tahu para 

mustahik dan lebih kuasa untuk membagi-bagi secara menyeluruh dan ia tak 

terikat oleh siapapun. Berbeda dengan orang yang mengeluarkan zakat 

sendiri, karena terkadang ia memberikan zakat terhadap orang yang tidak 

berhak menerima zakat. 
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e. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam al Mughni, Juz 2 hal 267 

زَأهُْ،ْْ اَئزِِْتَصَرُّفهُُ،ْفأََج  تَحِقِّهِْالْ  ْإلَْمُس  قا سِهِْأنَاهُْدَفَعَْالحَ  ْدَفَعَْْوَلنََا،ْعَلَىْجَوَازِْدَف عِهَاْبنَِ ف  كَمَاْلَو 
ْالْ  وَالِ َم  ْالأ  ي نَْإلَْغَريمهِِ،ْوكََزكََاةِ ْ)المغنيْالدا خَرَ ْالن او عَْالآ  بَهَ ْالزاكَاةِ،ْفأََش  ْنَ و عَي  ْأَحَدُ بَاطِنَةِ،ْوَلِأنَاهُ

 لبنْقدامة(

Bagi kami, boleh mengeluarkan zakat sendiri kepada orang yang berhak 

menerima zakat an itu sudah dianggap cukup, sebagaimana orang yang 

memberi hutangan kepada orang yang berhutang dan seperti zakat harta 

yang bersifat abstrak karena sesungguhnyamengeluarkan zakat seperti itu 

termasuk salah satu macam zakat, maka hal itu menyerupai macam zakat 

yang lain. 

 

f. Pendapat Imam al Dasuqy, Hasyiyah al Dasuqy al al Syarh al Kabir, Juz 1 

hal 504 

ْ)حاشيةْالدسوقيْعلىْالشرحْالكبيرْللدردير( يُصَداق  رَاجَهَاْلََْ  لُْفاَداعَىْإخ  ْطلََبَ هَاْال عَد   فإَِن 

Jika seorang yang adil menuntut utuk dibayarnya zakat, kemudian ia 

mengaku telah mnegeluarkan zakat, maka hal itu tidak dibenarkan 

 

5. Ensiklopedi Fikih Kuwait 

كْانْالمالْظاهراْأوْباطنا . أماْلوْطلبْالإمامْالعادلْالزكاةْفإنهْيجبْالدفعْإليهْاتفاقا،ْوسواء

  . ومنْدفعْزكاةْمالهْإلْالإمامْالعادلْجاز،ْوأجزأتْعنهْاتفاقا

ْالزك ْيأخذ ْمن ْهنا ْالعادل ْبالإمام ْالفقهيةْالمراد ْ)الموسوعة ْلمستحقها، ْويعطيها ،ْ ْبِقها اة
 الكويتية(

Jika seorang imam menarik zakat, maka wajib menyerahkannya kepada imam 

itu, sama saja harta itu nampak maupun tidak nampak. 

Dan barang siapa yang membayar zakatnya kepada imam yang adil, maka 

diperbolehkan dan sudah dianggap cukup menurut kesepakatan ulama. 

Yang dimaksud dengan imam yang adil dalam hal ini adalah orang yang 

mengambil zakat dengan semestinya dan membaginya kepada yang berhak. 

 

E. Rekomendasi :  

1. Pemerintah perlu segera menyelesaikan aturan yang mewajibkan penunaian 

zakat bagi muzakki, dengan menjadikan fatwa keagamaan sebagai pedoman. 

2. Pemerintah merumuskan kebijakan Insentif Zakat, dengan menjadikan zakat 

sebagai pengurang kewajiban pajak. 
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III 

MEMBAYAR ZAKAT PENGHASILAN  

SEBELUM TERPENUHI SYARAT WAJIB 

 

A. Diskripsi Masalah  

 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok 

bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap 

muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam 

kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci 

berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan 

sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan 

perkembangan umat manusia di mana pun. 

 

Salah satu obyek zakat adalah penghasilan atau gaji bulanan.  Dan pada awal 

tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui Menteri 

Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui 

pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya.  

 

Sebagaimana kita maklumi bahwa zakat itu adalah kewajiban yang ada 

ukurannya.  Seorang muslim telah diwajibkan untuk membayar zakat atas 

hartanya, bila hartanya telah mencapai nisab dan haul. Tentu ada pertanyaan 

mendasar bila peraturan pemerintah tersebut dilaksanakan, yaitu apakah 

pungutan bulanan atas gaji pegawai yang dilakukan oleh pemerintah itu 

termasuk zakat atau infak atau sedekah. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apa hukum menyegerakan membayar zakat penghasilan sebelum syarat haul 

terpenuhi? 

2. Apa hukum membayar zakat penghasilan dengan cara mencicilnya  di setiap 

bulan saat menerima gaji? 

3. Apa status cicilan yang dibayarkan oleh muzakki dalam setiap bulannya? 

 

C. Ketentuan Hukum  

1. Setiap muslim yang memiliki penghasilan  yang mencapai Nisab di setiap 

bulannya maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai satu 

tahun. 

2. Setiap muslim yang memiliki penghasilan dalam satu tahunnya mencapai 

Nisab boleh dikeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan sebagai titipan 

pembayaran zakat. 

3. Titipan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 baru berstatus 

sebagai harta zakat dan boleh ditasarufkan kepada mustahiq setelah 

mencapai nisab. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Salat
https://id.wikipedia.org/wiki/Haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Puasa
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4. Dalam hal penghasilan orang yang dimaksud dalam angka 2 tidak mencapai 

nisab pada akhir tahun, maka uang yang dibayarkan dinyatakan sebagai 

infak/shodaqah berdasarkan perjanjian. 

5. Untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki penghasilan tahunan yang 

mencapai nisab, maka negara mengidentifikasi aparatur negara yang wajib 

zakat.  

6. Setiap muslim yang memiliki penghasilan tidak mencapai Nisab, baik 

sebelum maupun setelah haul maka tidak wajib zakat.  

7. Setiap muslim yang sudah membayarkan titipan cicilan zakat maka baginya 

telah gugur kewajiban zakatnya. 

  

D. Dasar Penetapan  

1. Firman Allah SWT.. 

ْمَاْْ ْطيَِّبَاتِ ْمِن  ْأنَ فِقُوا ْآمَنُوا ْالاذِينَ َر ضِْْوَممااْكَسَب تُمْ ياَأيَ ُّهَا ْالأ  ْمِنَ ْلَكُم  نَا رَج  ْتَ يَمامُواْأَخ  ْوَلَ
يدٌْ ْتُ غ مِضُواْفِيهِْوَاع لَمُواْأَناْاللاهَْغَنِي ْحمَِ ْأَن  تُم ْبآِخِذِيهِْإِلا بَِيثَْمِن هُْتُ ن فِقُونَْوَلَس   الْ 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah [2] : 267) 

 

ْوَالزاي  تُوْ ْأكُُلُهُ ْمخُ تَلِف ا ْوَالزار عَ لَ ْوَالناخ  ْمَع رُوشَات  رَ ْوَغَي   ْمَع رُوشَات  ْجَناات  ْأنَ شَأَ ْالاذِي نَْوَهُوَ
ْإِذَا ْثمَرَهِِ كُْلُواْمِن  رَْمُتَشَابهِ  ْلَْْوَالرُّماانَْمُتَشَابِه اْوَغَي   رفُِواْإِناهُ ْوَآتوُاْحَقاهُْيَ و مَْحَصَادِهِْوَلَْتُس  رََ أثمَ 

رفِِينَْ ْال مُس  ْيُُِبُّ
Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). 

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan 

janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan.  (QS. Al-An’am [6] :141) 

 

2. Hadis Nabi saw. : 

ْ ْالَنابِا ْسَأَلَ (ْ ْالَ عَبااسَْرضيْاللهْعنه ْأَنا ْرضيْاللهْعنه ْعَلِي  ْوسلمْفِْْصلىوَعَن  اللهْعليه
ْتَُِلا،ْفَ رَخاصَْلَْ  ذلك( هُْفِْتَ ع جِيلِْصَدَقتَِهِْقَ ب لَْأَن 

Diriwayatkan dari Ali r.a. bahwasanya Abbas meminta kepada Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wasallam untuk mempercepat pembayaran zakat 

sebelum waktunya (sebelum masa haul), maka beliau memberikan 

keringanan baginya. (HR. At Tirmidzi dan Al Hakim) 
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 للعامْالأولْعامْالعباسْزكاةْأخذناْقدْإناْلعمرْقالْوسلمْعليهْاللهْصلىْالنبْأنْعليْعن

Saya telah menarik zakatnya Abbas, tahun kemarin untuk tahun ini. (HR. 

Turmudzi 681). 

 

3. Kaidah Fikih: 

كْانتْبدنيةْأوْماليةْأوْمركبةْمنهماْلْيجوزْتقديمهاْ كْلهاْسواء سببْوجوبهاْْعلىالعبادات
 ويجوزْتقديمهاْبعدْسببْالوجوبْوقبلْالوجوبْأوْقبلْشرطْالوجوب

Semua ibadah sama, baik badaniyah, maliyah atau gabungan keduanya, 

tidak boleh dilakukan sebelum ada sebab wajibnya. Dan boleh dilakukan 

setelah ada sebab wajibnya dan sebelum adanya kewajiban atau syarat 

wajibnya.  

 

  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=1213#docu
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IV 

OBYEK ZAKAT PENGHASILAN 

 

A. Diskripsi Masalah  

 

Menteri Agama Republik Indonesia, Luqman Hakim Syaifuddin dalam salah 

satu pernyataannya pada awal Februari yang lalu di media mengemukakan 

wacana tentang zakat Aparatur Sipil Negara (ASN)  dan rancana itu akan 

dikuatkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) . Dalam kesempatan itu beliau 

menjelaskan bahwa ASN  Muslim yang pendapatannya dalam satu tahun 

mencapai seukuran nishab zakat, yaitu seharga 85 gram emas akan dikenai wajib 

zakat dan akan dipotong setiap bulannya 2,5 % dari penghasilannya sebagai 

cicilan zakat.  Dengan ini dapat dipahami bahwa sekiranya harga  satu gram 

emas  adalah 600.000 rupiah, maka ASN yang berpenghasilan 600.000 x 85 = 

51.000.000 : 12 = 4.250.000 perbulan akan dipotong 2,5%. Kemudian di dalam 

rancangan Perpres ditetapkan bahwa penghasilan yang menjadi objek zakat itu 

meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat  sebelum dikurangi pajak, serta 

tunjangan kinerja dan penghasilan lain yang tetap. 

 

Dari pernyataan Menteri  dan rancangan Perpres ini, khususnya mengenai 

ketentuan penghasilan ASN yang dikenai zakat, paling  tidak ada dua persoalan 

yang perlu dicermati. Pertama, Apakah seorang ASN yang berpenghasilan 

sejumlah itu sudah bisa dikategorikan orang kaya yang diwajibkan 

mengeluarkan zakat?, karena menurut Rasulullah saw.. “ zakat itu dipungut dari 

orang kaya”. Apakah seorang ASN dengan penghasilan empat atau lima jutaan 

satu bulan bisa dikategorikan sebagai orang kaya? Kedua, apakah dasar 

pehitungan itu diambil dari take home pay?, atau ada batas minimum yang tidak 

dipotong zakat?, sementara dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa yang akan 

diinfaqkan itu adalah kelebihan(QS.2:219) dari kebutuhan pokok, bukan 

dihitung dari seluruh penghasilan. 

 

Untuk itu, agar tidak terjadi ketidakpastian dan  kekeliruan dalam menetapkan 

siapa ASN yang diwajibkan berzakat, sehingga terjadi pemotongan terhadap 

penghasilan ASN yang boleh jadi sebenarnya dia bukan muzakki tetapi adalah 

mustahiq, maka perlu dijelaskan aturan syari’at tentang syarat harta (kekayaan) 

yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan berbagai dalil, nash Al-Qur’an 

dan Hadis maka para ulama menyimpulkan bahwa syarat kekayaan (harta) yang 

wajib dikeluarkan zakatnya adalah: 1. Milik Penuh, 2. Berkembang, 3. Mencapai 

satu nisab, 4. Lebih dari kebutuhan pokok biasa (al-hajah al- ashliyyah), 5. 

bebas dari hutang, 6. Berlalu satu tahun (pada sebagian harta kekayaan). 

 

  

B. Perumusan Masalah 

1. Apa jenis penghasilan yang bisa dikenakan wajib zakat? 
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2. Apakah zakat penghasilan dikeluarkan dari pendapatan bruto (take home 

pay) atau netto, atau setelah dipotong biaya operasional kerja? 

 

C. Ketetapan Hukum 

1. Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan 

seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara 

halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun 

tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta 

pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. 

2. Dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk 

tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok,  

tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.  

3. Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan 

bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. 

4. Penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3 ialah 

penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al haajah al ashliyah). 

5. Kebutuhan pokok yang dimaksud pada nomor 4 meliputi; 

a. kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan; 

b. kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan 

pendidikannya; 

6. Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 didasarkan pada 

standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM); 

7. Kebutuhan pokok pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 adalah 

Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ); 

8. Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud 

nomor 4, yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib 

zakat atau tidak.  

 

D. Dasar Penetapan 

1. Firman Allah swt. .. 

ْتَ تَ فَكارُونَْ ياَتِْلَعَلاكُم  ُْاللاهُْلَكُمُْالآ  كَْذَلِكَْيُ بَ ينِّ وَ ألَوُنَكَْمَاذَاْيُ ن فِقُونَْقُلِْال عَف   وَيَس 

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 

"Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al Baqarah [2]:219) 

كَْسَب تُْ ْمَا ْطيَِّبَاتِ ْمِن  ْأنَ فِقُوا ْآمَنُوا ْالاذِينَ ْتَ يَمامُواْياَأيَ ُّهَا ْوَلَ َر ضِ ْالأ  ْمِنَ ْلَكُم  نَا رَج  ْأَخ  ْوَمماا م 
يدٌْ ْتُ غ مِضُواْفِيهِْوَاع لَمُواْأَناْاللاهَْغَنِي ْحمَِ ْأَن  تُم ْبآِخِذِيهِْإِلا بَِيثَْمِن هُْتُ ن فِقُونَْوَلَس   الْ 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah 

[2]: 267) 
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لَْوَالزار عَْمخُ تَلِف اْأكُُلُهُْوَالزاي  تُونَْوَْ ْوَالناخ  رَْمَع رُوشَات  ْوَغَي   ْمَع رُوشَات  جَناات  وَالرُّماانَْْهُوَْالاذِيْأنَ شَأَْ
ْوَغَْ ْمُتَشَابِه ا ْلْيُُِبُّ ْإِناهُ رفُِوا ْوَلْتُس  ْحَصَادِهِ مَ ْيَ و  ْحَقاهُ ْوَآتوُا رََ ْأثمَ  ْإِذَا ْثمَرَهِِ ْمِن  كُْلُوا ْمُتَشَابهِ  رَ ي  

رفِِينَْ  ال مُس 

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama 

(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia 

berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 

dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An’am 

[6]:141) 

 

2. Hadis Nabi saw. ... 

ْعَْ ْعَن هُ ْرَضِيَْاللاهُ ْهُرَي  رةََ عَْأبَاَ بَ رَنيْسَعِيدُْب نُْال مُسَيابِْأنَاهُْسَِْ ْقاَلَْأَخ  ريِِّ ْالزُّه  ْصَلاىْعَن  ْالنابِِّ ن 
ْتَ عُولُْ بِنَ  ْوَاب دَأْ  رِْغِنى  ْظَه  كَْانَْعَن  رُْالصادَقَةِْمَا  اللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْقاَلَْخَي  

Dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al 

Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. Nabi saw. berkata,: Shadaqah 

yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). 

Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. (HR. Imam 

Bukhari) 

ْعَْ ْصَلاىْاللاهُ ْالنابِِّ ْعَن هُْعَن  ْرَضِيَْاللاهُ ْحَكِيمِْب نِْحِزاَم  ْعَن  ْمِن  رٌ ْخَي   ْوَسَلامَْقاَلَْال يَدُْال عُل يَا لَي هِ
ْوَمَْ ْاللاهُ ْيعُِفاهُ تَ ع فِف  ْيَس  ْوَمَن  ْغِنى  رِ ْظَه  ْعَن  ْالصادَقَةِ رُ ْوَخَي   ْتَ عُولُ ْبِنَ  ْوَاب دَأ  لَى ْالسُّف  ْال يَدِ ن 

بَ رَناَْهِشَامٌْعَنْ  ْقاَلَْأَخ  ْوُهَي ب  تَ غ نِْيُ غ نِهِْاللاهُْوَعَن  ْالنابِِّْيَس  ْأَبِْهُرَي  رةََْرَضِيَْاللاهُْعَن هُْعَن  ْأبَيِهِْعَن 
 صَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْبِهذََا

Dari Hakim bin Hizam ra. dari Nabi saw. berkata,: Tangan yang diatas lebih baik 

dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi 

tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah 

cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara 

dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan 

dirinya maka Allah akan mencukupkannya. Dan dari Wuhaib berkata, telah 

mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi 

saw. seperti ini. (HR. al-Bukhari) 

ثَ نَاْأبَوُْهُرَي  رةََْرَضِيَْاللاهُْعَن هُْقاَلَْجَاءَْرَجُلٌْإِلَْالنابِِّْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْفَ قَا لَْياَْرَسُولَْحَدا
ْوَتأَ مُْ رَ قَْوَأنَ تَْصَحِيحٌْشَحِيحٌْتَُ شَىْال فَق  ْتَصَدا ْقاَلَْأَن  ر ا ْأَج  ْأعَ ظَمُ ْالصادَقَةِ لُْال غِنىَْاللاهِْأَيُّ

كَْانَْلفُِلَان كَْذَاْوَقَد  كَْذَاْوَلفُِلَان  لُ قُومَْقُ ل تَْلِفُلَان  ْالح  ْإِذَاْبَ لَغَت   وَلَْتُم هِلُْحَتّا

Abu Hurairah ra. berkata,: Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan 

berkata,: Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?. 

Beliau menjawab: Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, 

takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu 

menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu 
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kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu 

milik si fulan. (Muttafaq alaih) 

ْالنابِاْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْبَ عَثَْمُعَاذ اْرَضِيَْاللاهُْ هُمَاْأَنا ْرَضِيَْاللاهُْعَن   ْاب نِْعَبااس  عَن هُْإِلَْْعن 
ْفَ قَالَْ ْلِذَلِكَْال يَمَنِ ْأَطاَعُوا ْهُم  ْفإَِن  ْاللاهِ ْرَسُولُ ْوَأَنيِّ ْاللاهُ ْإِلا ْإلَِهَ ْلَ ْأَن  ْشَهَادَةِ ْإِلَ ْاد عُهُم 

ْلِذَْ ْأَطاَعُوا ْهُم  ْفإَِن  لَة  ْوَليَ   ْيَ و م  كُْلِّ ْفِ ْخََ سَْصَلَوَات  ْاف  تَ رَضَْعَلَي هِم  ْقَد  ْاللاهَ ْأَنا هُم  لِكَْفأََع لِم 
ْأغَ نِيَائهِِم ْوَتُ رَدُّْعَلَىْفُ قَراَئهِِمْ فأََع لِمْ  وَالِِم ْتُ ؤ خَذُْمِن   هُم ْأَناْاللاهَْاف  تَ رَضَْعَلَي هِم ْصَدَقَة ْفِْأمَ 

Dari Ibnu 'Abbas ra.  bahwa ketika Nabi saw.  mengutus Mu'adz ra. ke negeri 

Yaman, Beliau berkata,: Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada 

ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika 

mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas 

mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, 

maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) 

dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan 

kepada orang-orang faqir mereka. (HR. al-Bukhari) 

 

3. Pendapat Ulama  

a. Imam Nawawi di dalam kitab Syarh al Nawawi ‘ala Muslim di kitab al zakah 

dan Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitab Fath al Bari di kitab al Zakah 

ْأفضلْْالنووي:ْقال ْمعناه: ْغنى( ْظهر ْعن ْالصدقة ْ)وخير ْوسلم ْعليه ْالله ْصلى قوله
وتقديره:ْأفضلْالصدقةْماْأبقتْالصدقةْماْبقيْصاحبهاْبعدهاْمستغنيا ْبِاْبقيْمعه،ْ

كْانتْهذهْأفضلْ بعدهاْغنىْيعتمدهْصاحبهاْويستظهرْبهْعلىْمصالحهْوحوائجه،ْوإنَّا
الصدقةْبالنسبةْإلْمنْتصدقْبجميعْماله،ْلأنْمنْتصدقْبالْميعْيندمْغالبا ْأوْقدْ

عليهاْيندمْإذاْاحتاج،ْويودْأنهْلَْيتصدقْبخلافْمنْبقيْبعدهاْمستغنيا ْفإنهْلْيندمْ
 بلْيسرْبها.

ْالباري: ْفتح ْبِقوقْْوفِ ْالقيام ْبعد ْوقع ْما ْالصدقة ْأفضل ْالحديث ْمعنى ْأن والمختار
بعدْصدقتهْإلْأحد،ْفمعنىْالغنىْفِْهذاْ النفسْوالعيالْبِيثْلْيصيرْالمتصدقْمحتاجاْ 
كْالأكلْعندْالْوعْالمشوشْالذيْلْصبِْ الحديثْحصولْماْتدفعْبهْالحاجةْالضرورية

وسترْالعورة،ْوالحاجةْإلْماْيدفعْبهْعنهْنفسهْالأذى،ْوماْهذاْسبيلهْفلاْيجوزْعليه،ْ
ْآثرْغيرهْبهْأدىْإلْإهلاكْنفسهْأوْالإضرارْبهاْأوْْ الإيثارْبهْبلْيُرم،ْوذلكْأنهْإذا
ْصحْ ْالواجبات ْهذه ْسقطت ْفإذا ْحال، كْل ْعلى ْأول ْحقه ْفمراعاة ْعورته، كشف

ْمشقته،ْالإيثارْوكانتْصدقتهْهيْالأفضلْلأج ْيتحملْمنْمضضْالفقرْوشدة لْما
 فبهذاْيندفعْالتعارضْبينْالأدلةْإنْشاءْالله.

Imam Nawawi berkata : Rasulullah saw.. bersabda : sebaik-baik sedkah adalah 

yang tidak bergantung pada poros kekayaan . maksudanya adalah sedekahyang 

paling utama ialah sedekah yang menjadikan pemberi sedekah masih bisa 

memanfaatkan hartanya setelah bersedekah dalam ari sedekah yang paling 
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utama ialah sedekah yang masih menyisihkan hartanya untuk kemaslahatan 

dan kebutuhannya.keutamaa ini dinisbatkan kepada mereka yang 

menyedekahkan seluruh hartanya, karena mungkin saja mereka akan menyesal 

akan hal itu, sebab tak ada lagi yang tersisa dan bisa jadi ia menyesal pada 

saat keadaan membutuhkan. Hal ini berbeda dengan orang yang 

menyedekahkan sebagian hartaya dan menyisihkan sebagian yang lain. Ia tidak 

akan menyesal bahkan mungkin akan bahagia. 

Ibnu Hajar Al-asqolani dalam kitab fathul bari mengatakan : menurut 

pendapat yang terpilih arti hadis keutamaan sedekah adalah sedekah yang 

dilakukan setelah memenuhi hak diri sendiri, keluarga yang digambarkan 

dengan adanya orang yang bersedekah tidak membutuhkan orang lain setelah 

bersedekah. Arti “tidak butuh” di hadis ini, ialah terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan pokok seperti makan ketika sedang sangat lapar, menutupi aurat 

(berpakaian) dan kebutuhan yang mendorong seseorang untuk menjauhkan 

dirinya dari marabahaya maka dalam hal ini tidak boleh mendahulukan orang 

lain bahkan bisa menjadi haram, karena akan menimbulkan kerusakan 

terhadap dirinya. Mengapa hak-hak diri sendiri lebih utama atas segalanya. 

Dan ketika kebutuhan-kebutuhan  pokok ini telah terpenuhi, maka boleh 

mendahulukan orang lain atas dirinya  sehingga disebutlah seekahnya sebagai 

sedekah yang paling utama karena telah mengatasi kebutuhan-kebutuhannya 

dahulu. Dan dengan demikian pertentangan-pertentangan berbagai dalil bisa 

dinetralisir. 

b. Pendapat Ibnu Abidin di dalam Hasyiah Ibn ‘Abidin jilid 2 halaman 6 

ْفِْ ْوخاصة ْتتناهى، ْولْتكاد كْثيرة ْحاجاتْالإنسان ْلأنه ْالأصلية، ْالحاجة ْقلنا: وإنَّا
كْلْماْعصرناْالذيْتكادْتصبحْفيهْالكمالياتْحاجيات،ْوا لحاجياتْضروريات،ْفليس

كْانْلهْواديانْمنْذهبْلبتغىْ يرغبْفيهْالإنسانْيعُدْحاجةْأصلية،ْلأنْابنْآدمْلو
كْمأكلهْوملبسهْومشربهْ ثالث ا،ْولكنْالحاجاتْالأصليةْماْلْغنىْللإنسانْعنهْفِْبقائه،

 ومسكنه،ْوماْيعينهْعلىْذلكْمنكْتبْعلمهْوفنه،ْوأدواتْحرفتهْونَوْذلك.

ْيدفعْوق ْفقال:ْهيْما ْدقيق ا ْعلمي ا دْفسارْبعضْعلماءْالحنفيةْالحاجةْالأصليةْتفسير ا
كْالنفقةْودورْالسكنىْوآلتْالحرب،ْوالثيابْالمحتاجْإليهاْ اللاكْعنْالإنسانْتُقيق ا،
كْالدَي ن،ْفإنْالمدينْيُتاجْإلْقضائهْبِاْفِْيدهْمنْالنصابْ لدفعْالحرْوالبِد،ْأوْتقدير ا:

ْ ْودوابْليدفع ْالمنزل، ْوأثاث ْالحرفة، ْوكآلت كْاللاك، ْهو ْالذي ْالحبس ْنفسه عن
كْانْلهْدراهمْمستحقةْ كْاللاك،ْفإذا الركوب،ْوكتبْالعلمْلأهلها،ْفإنْالْهلْعندهم
كْماْأنْالماءْالمستحقْبصرفهْإلْالعطشْْ كْالمعدومة، أنْيصرفهاْإلْتلكْالحوائجْصارت

ْ)حا ْالتيمم ْعندهم ْوجاز كْالمعدوم ْكان ْعابدين: ْابن ْالرائق:2/6ْشية ْوالبحر ،
عنْابنْالملكْفِْشرحْالمجمع(.2/222  ،ْنقلاْ 

ومماْنسجلهْبكلْإعجابْوتقديرْلعلمائنا:ْأنِمْاعتبِواْالعلمْحياة،ْوالْهلْموت اْوهلاك ا،ْ
كْالقوتْالذيْيدفعْعنهْ ْيدفعْالْهلْعنْالإنسانْمنْالحاجاتْالأساسية ْما واعتبِوا
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ْوالثوبْالذي ْالحريةْحياة،ْوالحبسْوالقيدْْالْوع، كْمْاعتبِوا ْالعريْوالأذى، يدفعْعنه
كْاللاك. اْأو  هلاك 

كْلْحال:ْأنْالحاجاتْالأصليةْللإنسانْقدْتتغيرْوتتطورْبتغيرْالأزمانْ والذيْنراهْعلى
 والبيئاتْوالأحوال.ْوالأولْأنْتُتركْلتقديرْأهلْالرأيْواجتهادْأولْالأمر.

مهماْْ-الأ صليةْللمكلافْبالزكاة،ْومنْيعولهْمنْالزوجةْوالأولدْوالمعتبِْهنا:ْالحاجاتْ
 والوالدينْوالأقاربْالذينْتلزمهْنفقتهم،ْفإنْحاجتهمْمنْحاجته.ْ-بلغْعددهمْ

Pendapat Ibnu Abidin : Kami berkata “kebutuhan pokok” itu dikarenakan 

manusia memiliki banyak kebutuhan yang hampir tidak ada habisnya. 

Khususnya zaman sekarang yang didalamnya hampir menjadikan 

kesempurnaan sebagai kebutuhan dan kebutuhan sebagai hal yang pokok. 

Tidaklah setiap hal yang disenangi manusia dianggap sebagai kebutuhan 

pokok karena anak adam sekalipun telah memiliki dua lembah yang dipenuhi 

emas, ia akan tetap mencari lembah yang ketiga. Akan tetapi yang dimaksud 

dengan kebutuhan pokok adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk terus 

hidup dalam dunia ini, seperti pangan, sandang , minum dan tempat 

tinggalnya. Dan hal-hal lain yang mmbantunya untuk tetap eksis seperti buku-

buku pelajaran dan penunjang dan lain-lain. 

Sebagian ulama madzhab hanafi menafsirkan kebutuhan pokok dengan tafsiran 

yang terperinci, tafsiran itu berbunyi : kebutuhan pokok yang dimaksud  adalah 

yang mencegah seseorang dari kebinasaan secara nyata seperti nafkah, tempat 

tinggal, alat-alat perang, pakaian yang melindungki dikala panas dan dingin. 

Atau secar perkiraan seperti hutang, karena orang yang hutang perlu melunasi 

hutangnya. Dengan apa yang ia miliki sehingga mampu mencegahnya dari 

penjara yang didibaratkan seperti kerusakan. Dan seperti peralatan kerajinan, 

kendaraan, kitab-kitab bagi yang belajar. Karena kebutuhan menurut mereka 

adalah kerusakan. 

Ketika seseorang memiliki banyak dirham yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka sama saja dirham itu tidak ada wujudnya 

sebagaimana air yang digunakan untuk menghilangkan dahaga, maka sama 

saja air itu tidak ada. Dan boleh menurut mereke bertayammum (Hasyiyah 

Ibnu Abidin..) 

Dari uraian yang telah kita bahas, bahwasannya para ulama menganggap ilmu 

sebagai sebuah kehidupan, da kebodohan adalah sebuah kematian dan 

kerusakan. Dan para ulama beranggapan bahwa sesuatu yang bisa menolak 

kebodohan adalah sebagian dari kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan 

yang mencegah kelaparan, perkara yang mencegah yang mencegah dari 

ketelanjangan dan marabahaya. Para ulama beranggapan bahwa kebebasan 

adalah sebuah kehidupan sedangkan batas dan pengekangan adalah sebuah 

kerusakan. 

Dan hal ini yang kita amati atas segala hal tadi adalah bahwa kebutuhan 

manusia berubah dab berkembang sesuai perubahan zaman, lingkungan dan 

dan keaaan dan yang pling utama adalah menyerahan hal itu kepada orang 

yang kompeten dalam bidangnya dan yang menjadi pembahasan disini adalah 

keuthan-kebuthan pokok mukallaf (yang wajib zakat) dan keluarganya seperti 

istri dan anaknya-anaknya, kedua orang tua, sanak keluarga yang wajib ia 

nafkahi, karena kebutuhan mereka yang termasuk kebutuhannya. 
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V 

KEDUDUKAN DANA ABADI UMAT SECARA SYARIAH 

 

A. Deskripsi Masalah 

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Haji ditetapkan bahwa penerimaan keuangan haji meliputi: a) setoran 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus; b) nilai 

manfaat keuangan haji; c) dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji; d) Dana 

Abadi Umat (DAU); dan/atau e) sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

DAU adalah dana yang dikumpulkan Pemerintah Indonesia yang diperoleh dari 

hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan sumber lain dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 di Cipasung Tasikalaya 

Jawa Barat, ditetapkan bahwa dana setoran BPIH calon haji yang termasuk daftar 

tunggu (waiting list) merupakan milik calon jamaah haji; oleh karena logis 

pendapat yang dimuat dalam VOA ISLAM yang dinyatakan bahwa DAU menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 merupakan dana milik masyarakat karena 

karena dana tersebut berasal dari jamaah haji.  

DAU merupakan dana operasional BPIH dengan ketentuan hanya hasil 

pengembangannya yang digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak. DAU 

sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) beradasarkan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 

Sedangkan sebelumnya, DAU dikelola oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat 

(BP DAU) yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana status hukum Dana Abadi Umat dari segi syari`ah? 

2. Apakah Dana Abadi Umat dapat diinvestasikan? 

3. Bagaimana penggunaan Dana Abadi Umat?  

  

C. Ketentuan Hukum 

1. Status hukum Dana Abadi Umat adalah dana milik ummat Islam secara kolektif 

dan bukan milik pemerintah. 

2. Dana Abadi Umat boleh dikembangkan dengan melakukan mitigasi resiko 

(karena pokoknya tidak boleh berkurang baik melalui mekanisme 

penjaminan/kafalah atau asuransi). 

3. Dana Abadi Umat digunakan untuk kemashlahatan umat Islam baik melalui 

penyelenggaraan pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, 

ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dengan 

memprioritaskan peningkatan pelayanan jamaah haji. 

 

 

D. Dasar Penetapan 

 

1. Firman Allah SWT.. dalam ayat-ayat sbb: 
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تُمْ  لِهَاْوَإِذَاْحَكَم  َمَاناَتِْإِلَْأهَ  ْتُ ؤَدُّواْالأ  ْأَن  ْيأَ مُركُُم  ْاللاهَ ْاللاهَْْإِنا لِْإِنا ْباِل عَد  ْتَُ كُمُوا ْالنااسِْأَن  َ بَ ين 
يع اْبَصِير ا كَْانَْسَِْ ْبهِِْإِناْاللاهَ   نعِِمااْيعَِظُكُم 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.(QS. An Nisa [4]:58) 

ْبَ ع ض اْفَ ل يُ ؤَدِّْالاذِيْاؤ تمُِْ ْأمَِنَْبَ ع ضُكُم  هَاْفإَِن  تُم  ْيَك  تُمُواْالشاهَادَةَْوَمَن  نَْأمََانَ تَهُْوَل يَتاقِْالَلهْرَباهُْوَلَْتَك 
 فإَِناهُْءَاثٌُِْقَ ل بُهُْوَاللهُْبِاَْتَ ع مَلُونَْعَلِيمٌْ

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para 

saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah 

[2]:283) 

2. Hadis Rasulullah saw.., antara lain: 

َمَا ْأدَِّالأ  ْصْم: ْاللاهِ لُ ْرَسُو  ْقاَلَ ْقاَلَ: ْعَن هُ ْرَضِيَاللاهُ ْهُرَي  رَةَ ْأَبِ  ْعَن  ْمَن  ْوَلَتَُُن  ْائ  تَمَنَكَ ْمَنِ ْإِلَ نةََ
 خَانَكَْ

 

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada 

orang yang mempercayakan (menitipkan) kapadamu dan janganlah engkau berkhianat 

kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud). 

 

ْأَحَ   دُهُُاَْصَ   احِبَهُْ يَُُ   ن  ِْمَ  اْلََْ  ْأَبِْهُرَي     رةََْرَفَ عَ   هُْقَ   الَْ:ْإِناْاللهَْيَ قُ  ولُْ:ْأنََ   اْثاَلِ   ثُْالشا   ريِكَين  ْ،ْفَ   إِذَاْع  ن 
ْبَ ي نِهِمَاخَانَْ تُْمِن   هُْخَرَج 

Dari Abu Huraira, ia merafa’kannya kepaada Nabi, beliau bersabda: aku (allah) 

merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang.  Selama salah seorang 

diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap orang lain. Jika 

seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan 

antara dua orang itu. (HR Abu Daud dan al-Hakim) 

3. Pendapat Para ulama, antara lain: 
a. Pendapat Imam al-‘Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi’î dalam Qawâ’id al-Ahkâm” 

2/75: 

 فصل:ْفِْتصرفْالولةْونوابهمْ

ْهو ْبِا ْالتصرفات ْمن ْذكرنا ْبِا ْونوابهم ْالولة ْللضررْْيتصرف ْدرءا ْعليه ْللمول الأصلح
والفسادْ,ْوجلباْللنفعْوالرشادْ,ْولْيقتصرْأحدهمْعلىْالصلاحْمعْالقدرةْعلىْالأصلحْ؛ْ
إلْأنْيؤديْإلْمشقةْشديدةْ,ْولْيتخيرونْفِْالتصرفْحسبْتُيرهمْفِْحقوقْأنفسهمْ
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رَبوُا ْمَالَْ،ْمثل:ْأنْيبيعواْدرهُاْبدرهمْ,ْأوْمكيلةْزبيبْبِثلهاْ،ْلقولْاللهْتع الْ:ْ}وَلَْتَ ق 
كْانْهذاْفِْحقوقْاليتامىْ؛ْفأولْأنْيثبتْفِْحقوقْ سَنُْ{,ْوإن ال يَتِيمِْإِلاْباِلاتِْهِيَْأَح 
عامةْالمسلمينْفيماْيتصرفْفيهْالأئمةْمنْالأموالْالعامةْ;ْلأنْاعتناءْالشرعْبالمصالحْالعامةْ

,ْ ْبالمصالحْالْاصة ْ=ْفهوْْأوفرْوأكثرْمنْاعتنائه ْأوْدفعْصلاحا وكلْتصرفْجرْفسادا
كْإضاعةْالمالْبغيرْفائدة  .. منهيْعنهْ،

Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya . 
Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah 

kami,sebutkan yaitu dengan kebijakan2 yang terbaik bagi untuk mencegah 

kemudharatan dan kerusakan  serta mewujudkan Manfaat dan kebaikan,. Dan 

hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan 

untuk mewudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqqah 

(kesulitan)yg besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang 

akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan 

mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis 

dengan yang sama. Sebab Allah 'azza wajalla berfirman- yg artinya: " dan 

janganlah kamu mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik". 

Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan 

pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. 

Karena perhatian syariat Islam dengan  hak hak kaum muslimin secara umum lebih 

diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok 

kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau 

menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa 

manfaat... 
 

b. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76): 

 

كْلْمنْولْوليةْالْ لافةْفماْدونِاْإلْالوصيةْلْيُلْلهْأنْيتصرفْإلْبجلبْاعلمْأن
سَنُْ{ْ،ْ رَبوُا ْمَالَْال يَتِيمِْإِلاْباِلاتِْهِيَْأَح  مصلحةْ،ْأوْدرءْمفسدةْلقولهْتعالْ}وَلَْتَ ق 
ولقولهْعليهْالسلامْ"ْمنْولْمنْأمورْأمتْشيئاْثُْلَْيجتهدْلمْ,ْولَْينصحْفالْنةْعليهْ

 حرامْ"ْ..ْاه 

Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah 

hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa 

maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. Al Isra':34), 

dan hadis Rasulullah saw..: barangsiapa yang diberi amanah (berupa 

kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk 

(kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram 

baginya untuk masuk ke dalam surga. 

 

c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab “al-Asybâh wa al-Nazhâir 

halaman 139: 

 

تصرفْالقاضيْفيماْلهْفعلهْفِْأموالْاليتامىْ،ْوالتركاتْ،ْوالأوقافْمقيدْبالمصلحةْ،ْ
  . فإنْلَْيكنْمبنياْعليهاْْلَْيصح
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Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan dan 

wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak dibangun atas 

maslahat, maka tidak boleh. 

 

 

d. Pendapat Al Romli dan Al Syarbini 

ْبقَِط عِْ ْعَي نِهِ ْبَ قَاءِ ْمَعَ ْا لِن تِفَاعُْبهِِ ْيُم كِنُ ْْحَب سُْمَال  ْمُبَاح  ْعَلَىْمَص رَف  ْرَقَ بَتِهِ التاصَرُّفِْفِ 
ْمَو جُو د ْ)الرمليْوالشربيني(

“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, 

dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, 

disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,” (al-

Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar al-Fikr, 

1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, 

[Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376); 

 

 

 

 

 

  



86 

 

 

 

VI 

PERMINTAAN DAN ATAU PEMBERIAN IMBALAN  

ATAS PROSES PENCALONAN PEJABAT PUBLIK 

 

A. DESKRIPSI MASALAH 

 

Dalam sistem ketatanegaraan kita, partai politik memiliki posisi dan peranan 

yang sangat strategis. Partai politik merupakan satu-satunya institusi yang 

berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Hak konstitusional ini tidak dimiliki oleh 

lembaga demokrasi manapun selain partai politik. Sayang sekali, kedudukan 

yang strategis tersebut sering ternoda akibat praktek politik kotor yang 

mencederai mandate luhur yang diberikan, seperti praktek suap, politik 

transaksional, dan suatu deal illegal yang belakangan dikenal sebagai mahar 

politik. 

Secara normatif, UU melarang adanya permintaan dan/atau pemberian apapun 

dari terkait dengan proses pencalonan jabatan politik. Pasal 47 ayat (1) UU 

Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai 

Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses 

pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Demikian sebaliknya, “Setiap 

orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau 

gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota”.  

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, sanksi untuk 

yang melakukan mahar politik jelas, yakni penjara 72 bulan ditambah denda 

maksimal Rp 1 miliar. Namun masih ada saja yang berani melakukam praktik 

mahar. Selama 2018 muncul pemberitaan atas keluhan dan testimoni beberapa 

calon yang menyatakan dimintai mahar politik ketika hendak mendaftarkan diri 

sebagai calon kepala daerah. Bahkan sudah ada yang menyetor namun akhirnya 

tidak dipilih.  

Faktanya, seseorang yang tidak memiliki modal financial yang cukup akan 

kesulitan memperoleh dukungan partai politik. Tidak sedikit ditemukan, 

seseorang yang hendak melamar menjadi calon kepala daerah harus melakukan 

transaksi dan memberikan sejumlah uang sebagai “mahar politik”. Demikian 

sebaliknya, tidak jarang partai politik mau mengusung calon tertentu dengan 

syarat memberikan imbalan.   

Akibat terlalu seringnya transaksi seperti ini, muncul permisifitas di tengah 

masyarakat dan muncul penilaian bahwa kondisi seperti adalah hal biasa. Di sini 

lain, ada pertanyaan di kalangan masyarakat bagaimana hokum memberi dan 

menerima imbalan yang dikaitkan dengan kontestasi mendudukan jabatan public 

seperti kepala daerah dan juga Presiden yang dikaitkan dengan komitmen 

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Apa hukum meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung sebagai 

calon anggota legislative, kepala  pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan 

publik lain? 

2. Apa hukum memberi imbalan kepada seseorang atau lembaga agar dapat 

mengusungnya sebagai calon anggota legislative, kepala  pemerintahan, 

kepala daerah, dan jabatan public lain? 

3. Bagaimana status hukum imbalan yang sudah diterima? 

 

C. KETENTUAN HUKUM 

1. Suatu permintaan dan/atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun 

terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, padahal 

diketahui hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab, kekuasaan dan 

kewenanganya hukumnya haram, karena masuk kategori risywah (suap) atau 

pembuka jalan risywah. 

2. Meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung dan/atau dipilih 

sebagai calon anggota legislatif, anggota lembaga negara, kepala  

pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain, padahal itu diketahui 

memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka 

hukumnya haram. 

3. Memberi imbalan kepada seseorang yang akan mengusung sebagai calon 

anggota legislative, anggota lembaga negara, kepala  pemerintahan, kepala 

daerah, dan jabatan public lain, padahal itu diketahui memang menjadi tugas 

dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram. 

4. Imbalan yang diberikan dalam proses pencalonan dan/atau pemilihan suatu 

jabatan tertentu tersebut dirampas dan digunakan untuk kepentingan 

kemaslahatan umum. 

 

D. DASAR PENETAPAN 

1. Al-Quran 

a. Firman Allah SWT.. dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 : 

وَْ ْأمَ  كاامِْلتَِأ كُلُو اْفَريِ  ق اْمِن  لُو اْبِهاَْإِلَْالحُ  ْباِل بَاطِلِْوَتدُ  نَكُم  وَالَكُم ْبَ ي   ْوَلتَأَ كُلُو اْأمَ  الِْالنااسِْباِ لِإثُِ 
 (.188ْ)البقرةْ:ْوَأنَ  تُم ْتَ ع لَمُو نَْ

"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari 

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui" (QS. al-Ba-qarah [2]: 188). 

b. Firman Allah SWT.. dalam QS. Al-Nisa ayat 29: 
 

ْباِل بَاطِلِْ نَكُم  وَالَكُم ْبَ ي      ) 29)النساءْ:ْ ...ياَأيَُّهاْالاذِي نَْآمَنُ و اْلَْتأَ كُلُو اْأمَ 

"Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta 

sesamamu dengan ja-lan yang batil..." (QS. al-Nisa' [4]: 29). 
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c. Firman Allah SWT.. dalam QS. Ali ‘Imran ayat 161: 

 

ْيَ غ لُل ْيأَ تِْبِاَْغَلاْيَ و مَْال قِيَامَةِْ)آلْعمرانْ:ْ …  )161وَمَن 

"… Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan 

perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang 

dikhianatkannya itu..."  (QS. Ali 'Imran [3]: 161). 

 

2. Hadis-hadis Nabi, antara lain: 

a. Hadis tentang larangan meminta jabatan 

ألََة ْ ْغَير ِْمَس  ْأعُ طِي تَ هَاْعَن  مَارةََ،ْفإَِناكَْإِن  أَلُْالإ ِ هَاْياَْعَب دَْالراحم َنِْب نَْسَُْرةََ،ْلَْتَس  أعُِن تَْعَلَي  
هَا ألََة ْوكُِل تَْإلِيَ   ْمَس  ْأعُ طِي تَ هَاْعَن   وَإِن 

‘Wahai Abdurrahman, janganlah engkau  meminta jabatan 

pemerintahan, sebab apabila engkau diberi jabatan itu karena engkau 

memintanya maka jabatan tersebut sepenuhnya dibebankan kepadamu. 

Namun apabil jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu 

maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya’,” (HR Bukhori 

[7147] dan Muslim [16522]) 
 

b. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim terkait tanggung 

jawab kepemimpinan: 
 

ْأَْ كَْي فَْعَن  ْقاَلَ ْالسااعَةَ ْفاَن  تَظِر  َمَانةَُ ْالأ  ْقاَلَْقاَلَْرسولْاللهْ)ص(ْفإَِذَاْضُي ِّعَت  بِْهُرَي  رَةَ
ْالسااعَةَْ)رواهْالبخاري( لِهِْفاَن  تَظِر  رُْإِلَْغَير ِْأهَ  َم   إِضَاعَتُ هَاْقاَلَْإِذَاْوُسِّدَْالأ 

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW. bersabda: jika amanah disia-siakan 

maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-

nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah di berikan kepada selain ahlinya, 

maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhari) 

 

ْوكَُْ كُْلُّكُم ْراَع  ْرَعِياتِهِْ)رواهْمسلم(عنْابنْعمرْعنْالنبْ)ص( ئُولٌْعَن     لُّكُم ْمَس 

Dari sahabat Ibnu Umar RA dari nabi SAW.: kalian adalah pemimpin 

dan setiap kalian harus bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Muslim) 

 

تَ ع مِلُنِيْ ْقاَلَْقُ ل تُْياَْرَسُولَْاللاهِْأَلَْتَس  ْأَبِْذَر  قاَلَْياَْْعَن  قاَلَْفَضَرَبَْبيَِدِهِْعَلَىْمَن كِبِْثُُاْ
ْبَِْ ْأَخَذَهَا ْمَن  ْإِلا ْوَندََامَةٌ ْخِز يٌ ْال قِيَامَةِ ْيَ و مَ ْوَإِن اهَا ْأمََانةَُ ْوَإِن اهَا ْضَعِيفٌ ْإِناكَ ْذَر  قِّهَاْأبَاَ

 وَأدَاىْالاذِيْعَلَي هِْفِيهَاْ)رواهْمسلم(

Dari Abi Dzarr rai a berkata: Saya bertanya: “Wahai Rasulullah saw., 

mengapa tidak mempekerjakan saya?, ia lantas berkata: “Rasulullah 

saw. memukul pinggulku lantas bersabda: “Wahai Abi Dzarr, engkau 

orang yang lemah, sesungguhnya (jabatan) itu adalah amanah, dan ia di 

hari kiamat akan melahirkan kerugian dan penyesalan kecuali orang 
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yang mengemban sesuai kompetensinya dan menunaikan amanah 

tersebut secara baik” (HR. Muslim) 

 ْالْنةْيدخلْلَْإلْلمْينصحْولْلمْيجتهدْلْثُْ،ْالمسلمينْأمورْيليْأميرْمنْما

 أمتْشيئاْثُْلَْيجتهدْلمْ,ْولَْينصحْفالْنةْعليهْحرامْْمنْولْمنْأمور

Seorang pemimpin muslim, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk 

(kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka 

tidak akan masuk surga. (HR. Muslim) 
 

c. Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim terkait dengan hadiah 

yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang memang menjadi tugas 

dan kewajibannya : 

ْعَْ ْمِن  ْحِيَنْفَ رغََ ْال عَامِلُ ْفَجَاءَهُ ْعَامِلا  تَ ع مَلَ ْاس  ْوَسَلامَ ْعَلَي هِ ْصَلاىْاللاهُ ْاللاهِ ْرَسُولَ مَلِهِْأنَا
تَْفِْبَ ي تِْأبَيِكَْوَأمُِّكَْ دِيَْلِْفَ قَالَْلَهُْأفََلَاْقَ عَد  ْوَهَذَاْأهُ  فَ قَالَْياَْرَسُولَْاللاهِْهَذَاْلَكُم 
ْالصالَاةِْ ْبَ ع دَ ْعَشِياة  ْوَسَلامَ ْعَلَي هِ ْصَلاىْاللاهُ ْاللاهِ ْرَسُولُ ْثُُاْقاَمَ ْلَ ْأمَ  دَىْلَكَ ْأيَُ ه  فَ نَظَر تَ

ْفَ يَأ تِْفَ تَْ تَ ع مِلُهُ ْنَس  ْال عَامِلِ ْباَلُ ْفَمَا ْبَ ع دُ ْأمَاا ْقاَلَ ْثُُا لُهُ ْأهَ  ْهُوَ ْبِاَ ْاللاهِ ْعَلَى ْوَأثَ  نىَ ينَاْشَهادَ
دَىْلَهُْ ْيُ ه  دِيَْلِْأفََلَاْقَ عَدَْفِْبَ ي تِْأبَيِهِْوَأمُِّهِْفَ نَظَرَْهَل  ْوَهَذَاْأهُ  ْعَمَلِكُم  فَ يَ قُولُْهَذَاْمِن 

مَْال قِيَامَةِْيَُْ أَْ ْجَاءَْبِهِْيَ و  هَاْشَي ئ اْإِلا ْمِن   ْأَحَدكُُم  ْبيَِدِهِْلَْيَ غُلُّ ْلَْفَ وَالاذِيْنَ ف سُْمُحَماد  مِلُهُْم 
كَْانَتْ  ْبَ قَرةَ ْجَاءَْبِهاَْلَاَْخُوَارٌْوَإِن  كَْانَت  كَْانَْبعَِير اْجَاءَْبِهِْلَهُْرُغَاءٌْوَإِن  شَاة ْْعَلَىْعُنُقِهِْإِن 

رَفَعَْرَسُولُْاللاهِْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْيَْ ْبَ لاغ تُْفَ قَالَْأبَوُْحُميَ د ْثُُاْ عَرُْفَ قَد  ْجَاءَْبِهاَْتَ ي   دَهُْحَتّا
ْسَِْعَْذَلِكَْمَعِيْزَي دُْب نُْثاَبِتْ  رةَِْإِب طيَ هِْقاَلَْأبَوُْحُميَ د ْوَقَد  ْالنابِِّْصَلاىْْإِنااْلنََ ن ظرُُْإِلَْعُف  مِن 

كْتابْالأيمانْوالنذور،ْبابكْيفكْانتْيمينْالنب(  اللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْفَسَلُوهُ)رواهْالبخاري،

Rasulullah saw. mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah 

menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah saw.: 

Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu 

Rasul saw. berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja 

di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah 

atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah 

salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang 

layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: “Bagaimana perilaku seorang 

karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia 

mengucapkan: ‘Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. 

Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah 

dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam 

genggaman-Nya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia 

akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia 

korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa 

suara unta, dan jika yang ia korup sapi betina maka ia akan membawa 

suara lenguhannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari 

Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah 

menyampaikan.” Lalu Abu Humaid berkata, ‘Kemudian Rasulullah 

mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya.’ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=47&ID=2390#docu
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Berkata Abu Humaid, ‘Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu 

bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.’ (HR Al-Bukhari). 

  

d. Hadis Riwayat Imam al-Turmudzi dan Imam Ahmad yang melarang 

risywah: 

ْعَْ مِْقاَلَْوَفِْال بَابْعَن  ك  ب دِْلَعَنَْرَسُولُْاللاهِْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْالرااشِيَْوَال مُر تَشِيَْفِْالحُ 
ر وْوَعَائِشَةَْ ْوَاب نِْحَدِيدَةَْوَأمُِّْسَلَمَةَْقاَلَْأبَوُْعِيسَىْحَدِيثُْأَبِْهُرَي  رةََْحَدِيثٌْاللاهِْب نِْعَم 

ْب نِْ ْاللاهِ ْعَب دِ ْعَن  ْالراحم َنِ ْعَب دِ ْب نِ ْسَلَمَةَ ْأَبِ دِيثُْعَن  ْالحَ  ْهَذَا ْرُوِيَ ْوَقَد  ْصَحِيحٌ حَسَنٌ
ْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَْ ْالنابِِّ ر وْعَن  ْصَلاىْاللاهُْعَم  ْالنابِِّ ْأبَيِهِْعَن  ْأَبِْسَلَمَةَْعَن  لامَْوَرُوِيَْعَن 

ْ ْقاَلَْوْسَِْع تْعَب دَْاللاهِْب نَْعَب دِْالراحم َنِْيَ قُولُْحَدِيثُْأَبِْسَلَمَةَْعَن  عَلَي هِْوَسَلامَْوَلَْيَصِحُّ
ْصَلاىْال ْالنابِِّ ر وْعَن  ْعَم  ْب نِ ْاللاهِ ْال بَابِْوَأَصَحُّْعَب دِ ْفِْهَذَا ء  ْشَي  سَنُ ْأَح  ْوَسَلامَ ْعَلَي هِ لاهُ

ْأَبِْهُرَي  رةََ،ْالأحكامْعنْرسولْالله(  )رواهْالترمذيْعَن 

ْب نِْ ْعَب دِْاللاهِ ْوَسَلامَْالرااشِيَْوَال مُر تَشِيَْ)رواهْالترمذيْعَن  ْعَلَي هِ لَعَنَْرَسُولُْاللاهِْصَلاىْاللاهُ
 ر و،ْقاَلَْأبَوُْعِيسَىْهَذَاْحَدِيثٌْحَسَنٌْصَحِيحٌ(عَمْ 

مِْ) ك  رواهْقاَلَْرَسُولُْاللاهِْصَلاىْاللاهُْعَلَي هِْوَسَلامَْلَعَنَْاللاهُْالرااشِيَْوَال مُر تَشِيَْوالراائِشِْفِْالحُ 
ْأَبِْهُرَي  رةََ(   أحمدْفِْمسندهْوالأربعةْعَن 

Rasulullah telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam 

putusan. Telah dikatakan dalam bab riwayat dari abdullah bin umar dan 

aisyah dan ibnu hadidah dan ummu salamah, abu isa berkata : hadis abu 

hurairah itu hasan shahih, dan diriwayatkan hadis ini dari abi salamah bin 

abdurrahman dari abdullah bin umar dari Nabi SAW..  Dan diriwayatkan 

dari abi salamah dari bapaknya dari Nabi SAW., dan tidak sah, berkata dan 

mendengar abdullah bin abdurrahman berkata hadis abi salamah dari 

abdullah bin umar dari Nabi SAW. itu lebih bagus,  dan dalam bab ini itu 

lebih shahih ( riwayat tirmidzi dari abu hurairah, beberapa hukum dari 

Rasulullah SAW.) 

Rasulullah SAW. telah melaknat penyuap dan yang menerima 

suap(diriwayatkan  termidzi dari abdullah bin umar, abu isa berkata hadis 

ini hasan shahih) 

Rasulullah SAW. berkata : Allah melaknat penyuap orang yang menerima 

suap dan orang yang minta suap dalam putusan  hukum( diriwayatkan 

ahmad dalam musnadnya dan imam empat dari abi hurairah) 

 

3. Atsar Shahabat 

ْْرُوِيَْعَنِْ لُهُ،ْوَرُوِيَْعَن  ء ،ْفأََع طَىْدِي  نَارَي نِْفَخُلِّيَْسَبِي   بََشَةِْبِشَي  عُو د ْأنَاهُْأُخِذَْبأَِر ضِْالح  اب نِْمَس 
ْقاَلُو ا َ ْالتاابعِِين  ْأئَِماةِ ْمِن  ْالظُّل مَْ :جَماَعَة  ْخَافَ ْإِذَا ْوَمَالهِِ سِهِ ْنَ ف  ْعَن  ْالراجُلُ ْيُصَانِعَ ْأَن  لبَأَ سَ

 .النهايةْلبنْالأثير()
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Diriwayatkan dari ibnu mas’ud, sesungguhnya ia  dimintai sesuatu di 

daerah habasyah, maka ia memberi dua dinar maka ia diberi jalan. Dan 

diriwayatkan dari jamaah para imam tabiian, mereka berkata : lelaki itu 

membuat diri sendir dan hartanya dikhawatirkan kedzaliman 

 

4. Kaidah Sadd al-Dzari’ah, dengan jalan melarang pemberian yang hukum 

asalnya mubah tetapi bisa membuka pintu korupsi yang diharamkan. 

 

5. Kaedah Fiqhiyah : 

ذُهُْحَرُمَْإِع طاَؤُهُْ  .مَاحَرُمَْأَخ 

 “Sesuatu yang haram mengambilanya haram pula memberikannya.” 

 

6. Pendapat Ulama : 

 

a. Pendapat Imam al-‘Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi’î dalam Qawâ’id al-

Ahkâm” 2/75: 

 فصل:ْفِْتصرفْالولةْونوابهمْ

ْهوْالأصلحْللمول ْمنْالتصرفاتْبِا ْذكرنا ْونوابهمْبِا ْللضررْيتصرفْالولة ْدرءا ْعليه
ْعلىْ ْالقدرة ْمع ْالصلاح ْعلى ْأحدهم ْيقتصر ْول ,ْ ْوالرشاد ْللنفع ْوجلبا ,ْ والفساد
الأصلحْ؛ْإلْأنْيؤديْإلْمشقةْشديدةْ,ْولْيتخيرونْفِْالتصرفْحسبْتُيرهمْفِْ
حقوقْأنفسهمْ،ْمثل:ْأنْيبيعواْدرهُاْبدرهمْ,ْأوْمكيلةْزبيبْبِثلهاْ،ْلقولْاللهْتعالْ:ْ

كْانْهذاْفِْحقوقْاليتامىْ؛ْفأولْ}وَلَْ سَنُْ{,ْوإن رَبوُا ْمَالَْال يَتِيمِْإِلاْباِلاتِْهِيَْأَح  تَ ق 
ْلأنْ ;ْ ْالعامة ْالأموال ْمن ْالأئمة ْفيه ْيتصرف ْفيما ْالمسلمين ْعامة ْحقوق ْفِ ْيثبت أن
اعتناءْالشرعْبالمصالحْالعامةْأوفرْوأكثرْمنْاعتنائهْبالمصالحْالْاصةْ,ْوكلْتصرفْجرْ

كْإضاعةْالمالْبغيرْفائدة  .. فساداْأوْدفعْصلاحاْ=ْفهوْمنهيْعنهْ،

Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya . 

Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang 

telah kami,sebutkan yaitu dengan kebijakan2 yang terbaik bagi untuk 

mencegah kemudharatan dan kerusakan  serta mewujudkan Manfaat dan 

kebaikan,. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik 

saat ada kemampuan untuk mewudkan yang terbaik kecuali bila hal itu 

menyebabkan masyaqqah (kesulitan)yg besar. Dan janganlah mereka 

memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti 

yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu 

dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. 

Sebab Allah 'azza wajalla berfirman- yg artinya: " dan janganlah kamu 

mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik". Kalau 

berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan 

pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih 

baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan  hak hak kaum 
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muslimin secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan 

khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan 

segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan 

maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat... 

 

b. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76): 

 

كْلْمنْولْوليةْالْ لافةْفماْدونِاْإلْالوصيةْلْيُلْلهْأنْيتصرفْإلْبجلبْاعلمْأن
سَنُْ{ْ،ْ رَبوُا ْمَالَْال يَتِيمِْإِلاْباِلاتِْهِيَْأَح  مصلحةْ،ْأوْدرءْمفسدةْلقولهْتعالْ}وَلَْتَ ق 
ولقولهْعليهْالسلامْ"ْمنْولْمنْأمورْأمتْشيئاْثُْلَْيجتهدْلمْ,ْولَْينصحْفالْنةْعليهْ

 حرامْ"ْ..ْاه 

Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari 

khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali 

yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman 

Allah (Qs. Al Isra':34), dan hadis Rasulullah saw..: barangsiapa yang 

diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak 

bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi 

nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga. 

 

c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab “al-Asybâh wa al-

Nazhâir halaman 139: 

 

تصرفْالقاضيْفيماْلهْفعلهْفِْأموالْاليتامىْ،ْوالتركاتْ،ْوالأوقافْمقيدْبالمصلحةْ،ْ
  . فإنْلَْيكنْمبنياْعليهاْْلَْيصح

Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta 

warisan dan wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak 

dibangun atas maslahat, maka tidak boleh. 

 

7. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah 

(Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat yang berlangsung pada 

tanggal 23 – 27 Rabi’ul Akhir 1421 H/25 – 29 Juli 2000 M. 

 

E. Rekomendasi 

1. Pemerintah harus mengupayakan suatu sistem pemerintahan yang efisien, 

system politik yang didasarkan pada kompetensi, kualitas, dan integritas, 

serta menutup dan menghentikan system politik biaya tinggi yang akhirnya 

terjebak pada perilaku koruptif, sehingga aktifitas politik didominasi oleh 

kelompok pemodal yang memiliki akses finansial semata. 

2. Perlu ada penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap praktek money 

politic, suap, dan transaksi illegal dalam proses pencalonan dan/atau 

pemilihan pejabat public seperti presiden, kepala daerah, anggota legislatif, 

anggota BPK, hakim agung, dan pejabat  negara lainnya. 
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3. Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak 

terlibat dalam praktek hal-hal tersebut. 

 

Pimpinan Sidang Komisi B 2 

 

 

Dr. Asrorun Niam Sholeh, MA.     Miftahul Huda, Lc. 

                 Ketua                                                                       Sekretaris 

 

Tim Perumus: 

 

1. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA.  (Ketua merangkap Anggota) 

2. Miftahul Huda, Lc.    (Sekretarsis merangkap Anggota) 

3. Dr. Zainal Azwar, M. Ag.    (Anggota) 

4. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi  (Anggota) 

5. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA.   (Anggota) 

6. Dr. Zulkarnaini, M. Ag.    (Anggota) 

7. KH. Khoiruddin Habziz, M. HI.  (Anggota) 

8. KH. Hasan Basri    (Anggota) 

9. KH. Tajudin      (Anggota) 
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KEPUTUSAN 

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 

Tentang 

MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

(MASAIL QANUNIYAH) 

 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok 

Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439 

H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:  

Menimbang:  a.    bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan 

kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait 

dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan 

masalah ibadah, mu’amalah, masalah kenegaraan dan 

kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 

muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia; 

 b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban 

hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa; 

 c.  bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu 

ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi 

Fatwa untuk dijadikan pedoman. 

 

Mengingat:  1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum 

yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam 

keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil 

lain yang muktabar; 

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah- 

mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam 

keputusan. 

 

Memperhatikan:   1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima 

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-

Indonesia VI; 

4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah 

yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa 

se-Indonesia 

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima 

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan:  

1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (Masail 

Qanuniyah) yang meliputi;  

(i) Pedoman Umum Pensyar’ian Peraturan Perundang-Undangan;  

(ii) Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan;  

(iii) Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;  

(iv) Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkoh;  

(v) Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT,  

(vi) Pandangan MUI Tentang RUU HMPA,  

(vii) Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan 

Pesantren (LPKP),  

(viii) Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan 

Pengisian Kolom KTP-elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan 

Terhadap Tuhan YME,  

(ix) Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan, 

setelah dilakukan sinkronisasi dengan naskah terlampir sebagai Hasil 

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang 

Masalah Peraturan Perundang-undangan (Masail Qanuniyah); 

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada 

masyarakat untuk dijadikan pedoman. 

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari 

membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana 

mestinya. 

 

Ditetapkan di  : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel 

Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H 

  9 Mei        2018  M 

 

PIMPINAN SIDANG PLENO 

 

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 

 

Ketua,     Sekretaris, 

 

 

 

 

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN 

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 

 

 

 

TENTANG 

 

MASAIL QANUNIYAH 

(MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) 

 

KOMISI C 

 

TEMA PEMBAHASAN: 

 

I. Pedoman Umum Pensyar’ian Peraturan Perundang-Undangan 

II. Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan 

III. Pandangan MUI Tentang Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual 

IV. Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol 

V. Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT 

VI. Pandangan MUI Tentang RUU HMPA 

VII. Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan 

Dan Pesantren (LPKP) 

VIII. Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan 

YME Dan Pengisian Kolom KTP-Elektronik Bagi Penghayat 

Kepercayaan Terhadap Tuhan YME  

IX. Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU 

Perkawinan 
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I 

PEDOMAN UMUM PENSYAR’IAN  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 

1. Dasar Pemikiran, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

tegas menyatakan bahwa Kemerdekaan Indonesia adalah “Berkat rahmat Allah 

yang Maha Kuasa,” dan “didorongkan oleh keinginan luhur [bangsa Indonesia] 

sendiri supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.” Masih menurut UUD NRI 

1945 juga, “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan “Negara berdasar atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa.” “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu.” 

2. Apabila rumusan di atas kita fahami dengan menggunakan pendekatan ilmu 

munasabah (korelasi) dalam hal ini korelasi inter bagian konstitusi, maka dapatlah 

dikemukakan pengertian bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sekaligus 

negara beragama.  Dengan kalimat lain, Indonesia adalah negara hukum yang 

beragama; dan/atau negara beragama yang berdasarkan hukum.  

3. Prinsip negara beragama dan negara hukum, ini sangat sejiwa dan sebangun dengan 

prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan As-

Sunnah serta terbentang dalam praktik nyata kebangsaan dan kenegaraan bangsa-

bangsa muslim di seluruh dunia, melalui kesepakatan/consensus  bersama anak 

bangsa (al-ijma’) maupun analogi (al-qiyas) antara negara yang satu dengan negara 

yang lain. Termasuk untuk menjadikan dalil-dalil hukum yang lain-lain (al-istihsan, 

al-mashlahah, sadd au fath al-dzari’ah) dan lain-lain yang secara umum dan 

keseluruhan diakui oleh dalil-dalil hukum Islam (adillah al-ahkam) selama 

bersesuaian dengan sumber utamanya (Al-Qur’an dan Al-Hadis).  

4. Hukum, dalam perspektif ilmu hukum modern sekarang ini, pengertiannya hampir 

atau bahkan lazim disamakan dengan hukum tertulis (written law) atau tepatnya 

peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang. Sebagai negara hukum 

yang beragama dan/atau negara beragama yang berdasarkan hukum (undang-

undang), Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum termasuk tentunya sistem 

hukum Islam yang bersama-sama sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat oleh 

ilmu hukum dan perundang-undangan telah lama difungsikan sebagai sumber 

hukum dalam pembentukan dan pembinaan sistem hukum nasional Indonesia. 

5. Sungguhpun konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain tetap mengakui 

eksistensi hukum yang hidup (fiqh al-hayah; liveng law), namun seiring dan selaju 

dengan perkembangan dan doktrin ilmu hukum modern yang lebih mengutamakan 

hukum tertulis (written law), pengertian hukum dewasa ini hampir diidentikkan 
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atau bahkan disamakan benar dengan hukum tertulis tepatnya peraturan perundang-

undangan. 

6. Sesuai dengan Qur’an, Hadis dan praktik ketatanegaraan di berbagai dunia Islam, 

maka sudah saatnya umat Islam Indonesia khususnya Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dalam hal ini Komisi Fatwa dan lain-lain, mutlak perlu mengarahkan 

perhatian yang lebih serius dan fokus terhadap semua dan setiap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk berpartisipasi aktif 

dalam mencermati dan mengawal rancangan undang-undang (RUU) terutama yang 

secara langsung beririsan dengan sistem hukum Islam. 

7. Guna melakukan tugas-tugas tersebut, panitia Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI VI 

se- Indonesia (Komisi Qanuniyah) memandang perlu membuat pedoman dasar dan 

pokok sebagai kisi-kisi pemandu untuk mencermati peraturan perundang-undangan 

dimaksud. Terutama yang telah diamanatkan oleh panitia pelaksana Ijtima’ Sanawi 

itu sendiri. 

8. Beberapa pedoman dasar dan umum yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Seberapa dapat diupayakan agar pada setiap (rancangan) undang-undang 

dan/atau rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan lainnya, selalu ada diktum 

(pasal atau minimal ayat) tertentu yang pada intinya menyatakan bahwa 

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain-lain ini 

harus/wajib mengindahkan nilai dan kaidah-kaidah hukum agama dan 

kesusilaan; 

b. Setiap peraturan perundang-undangan, wajib menjunjung tinggi asas 

kemanfaatan/ kemaslahatan dalam konteksnya yang umum dan luas; 

c. Pensyar’ian perundang-undangan sedapat mungkin menggunakan pendekatan 

formalistic – substantive. Bila hal itu tidak memungkinkan, maka pendekatan 

substantive menjadi pilihan utama; 

d. Pensyar’ian sebagaimana dimaksud pada point c menggunakan bahasa/istilah 

hukum baku yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, kecuali yang 

tidak ditemukan padanan bahasa/istilah hukumnya yang tepat, atau atas alasan 

lain yang memandang penting penggunaan istilah/bahasa itu sendiri. 

Demikian pedoman dasar dan pokok terkait upaya pensyar’ian peraturan perundang-

undangan ini disampaikan, semoga bermanfaat untuk dijadikan bahan diskusi berikut 

perbaikan, pelengkapan dan penyempurnaannya dari hadirin sekalian. 
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II 

PANDANGAN MUI TENTANG  

RUU PERTEMBAKAUAN 

 

 

1. Tinjauan Umum 

• Pada dasarnya RUU Pertembakauan dengan prinsip demi upaya pengelolaan 

tembakau dan olahan hasil tembakau atau pertembakauan menjadi sumber 

kekayaan alam untuk pertahanan ekonomi bangsa Indonesia dalam 

memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, serta merupakan 

penopang ekonomi yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sebagai 

pilar ekonomi dan peningkatan hasil negara; 

• Pembahasan RUU Pertembakauan harus dilakukan secara komprehensif dan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan; 

 

2. Tinjauan RUU Pertembakauan 

• Perlunya penjelasan pada Pasal 3, huruf h. tentang pengelolaan pertembakauan 

bertujuan “melindungi kesehatan masyarakat”. Juga yang tercantun dalam Pasal 

45 ayat (1) tentang “Pengendalian konsumsi produk tembakau dilakukan untuk 

melindungi dan menjamin kesehatan setiap warga negara”. 

• Pada Pasal 8, apakah sudah disiapkan draft peraturan perundangannya untuk 

mewujudkan tujuan pengelolaan pertembakauan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, juga Pemerintah menyusun rencana induk budidaya tembakau dan 

pembangunan IHT. Demikian halnya kebijakan budidaya tembakau dan IHT 

disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun? Sehingga ketika sudah terwujud 

Undang-Undang masih menunggu waktu yang lama dalam meralisasikan karena 

tidak dan/atau belum terbentuk peraturan yang mendukungnya. 

• Perlunya realisasi dari pemerintah dan pengawasan masyarakat luas terhadap 

Pasal 9, ayat (1) dan (2) yang menyatakan budidaya tembakau dilaksanakan oleh 

perorangan dan badan hukum bukan merupakan perusahaan yang dimiliki 

penanam modal asing (PMA), juga yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (3), (4) 

dan (5) mengenai izin usaha harus diberikan kepada perorangan warga negara 

Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bukan merupakan perusahaan yang 

dimiliki penanam modal asing. PMA dilarang melakukan pembelian tembakau 

secara langsung dari petani, serta dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran. 

Pasal 23, mengenai impor tembakau dan izin impor serta realisasi lainnya dalam 

mendukung dan mengamalkan serta menegakkannya. 

• Pasal 41 bertentangan dengan pasal-pasal sebelumnya mengenai kepemilikan 

usaha, di mana dalam Pasal ini PMA diberikan hak kepemilikan usaha, 

walaupun paling banyak 30%. Oleh karenanya, perrlu adanya sinkronisasi antara 

Pasal 41 ini dengan Pasal-pasal sebelumnya, yaitu Pasal 9 dan 17. 
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• Pada Pasal 43, siapa yang dimaksud Daerah? Apakah Pemerintah Daerah yang 

berhak menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau? 

 

3. Tinjauan Hukum 

• RUU Pertembakauan ini harus segera diwujudkan sebagai Undang-Undang, 

karena sebelum menjadi Undang-Undang, RUU belum mengikat secara hukum. 

• RUU Pertembakauan ini harus mengatur lebih tegas tentang sanksi pidana 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 sampai Pasal 69, perlu adanya tambahan 

waktu bagi para pelanggarnya, karena masih terlalu ringan. 

 

4. Usulan 

• Meminta Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang untuk 

menjadikan hasil ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 

tentang Hukum Merokok sebagai salah satu bahan dalam penyusunan norma 

UU, yang antara lain memuat: 

o Larangan merokok bagi anak-anak, ibu hamil, dan di tempat umum 

o Aturan untuk menjadikan tembakau untuk bahan produk lain di luar 

kegunaan untuk rokok 

• Meminta Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang harus 

bersikap tegas dan adil dalam mengamalkan Undang-undang demi kepentingan 

masyarakat. 

• Mendorong agar RUU ini segera menjadi Undang-Undang dengan 

memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat, khususnya dari MUI sebagai 

bagian dari masyarakat bangsa Indonesia. 

• Kepemilikan usaha pertembakauan harus secara tegas tidak diperkanankan bagi 

penanaman modal asing (PMA). 

 

5. Usulan Internal  

Masukan dari sidang pleno, bahwa masalah RUU tentang Pertembakauan terkait 

dengan hukum merokok sebagaimana diputuskan dalam Ijtima Ulama tahun 2009 di 

Padang Panjang berupa perluasan cakupan keharaman merokok bagi tenaga 

pendidik dan tenaga medis akan dibahas di dalam sidang Komisi Fatwa 
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III 

PANDANGAN MUI TENTANG  

RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL 

 

1. MUI menyatakan keprihatinan mendalam atas makin meningkatnya kekerasan 

seksual di Indonesia. Laporan BPS SPHPN tahun 2016 menyatakan bahwa 1 dari 3 

perempuan usia antara 15 -65 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh 

pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Hasil kajian Komnas 

Perempuan terhadap 10 tahun Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 

(CATAHU tahun 2001-2011) menyimpulkan rata-rata ada 35 orang menjadi korban 

kekerasan seksual setiap harinya di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir (2015-2017) 

kekerasan seksual di tanah privat/personal meningkat ke peringkat kedua tertinggi 

setelah kekerasan fisik di mana incest merupakan kasus yang tertinggi (1.210 kasus 

tahun 2017). Kekerasan seksual yang terjadi di manapun - baik di ruang publik, di 

komunitas, di tempat kerja, maupun di rumah tangga - merupakan tindakan yang 

diharamkan oleh Islam dan bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang adil dan 

beradab dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Realitas ini meniscayakan efektifitas 

hadirnya negara melalui berbagai instrumen untuk memberikan perlindungan 

kepada warganya dari kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, perlindungan, 

pembelaan, dan penindakan kepada pelaku, hingga pemulihan bagi korban, sesuai 

kaidah fiqhiyah "tasharruful imam ‘ala arra'iyyah manuthun bil mashlahah". 

2. MUI memandang bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 

idealnya menjadi instrumen untuk membangun individu, keluarga, masyarakat dan 

bangsa yang beradab, terlindungi dari ancaman kekerasan seksual, sekaligus 

terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan apabila menjadi 

korban. Untuk itu UU ini nantinya mesti bisa menjadi alat untuk menghilangkan  

dharar dan dhirar kekerasan seksual mulai kerusakan dan keterpurukan fisik, 

psikis, mental, moral, sosial, spiritual hingga finansial bagi korban, degradasi 

kemanusiaan pelaku, rusaknya tatanan dan ketahanan keluarga, serta runtuhnya 

sendi-sendi keadaban bangsa. 

3. MUI berpandangan bahwa secara yuridis RUU P-KS ini dibutuhkan karena ada  

kekosongan hukum terkait perlindungan negara terhadap korban dan belum 

komprehensifnya upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan 

seksual, serta pidana tegas dan keras terhadap pelaku dan rehabilitasi bagi pelaku. 

KUHP hanya mengenal perkosaan dan pencabulan, dan tidak bisa menjangkau 

kekerasan seksual yang lain, seperti eksploitasi dan perbudakan seksual, aborsi 

paksa dan pemakaian paksa alat kontrasepsi, juga tidak menjangkau kekerasan 

seksual yang dilakukan tidak dengan anggota tubuh pelaku. UU Nomor 23 Tahun 

2004 tentang PKDRT hanya menjangkau kekerasan seksual dalam rumah tangga. 
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UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi menjadi UU 

Nomor 35 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

atas UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak juga tidak menjangkau korban 

perempuan dan laki-laki dewasa. Di samping keterbatasan jangkauan ini, UU yang 

ada juga belum memberikan perhatian yang memadai pada pencegahan melalui 

keluarga, lembaga pendidikan, institusi agama dan lembaga lainnya, serta belum 

memberikan jaminan pemulihan pada korban. 

4. MUI melihat bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan di atas sebagian besar telah 

diakomodir dalam draf RUU yang ada. Meskipun demikian, MUI perlu 

memberikan pandangan khusus terkait dengan draf RUU PKS yang ada untuk 

memastikan agar RUU ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, memperkuat 

ketahanan keluarga, dan menjadi instrumen membangan masyarakat dan bangsa 

yang lebih berkemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa hal penting yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam proses legislasi RUU ini adalah: 

a. Definisi kekerasan seksual perlu diubah dan disederhanakan, tidak menggunakan 

kata atau istilah yang sulit dipahami, multitafsir dan membuka peluang 

berkembangnya asumsi dan penafsiran yang tidak sesuai dengan semangat dasar 

pembentukan UU itu sendiri. 

b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual perlu disederhanakan. Penjelasan tentang 

jenis-jenis kekerasan seksual harus dibuat jelas, mudah dipahami, dan tidak 

multitafsir. Kekerasan seksual yang diatur adalah yang nyata dan jelas bentuk 

dharar-nya, tidak ada kesumiran, dan diutamakan yang telah mudah dipahami 

masyarakat bahwa hal itu merupakan kekerasan dan kejahatan seksual. Pada saat 

yang sama norma-norma yang ada bisa dilaksanakan tanpa keraguan atau salah 

tafsir oleh aparat penegak hukum di lapangan. 

c. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan 

suami isteri yang tidak diharamkan oleh syariat agama. Bahwa definisi dan 

bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami isteri 

yang tidak diharamkan oleh syariat agama. 

d. Pencegahan perlu mendapatkan perhatian yang besar baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat, juga dunia usaha, dan selanjutnya dapat dijabarkan dalam 

bentuk kegiatan yang jelas serta mandat yang tegas kepada para pihak terkait 

agar UU ini bisa mencegah secara maksimal  kekerasan seksual.  Pencegahan 

harus memaksimalkan fungsi keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk 

lembaga pendidikan agama. Edukasi dalam pencegahan perlu disampaikan juga 

dalam bahasa agama, selain bahasa hukum dan ilmu pengetahuan. 

e. Norma-norma pidana dalam UU ini harus dipastikan tidak menjerat korban, 

memberi peluang bebas kepada pelaku, atau mempidanakan orang yang 

dikondisikan dalam tekanan sehingga dipaksa menjadi pelaku (al-mukrah atau 

al-madhghuth). 
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f. RUU ini harus memastikan tidak adanya norma-norma yang bisa dijadikan dalih 

pembenaran perilaku seks sejenis dan zina yang secara jelas dan tegas dilarang 

agama. 

 

 

Rekomendasi  

Peserta sidang menyetujui naskah yang ada dengan catatan sebagai berikut: 

a. Perlu dirumuskan definisi yang jelas dan tegas tentang kekerasan seksual sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah untuk disampaikan kepada DPR sebagai bahan 

penyempurnaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebelum disahkan; 

b. Pemerintah dan DPR agar mengutamakan aspek preventif terhadap hal-hal yang 

menimbulkan rangsangan seksual dan upaya pencegahannya, antara lain tentang 

berbusana yang menimbulkan peluang terjadinya tindak kekerasan seksual; 

c. Istilah kekerasan seksual diubah menjadi kejahatan seksual. 
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IV 

PANDANGAN TENTANG 

RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL 

 

1. Tinjauan Umum 

a. Minuman beralkohol (minol) merupakan salah satu masalah bangsa yang sangat 

meresahkan. Dengan konsumsi alkohol maka terjadi kerusakan pada jiwa, 

pikiran, dan raga manusia Indonesia. Dampaknya juga berat bagi kehidupan 

pribadi yang merusak masa depan dan peluang aktivitas dan kerjanya, merusak 

keharmonisan keluarga, mengurangi pendapatan keluarga dan menganggu 

keuangan keluarga. Selain itu juga pelaku sangat berpotensi mengganggu 

ketenangan masyarakat dan ketertiban lingkungan. Bahkan pelaku yang telah 

mabuk karena minuman beralkohol dapat menjadi pelaku kejahatan tanpa 

sepenuhnya disadari dan akhirnya berujung di penjara. 

b. Permasalahan makin berat dengan maraknya penggunaan minuman beralkohol 

oplosan akhir-akhir ini. Banyak sekali nyawa anak-anak muda yang harus lepas 

dari raganya akibat miras oplosan di berbagai daerah. Mereka menjadi korban 

sia-sia minol. Data ini belum termasuk anak-anak muda yang menjadi pelanggan 

miras oplosan namun belum meninggal akibat minol. 

c. Kebutuhan agar negara melindungi warga negaranya dari kejahatan minol dan 

miras oplosan merupakan kebutuhan setiap warga negara dari semua latar 

belakang agama, suku, daerah, golongan dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia 

harus diselamatkan, dilindungi dari kejahatan minol dan miras oplosan tersebut. 

Di sisi lain, menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk meminimalkan dan 

memberantas kejahatan minol dan miras oplosan ini sekuat-kuatnya agar tidak 

merusak masyarakat luas. 

d. Atas dasar itu MUI sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi 

dengan munculnya usul inisiatif DPR yang mengajukan RUU Larangan 

Minuman Beralkohol. Hanya saja sayang sekali pembahasan RUU ini terkesan 

sangat lambat dan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. RUU ini telah 

dibahas beberapa tahun namun belum ada kemajuan materi yang dibahas. Di sisi 

lain, kejahatan minol dan miras oplosan terus memakan korbannya, para 

generasi muda dan anak-anak bangsa yang seharusnya tidak jatuh ke pelukan 

minuman memabukkan dan membahayakan tersebut. 

  

2. Prinsip Umum 

a. Judul RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah sangat tepat dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1) Merujuk pada norma agama, maka semua agama pada dasarnya 

melarang minuman beralkohol (minol).   
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2) Prinsip utama RUU ini hendaknya: melarang dengan pengecualian, 

bukan pengaturan dengan pembatasan atau pengendalian dengan 

pembatasan. Prinsip ini berarti yang diutamakan adalah pelarangan, 

namun dengan mempertimbangkan berbagai hal dan aspek, ada 

pengecualian bagi peredaran dan konsumsi minol, umpama untuk 

kepentingan ritual adat tertentu yang mengharuskan menggunakan 

minol; warga masyarakat dan wisatawan pengguna minol; dan hanya 

dijual di lokasi-lokasi tertentu dan terbatas.  

3) Dari segi kesehatan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang 

Kesehatan bahwa alkohol termasuk kategori NAPZA (Narkotika, 

Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Penggunaan NAPZA 

menjurus pada timbulnya ketergantungan (adiktif) yaitu suatu pola 

maladaptif dan menimbulkan sindrom yang secara klinis serta disertai 

adanya kesulitan dalam berbagai fungsi individu. Konsumsi minuman 

beralkohol merusak kesehaan baik fisik maupun mental. Alkohol 

menancam organ tubuh  seperti hati, jantung, pangkreas, saluran 

cerna,sampai susunan saraf pusat. Bukan hanya membahayakan 

kesehatan, dalam berbagai kasus terus terjadi jatuhnya korban jiwa akibat 

mengkonsumsi minuman beralkohol. 

4) Aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang menginginkan agar 

minuman beralkohol dilarang karena mengkonsumsi minuman 

beralkohol memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan 

menimbulkan gangguan kriminalitas yang dipicu oleh konsumsi 

minuman beralkohol dan jatuhnya korban jiwa secara terus-menrus di 

berbagai daerah. Kebutuhan adanya payung hukum yang secara tegas 

melarang minuman beralkohol sebagai rujukan bagi daerah yang hendak 

mengatur dan melarang minuman beralkohol di wilayahnya. Sampai saat 

ini kurang lebih 351 Pemda memiliki Perda yang semangatnya melarang 

Minuman Beralkohol. 

b. Selama ini dengan regulasi yang ada dengan kerangka pemikiran berupa 

“Pengendalian Minuman Beralkohol” sangat tidak efektif implementasinya 

dan terkesan ada kelonggaran dan bahkan pembiaran merajalelanya 

produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol. Langkah lebih tegas 

harus ditempuh, yakni pelarangan dengan pengecualian. Untuk itu, judul 

RUU ini tetap menggunakan nomenklatur Larangan Minuman Beralkohol; 

bukan Pengendalian Minuman Beralkohol. 

 

3. Masukan materi RUU 

a. Pasal 1, Ketentuan umum mengenai definisi minuman beralkohol pada 

prinsipnya sudah sejalan dengan ruang lingkup dan pengertian minuman 

beralkohol dalam fatwa MUI. 

b. Berkenaan dengan tujuan pengaturan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 RUU 

sudah sesuai dengan semangat pembentukan undang-undang ini yaitu 
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melindungi masyarakat, menyadarkan bahaya Minol dan menciptakan 

ketertiban masyarakat. 

c. Ketentuan Pasal 4 RUU, tentang kategorisasi Minuman Beralkohol 

berdasarkan kadar kandungan alkohol di dalamnya yang mencakup golongan 

A (1%-5%); B (5%-20%) dan C (20%-55%). Beberapa contoh produk yang 

masuk golongan tesebut adalah Bir (5-8%); Wisky (40-55%); Vodka (40-

55%); Brandy (40-50%); Gin (35-40%). Sedangkan Minuman beralkohol 

tradisional, seperti arak, tuak, ciu, legen, Brem (tidak diketahui kadarnya). 

Hanya saja   masih perlu dipertegas apakah sudah mencakup semua golongan 

minuman beralkohol. Bagi MUI berapapun kadarnya adalah haram, sehingga 

yang berkadar 0,1 s/d 1% juga perlu dimasukan sebagai klasifikasi yang 

dilarang. 

d. Substansi pelarangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 

RUU, mencakup kegiatan memproduksi, memasukkan, menyimpan, 

mengedarkan, dan/atau menjual dan mengkonsumsi  Minuman Beralkohol 

golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan 

Minuman Beralkohol campuran atau racikan. Penggolongan minimal 

berakohol ini sejalan dengan norma hukum yang berlaku (iusconstitutum). 

Faktanya, dalam implementasinya tidak berjalan efekif. Sebaliknya 

penyalahgunaan baik pada aspek produksi, penjualan, distribusi dan konsumsi 

semakin marak dan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, khususnya 

generasi muda. Kenyataan ini semakin menguatkan pentingnya adanya 

undang-undang tentang Larangan Minuman Berakohol.  

e. Kegiatan pengawasan dan Pembentukan Tim Pengawas (Pasal 10 sampai 

dengan Pasal 16) perlu diperkuat agar tugas-tugas pengawasan dan penindakan 

serta penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, karena selama ini 

pengawasan tidak berjalan efektif. MUI berpandangan perlunya melibatkan 

para tokoh agama dan tokoh pemuda dalam susunan tim pengawas, untuk 

mendorong partisipasi berbagai stakeholders dan mengoptimalkan kinerja 

pengawasan Minuman Beralkohol.  

f. Sebagai konsekuensi adanya pelarangan, bagi yang melanggar diancam 

dengan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai 

dengan Pasal 21 RUU. MUI setuju dengan catatan masih terbuka untuk 

disempurnakan, khususnya berkenaan dengan lama jangka waktu pidana 

maupun besaran dendanya. Untuk yang mengkonsumsi di luar yang ditentukan 

dalam pengecualian, hukumannya perlu mempertimbangkan aspek pembinaan 

dan rehabilitasi. Hal ini mengacu pada konsep pidana dalam RUU KUHP yang 

akan berlaku ke depan, yang mengenal adanya pidana kerja sosial; 

g. Mengingat pidana penjara tidak mampu memberikan efek jera di samping 

keterbatasan lembaga pemasyarakatan dalam menampung para terpidana, 

maka cukup alasan untuk mempertimbangkan pidana cambuk sebagai 

alternatif hukumannya. 
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4. DPR-Pemerintah Lebih Aktif Membahas RUU ini  

a. Mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas RUU Larangan 

Minuman Beralkohol ini secara serius, mendalam, terjadwal dan mempunyai 

target waktu penyelesaian dan pengesahannya sebelum berakhirnya tahun 2018.  

b. Dalam pembahasan RUU tersebut, agar DPR dan Pemerintah mengundang para 

tokoh agama, ormas-ormas keagamaan dan pihak-pihak pemangku kepentingan 

lainnya, sehingga RUU ini ketika disahkan menjadi UU benar-benar memenuhi 

cita-cita, aspirasi, dan kebutuhan bangsa. 
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V 

PANDANGAN TENTANG   

KRIMINALISASI TERHADAP LGBT 

 

1. Tinjauan Umum 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini adalah 

produk hukum warisan Pemerintah Kolonial Belanda merupakan hasil dari 

konkordinasi atas Wetboek van Strafecht dari KUHP Belanda sejak tahun 1886, 

dalam pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan, yang rumusannya tidak 

sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia . 

b. Pengertian makna zina dalam KUHP hanya terbatas yang dilakukan antara laki-

laki dan perempuan yang masih dalam perkawinan, sementara menurut ajaran 

Islam zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang 

tidak terikat oleh hubungan perkawinan.  

c. Hukum perbuatan zina dalam Islam adalah haram sesuai dengan Alquran surat 

al-Nur ayat 2, dan pelakunya mendapat hukuman. Secara sosiologis, zina dalam 

kehidupan sosial masyarakat Indonesia merujuk pada hubungan badan yang 

tidak sah di luar lembaga pernikahan. 

d. Saat ini DPR bersama Pemerintah tengah membahas RUU Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diharapkan menjadi pengganti KUHP 

yang ada saat ini. 

e. Salah satu fokus perhatian MUI adalah makin berkembangnya paham dan 

penganut LGBT (Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender). Kenyataan ini sangat 

memprihatinkan karena keempat hal tersebut adalah bertentangan dengan ajaran 

agama, kesusilaan, kesopanan dan kepatutan. 

f. Di sisi lain, penyebaran paham dan penganut LGBT cukup cepat. Makin hari 

makin banyak penganut dan pelaku paham ini. Hal ini tentu saja tidak boleh 

dibiarkan karena dampak kemudharatannya sangat besar, baik untuk lingkup 

pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakat, hingga bangsa dan negara. LGBT 

juga membahayakan dan merusak kesehatan, pendidikan, kejiwaan, moral, dan 

hubungan sosial.  

 

2. Hukum dan Pengaturan LGBT 

a. Hukum perbuatan LGBT dalam Islam adalah haram. Hal ini berdasarkan ayat 

Alquran yang melaknat kaum Nabi Luth as. yang melakukan perbuatan  seks 

sesama jenis (homo), (Q.S Al-Syu’ara: 165-166, Al-Naml: 54-55 dan Al-A’raf: 

80-81). 

b. LGBT tidak sejalan dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

c. LGBT merupakan kelompok yang tidak dibenarkan dalam semua agama. 
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d. Saat ini dengan KUHP yang merupakan produk kolonial Belanda, LGBT belum 

termasuk kategori tindak pidana. Sementara dampak kerusakan akibat LGBT 

sudah jelas dan terang benderang dalam kehidupan nyata. 

e. Para pejuang anti LGBT pernah mengajukan permohonan pengujian UU KUHP 

terkait dengan LGBT ini. Para pemohon tersebut mohon MK dapat memperluas 

pengertian beberapa pasal kesusilaan yang ada dalam KUHP agar mencakup 

juga pelaku LGBT. Namun sayang, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh 

hakim MK. MUI memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi kepada para 

pemohon perluasan makna pasal-pasal kesusilaan KUHP tersebut dan 

menyayangkan putusan MK. 

 

3. Rekomendasi 

a. Mendukung DPR dan Pemerintah untuk membahas, menyelesaikan, dan 

mengesahkan  RUU KUHP menjadi undang-undang sebelum berakhirnya tahun 

2018, karena keberadaan undang-undang ini sangat mendesak dan LGBT 

merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibenarkan semua agama, serta 

tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. 

b. Terkait dengan pembahasan pasal-pasal kesusilaan yang ada dalam RUU KUHP,  

perilaku LGBT adalah perbuatan pidana. Dengan demikian, dalam RUU KUHP 

ini agar dimasukkan; 

1) perbuatan hubungan seks sesama jenis adalah tindak pidana; 

2) perbuatan zina (hubungan bukan suami istri yang sah), tidak memandang 

status pelakunya sudah menikah atau belum, adalah tindak pidana; 

3) perkosaan yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki  adalah tindak 

pidana; 

4) pencabulan orang dewasa terhadap anak-anak sesama jenis adalah tindak 

pidana, tanpa pembatasan umur.  
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VI 

PANDANGAN TENTANG  

RUU HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA (HMPA)  

BIDANG PERKAWINAN 

 

Judul Draft : Undang-undang RI Nomor Tahun 2003 tentang Hukum 

Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan  

Autentisitas Teks : Draft ini sebagai bahasan rumusan rapat Tim kecil Anggota 

BPP HI tanggal 18-20 Agustus 2003 dan masukan-masukan 

dari hasil sosialisasi beberapa Pengadilan Tinggi Agama 

(PTA) 

Substansi Draft yang Kontroversial:  

1. Dalam pertimbangan sosiologis, dijelaskan bahwa draft ini merupakan amanah dari 

pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perlunya 

Undang-undang Perkawinan untuk masing-masing golongan agama sebagai 

kekhususan sesuai hukum agama masing-masing. 

2. Penegasan secara eksplisit mengenai wajibnya pencatatan perkawinan (pasal 4) 

perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 5), dan 

perkawinan di bawah tangan diancam pidana pelanggaran dengan sanksi berupa 

denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah atau hukuman kurungan selama-

lamanya 3 bulan (pasal 14 [1]). 

3. Umur/usia pihak yang akan menikah adalah maksimal 21 tahun (laki-laki/calon 

suami dan 18 tahun perempuan/calon isteri) (pasal 14); ketentuan ini berbeda 

dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (yang menetapkan 

16 tahun sebagai usia minimal bagi calon isteri)  

4. Bolehnya beristeri lebih dari seorang (poligini) (pasal 47) dengan syarat terlebih 

dahulu memperoleh izin dari Pengadilan (pasal 48 [1]); poligini tanpa izin dari 

Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 48 [3]); dan diancam pidana 

pelanggaran dengan sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah 

atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan (pasal 14 [2])  

5. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (pasal 10 [7]); dan 

menceraikan isteri di luar pengadilan ditetapkan sebagai tindak pidana pelanggaran 

yang diancam dengan sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah 

atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan (pasal 14.[3]. 

6. Terdapatnya pasal 97 mengenai perlindungan anak: yaitu semua biaya 

pemeliharaan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya (jika terjadi talak); dan 
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apabila ayahnya meninggal, maka biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ahli 

waris ayahnya. 

 

Rekomendasi: 

1. Terkait dengan draft RUU di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:  

a. tentang usia minimal perkawinan, usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 

tahun bagi laki-laki dalam UUP tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat kita; 

b. sesuai dengan keputusan Ijtima Ulama tahun 2006 di Gontor yang menyatakan: 

1) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang, 

sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat (sad al 

dzari’ah); 

2) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat 

dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat; 

maka perkawinan di bawah tangan (nikah tidak dicatat PPN) dapat diatur lebih 

lanjut di dalam undang-undang HMPA ini dengan mempertimbangkan kondisi 

faktual yang ada di masyarkat, misalnya; masyarakat pedalaman yang sulit 

mengakses kantor petugas pencatat nikah. 

c. Sesuai Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa 

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak”, maka perceraian di luar pengadilan dapat diatur lebih lanjut di 

dalam undang-undang HMPA.  

d. Sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka 

poligini tanpa izin pengadilan dapat diatur lebih lanjut di dalam undang-undang 

HMPA. 

e. Petugas Pencatat Nikah yang melakukan proses pernikahan yang tidak sesuai 

dengan syarat dan rukun pernikahan dapat dikenai pidana dan diatur lebih lanjut 

di dalam undang-undang HMPA. 

f. perluasan cakupan kekuasaan absolut Pengadilan dalam lingkungan peradilan 

agama; yaitu kewenangan memeriksa, memutus, dan mengeksekusi pidana 

perkawinan. 

g. Pelaksanaan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan pidana dan diatur lebih lanjut di 

dalam undang-undang HMPA. 

2. Mendorong Pemerintah RI dan DPR agar draft tersebut dimasukkan ke dalam 

Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk dibahas dan disahkan menjadi 

undang-undang dengan melibatkan para tokoh agama, ormas-ormas keagamaan dan 

pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya, sehingga RUU ini ketika disahkan 

menjadi UU benar-benar memenuhi cita-cita, aspirasi, dan kebutuhan bangsa 
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VII 

 

PANDANGAN TENTANG 

RUU LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PESANTREN  

(LPKP) 

 

1. Secara umum inisiatif DPR RI yang telah menjadikan  RUU ini masuk 

dalam Prolegnas patut diapresiasi. Ini merupakan political will yang perlu 

didukung agar lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren memperoleh 

pengakuan dan perlakuan yang sama dan setara dengan lembaga pendidikan 

umum yang sudah ada dan diakui negara. Selanjutnya diharapkan 

pengesahan RUU ini akan  dapat lebih memaksimalkan peran lembaga 

pendidikan keagamaan dan pesantren dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa, membangun jatidiri bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak 

mulia, serta meneguhkan dan menyelaraskan pilar-pilar kebangsaan dengan 

nilai-nilai keagamaan. 

2. Pengakuan kesetaraan merupakan hal yang sangat prinsipil dalam RUU ini 

sehingga harus diatur secara jelas. Pengakuan kesetaraan selain akan 

memperkuat eksistensi LPKP dengan kekhasannya, juga merupakan pintu 

masuk bagi kesamaan perlakuan dan akses sumberdaya dari negara dan 

pemerintah. 

3. Selain pengakuan kesetaraan, titik penting RUU ini adalah menjadi payung 

hukum bagi  penguatan eksistensi dan peran lembaga pendidikan keagamaan 

dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Secara historis lembaga 

pendidikan keagamaan, terutama pesantren, adalah institusi pendidikan yang 

mengakar di masyarakat selama berabad-abad,  agen  perubahan sosial di 

segala situasi serta pelaku aktif  perjuangan meraih dan mengisi 

kemerdekaan. Penguatan eksistensi dan peran itu harus tampak dalam pasal-

pasal yang ada sebagai wujud affirmative action negara terhadap lembaga 

pendidikan yang telah berperan penting dalam mewujudkan dan menjaga 

negara-bangsa Indonesia.  

4. Meskipun demikian perlu dibatasi agar pengaturan dalam RUU ini tidak 

mengubah apalagi menghilangkan karakter dasar lembaga pendidikan 

keagamaan dan pesantren yang mandiri, memiliki nilai-nilai dan kultur 

keilmuan yang khas, mengakar di masyarakat, melayani semua orang tanpa 

diskriminasi, berorientasi pengabdian dan pemberdayaan, serta jauh dari 

orientasi bisnis pendidikan. Pengaturan yang ada  harus memperkuat 

karakter dasar yang khas ini, karena karakter itulah yang membuat lembaga 

pendidikan keagamaan dan pesantren mampu bertahan dan terus 

berkembang dalam segala situasi dan terus berkontribusi untuk umat, 

masyarakat dan bangsa, ada atau tidak ada dukungan dari negara. Dengan 

kata lain, kemandirian pendidikan pesantren perlu diatur dengan 

karakteristiknya yang khas. 
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5. Penguatan eksistensi dan peran LPKP di satu sisi dan jaminan 

dipertahankannya karakter khas pesantren dan lembaga pendidikan 

keagamaan lainnya di sisi lain merupakan dua sisi mata uang yang harus 

selalu dijaga keseimbangannya dalam RUU ini. 

6. Berdasakan kerangka berpikir sebagaimana disebutkan di atas, hendaknya 

RUU ini: 

a) Mampu menjelaskan secara tepat pertimbangan filosofis dan sosiologis,  

visi, asas serta tujuan pembuatan UU ini baik jangka pendek maupun 

jangka panjang dan bagaimana cara mewujudkannya. Konsideran dan 

pasal-pasal yang ada dalam RUU ini relatif belum menunjukkan hal 

tersebut secara jelas. 

b) Mampu menjadi instrumen yang mendorong LPKP memiliki keunggulan 

kompetitif baik di Indonesia sendiri maupun di dunia internasional. Oleh 

karena itu spirit pasal2 dalam  RUU yang  lebih berorientasi perbaikan ke 

dalam (upaya standardisasi) hendaknya  ditambah pasal-pasal penguatan 

kemampuan berkontribusi keluar. 

c) Mampu membantu LPKP mengatasi  kelemahannya dengan 

memaksimalkan sumberdayanya sendiri  didukung  program dan 

kebijakan dari negara dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah. RUU 

ini belum secara jelas memberikan  bentuk-bentuk  self empowering dan 

mandat yang tegas tentang bentuk-bentuk dukungan program dan 

kebijakan yang harus diberikan pemerintah pusat dan daerah.  

d) Tidak mengatur hal-hal yang terlalu teknis seperti rincian kurikulum dan 

mata pelajaran pertingkat, persyaratan teknis, rincian sarana dan 

prasarana yang harus dimiliki dan lain-lain yang biasanya diatur dalam 

peraturan di bawah UU atau bahkan juklak dan juknis. Pengaturan hal-

hal yang terlalu  teknis dalam UU dikhawatirkan membatasi ruang gerak 

LPKP itu sendiri dan menghambat keleluasaan  berinovasi yang selama 

ini justru menjadi ciri khas  pesantren dan lembaga pendidikan 

keagamaan lainnya. Yang paling mengkhawatirkan  kemandirian dan 

kekhasan pesantren yang selama ini tidak seragam menjadi hilang 

dengan hadirnya aturan yang menyeragamkan hingga hal-hal yang rinci. 

Norma dalam UU bukanlah juklak dan juknis. Ia cukup memberikan arah 

dan menjelaskan hal-hal prinsipil yang harus dilakukan dan tidak boleh 

dilakukan oleh para pihak demi tercapainya tujuan pembuatan UU 

tersebut. 

7. Agar RUU ini mampu menjadi payung hukum yang komprehensif, efektif 

dan memiliki daya dorong yang konkret dalam pemajuan dan penguatan 

karakter dan kekhasan LPKP,  perlu ditekankan keterlibatan para pihak yang 

terkait langsung dengan LPKP dan para pakar yang mampu merumuskan 

norma-norma secara tepat dan visioner dalam proses legislasi yang berjalan. 

 

 

  



114 

 

 

 

VIII 

PANDANGAN TENTANG  

ALIRAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME  

DAN PENGISIAN KOLOM KTP-ELEKTRONIK BAGI PENGANUT 

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME  

 

 

1. Perihal aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah lama 

tidak muncul akhir-akhir ini menjadi pembicaraan umum dengan jatuhnya 

putusan MK yang mengabulkan permohonan 4 pemohon yang menyatakan 

dirinya sebagai penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME. 

2. Pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 

pengujian undang-undang (judicial review) yang diajukan 4 orang pemohon dari 

penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME terhadap Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam putusanya, MK 

menyatakan bahwa: 

a. kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1)  bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”; dan 

b. Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

3. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut membawa dampak luas tidak 

hanya terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tambahan 

beban anggaran negara untuk membiayai dan memfasilitasi penulisan kata 

“kepercayaan” di belakang kata “agama”, melainkan juga kehidupan sehari-hari 

umat beragama khusus muslim, karena setiap menulis dan mengucapkan kata 

agama harus ditulis dan diucapkan “agama dan kepercayaan”. Oleh karena itu 

dalam rangka menjalankan fungsinya memelihara akidah umat, Majelis Ulama 

Indonesia perlu menyampaikan pandangan keagamaan mengenai kepercayaan 

dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. 

4. Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 melanggar hak warga 

Negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh 

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena pasal-pasal a quo merupakan ketentuan 

yang diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau bagi penganut 

agama yang belum diakui negara. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi para 

penghayat kepercayaan, maka hal demikian merupakan pengecualian yang 

didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan yang 

mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, 

pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik 

individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 

budaya dan aspek kehidupanlainnya. Padahal dalam putusan MK No. 024/PUU-
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III/2005 tanggal 2006 menegaskan bahwa dalam pengertian diskriminasi 

terdapat unsure perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan 

serta merta merupakan diskriminasi.  Pemikiran ultra konstitusional seperti itu 

tidak pernah ada atau jarang sekali terlihat dalam praktik penyelenggaraan 

kehidupan pemerintahan di negara modern yang menjunjung tinggi demokrasi 

dan HAM. Di negara berpenduduk minoritas muslim, penyelenggaraan ibadah 

agama dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan di bidang sosial, ekonomi, 

pendidikan, pekerjaan, budaya belum berjalan secara optimal dan memenuhi 

harapan semua umat beragama. Masih kerap terjadi perlakuan diskriminatif yang 

dialami pemeluk agama dan belum direspon dan diatasi oleh pemerintah secara 

efektif.   

5. MK tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa UUD 1945 membatasi 

hak-hak konstitusional warga negara dengan undang-undang semata-mata 

karena pertimbangan agama, nilai-nilai moral dan ketertiban umum. Pemahaman 

mengenai makna “diskriminasi” dalam putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 

tidak konsisten dengan putusan MK No. 024/PUU-III/2005. Perlakuan terhadap 

penghayat kepercayaan dan pemeluk agama yang tidak diakui negara masih 

merupakan perlakuan dengan alasan yang masuk akal (reasonable ground), 

karena penghayat kepercayaan terdiri dari ratusan kelompok yang berbeda, 

demikian pula jika pengakuan terhadap agama apapun harus diakui maka jumlah 

bisa mencapai belasan agama. Hal demikian membawa beban administrasi 

pemerintahan yang demikian berat, sehingga tidak mungkin dapat terlaksana 

sebagaimana mestinya. Pelayanan administrasi kependudukan dengan mencatat 

database  kependudukan penghayat kepercayaan dipandang sudah cukup 

memadai dalam rangka pemenuhan standar minimum HAM, sehingga tidak 

dengan alasan logis (unreasonable ground) jika kepentingan ratusan ribu orang 

penghayat kepercayaan disamakan dengan kepentingan ratusan juta umat 

beragama. 

6. Dengan menggunakan 3 macam asas dalam penafsiran kontekstual terhadap 

makna UUD 1945 (asasnoscituur a sociis, ejusdem generis, dan expression 

unius exclusion alterius) MK berpendapat bahwa dalam Pasal 28 E ayat (1) dan 

ayat (2) UUD 1945 “agama dan kepercayaan”  diletakkan sebagai dua hal yang 

terpisah, di mana agama dan kepercayaan dirumuskan dalam dua hal yang 

berbeda, sehingga negara wajib memberikan pelayanan setiap warga negara 

sesuai dengan data yang tercantum dalam database kependudukan yang 

memang merupakan tugas dan kewajiban negara. Putusan itu mewajibkan 

negara melakukan tugas konstitusional yang demikian berat yang seluruhnya 

membutuhkan anggaran biaya  yang sangat besar. Tampaknya MK kurang 

mempertimbangkan kondisi negara saat ini, yang tidak memungkinkan setiap 

penghayat kepercayaan dan pemeluk agama apapun dilayani sebagaimana 

mestinya. Putusan MK tidak berpijak dari realitas yang ada melainkan hanya 

semata-mata mempertimbangkan aspek HAM tanpa mempertimbangkan sama 

sekali kearifan lokal (local wisdom) yang seharusnya menjadi alasan sosiologis 

bagi setiap keputusan MK. Pluralisme agama dan kepercayaan serta 
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kebhinnekaan religiusitas akan semakin subur dan berkembang tanpa kendali 

sehingga berpotensi melemahkan NKRI. 

7. Namun demikian, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat (final and 

binding) dan sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip negara hukum yang 

dianut konstitusi kita, maka MUI tetap memberikan pandangan yang bersifat 

solutif dan konstruktif terhadap permasalahan pelaksanaan putusan MK 

mengenai masuknya identitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME ke 

dalam KTP-elektronik sebagai berikut: 

a. Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukanlah agama, dan tidak dapat 

disamakan dengan agama. Keduanya adalah entitas yang berbeda sama 

sekali, tidak satu kategori dan tidak dapat dimasukkan ke dalam satu 

wadah atau kelompok yang sama. 

b. Atas dasar itu pembinaan terhadap umat beragama berada di bawah 

Kementerian Agama dan untuk penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 

YME agar tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

c. Pembinaan oleh negara kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 

YME hendaknya diarahkan agar jangan sampai aliran kepercayaan tersebut 

menjadi “agama” baru. Sebaliknya pembinaan oleh negara tersebut 

hendaknya diarahkan agar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME 

tersebut dapat menjadi pemeluk agama yang ada di tanah air. 

d. Perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara 

merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh 

negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan 

pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal 

tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Mengusulkan kepada pemerintah agar kepada penghayat kepercayaan 

dibuatkan KTP-elektronik yang hanya mencantumkan kolom 

“Kepercayaan” (tanpa ada kolom “Agama”) dengan isi “: Kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.  

g. Untuk warga negara yang memeluk agama dan telah mempunyai KTP 

elektronik, tidak dilakukan perubahan atau penggantian KTP elektronik 

sama sekali.  

h. Pembuatan KTP elektronik untuk penghayat kepercayaan tersebut dapat 

segera direalisasikan untuk memenuhi hak warga negara yang masuk 

kategori penghayat kepercayaan. Adanya perbedaan antara isi KTP 

elektronik untuk umat beragama dengan penghayat kepercayaan bukanlah 

pembedaan yang bersifat diskriminatif atau pengistimewaan, namun 

merupakan bentuk perlakuan negara yang disesuaikan dengan ciri khas dan 

hak warga negara yang berbeda. Hak warga negara pemeluk agama untuk 

mempunyai KTP elektronik yang mencantumkan kolom Agama sehingga 

identitas agamanya diketahui secara jelas dan pasti. Demikian pula hak 

warga negara penghayat kepercayaan untuk mencantumkan kolom 
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Kepercayaan dalam KTP elektroniknya sebagai identitas dirinya. Putusan 

MK mengenai perkara ini juga menyatakan bahwa memperlakukan 

berbeda terhadap hak yang berbeda itu bukan diskriminatif. 

i. Sebelum regulasi mengenai pengisian kolom KTP elektronik bagi 

penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME tersebut disahkan, agar 

pemerintah (cq. Kemendagri) mengadakan pertemuan dengan para tokoh 

agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas keagamaan, dan pimpinan 

organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk bertukar pikiran dan 

dalam rangka memberikan saran/masukan terhadap konsep regulasi 

tersebut untuk kesempurnaan dan diterimanya regulasi tersebut secara 

optimal di masyarakat luas. 

j. Pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan dilakukan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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IX 

PANDANGAN TENTANG  

WACANA PENERBITAN PERPPU UU PERKAWINAN 

1. Majelis Ulama Indonesia mencermati dengan sungguh-sungguh 

perkembangan terbaru munculnya wacana penerbitan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UUP) yang diusulkan beberapa pihak.  

2. Salah satu materi yang akan diusulkan masuk dalam materi draft Perppu 

tersebut adalah penambahan usia minimal menikah bagi perempuan. Apabila 

di dalam UUP usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun maka 

diusulkan ditambah menjadi berusia 18 tahun. 

3. MUI belum mengetahui apakah hanya materi itu saja yang akan dimasukkan 

ke dalam draft Perppu atau adalah materi-materi lain yang akan juga 

dimasukkan ke dalam draft Perppu tersebut. Hal ini dikarenakan proses 

pembahasan mengenai hal ini masih terbatas, hanya melibatkan pihak-pihak 

tertentu yang mempunyai kesamaan pendapat dan belum melibatkan 

berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh agama dan ormas-ormas keagamaan, 

termasuk MUI. 

4. Terkait dengan UUP, MUI perlu mengingatkan kepada semua pihak, 

termasuk Presiden dan berbagai pihak yang saat ini mendorong 

pembentukan Perppu UUP serta partai-partai politik dan DPR sebagai 

berikut: 

a. UUP lahir setelah melalui pembahasan yang sangat dinamis, panas, dan 

menimbulkan gelombang unjuk rasa kalangan Islam. Hal ini dikarenakan 

draft awal UUP jauh dari ajaran agama, khususnya Islam, dan hanya 

menjadikan perkawinan sebagai kontrak antara sepasang suami istri 

tanpa ada muatan dan bobot ajaran agama.  

b. Oleh karena Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu 

ajaran agama yang luhur, suci, dan sakral dan menjadi salah satu wujud 

pelaksanaan ajaran agama, maka pengaturan mengenai pernikahan harus 

berlandaskan, sesuai, dan memuat ajaran agama sepanjang hal tersebut 

mengenai hal-hal prinsipil dan mendasar. Adapun hal-hal yang bersifat 

administratif pemerintahan untuk menciptakan ketertiban administrasi 

bagi kedua mempelai dan keluarga serta anak turunnya menjadi 

tanggung jawab pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh ormas-

ormas Islam dan umat Islam. 

c. Setelah melalui protes dan unjuk rasa besar-besaran kalangan Islam, 

bahkan massa sempat menduduki gedung dan ruang DPR, alhamdulillah 

akhirnya draft UUP dapat diubah secara fundamental dan radikal 

sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan umat Islam dan umat-

umat beragama lainnya. 
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d. Atas dasar itu, UUP merupakan salah satu UU yang sangat penting dan 

menjadi tonggak penting penegakan ajaran agama dalam membentuk 

keluarga dan masyarakat yang agamis, tertib, dan bahagia. Bagi MUI, 

UUP adalah UU yang sakral dan akan terus dijaga dan dikawal 

keberadaan dan pelaksanannya. 

e. Untuk itu MUI menegaskan bahwa UUP hendaknya tidak mengalami 

perubahan apapun juga. UUP merupakan hasil terbaik yang dapat dicapai 

oleh bangsa Indonesia dan semua umat beragama. 

f. Upaya dan wacana perubahan UUP dapat menimbulkan kegaduhan di 

masyarakat dan apabila dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya 

instabilitas di bidang politik dan keamanan yang menganggu proses 

pembangunan dan pelaksanaan agenda kenegaraan, termasuk Pilkada 

2018, Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilu Presiden 2019. 

5. Terkait dengan wacana penerbitan Perppu UUP, MUI menyatakan: 

a. Wacana penerbitan Perppu UUP hendaknya tidak dilanjutkan oleh pihak-

pihak pengusung. 

b. Kiranya Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo tidak menerbitkan Perppu UUP 

tersebut dan tidak melakukan langkah dan proses lebih lanjut terhadap 

draft Perppu UUP yang menurut kabar telah disampaikan kepada 

Presiden. 

c. UUP telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi, dan kesemua 

permohonan pemohon ditolak oleh MK. Putusan MK tersebut 

menunjukkan secara jelas bahwa keberadaan semua norma-norma 

hukum dalam UUP masih sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak 

bertentangan dengan konstitusi, serta sesuai dengan cita-cita hukum 

rakyat Indonesia. 

d. MUI mengingatkan dengan hormat kepada Presiden RI untuk tidak 

mudah menerbitkan Perppu oleh karena Perppu ini hanya dapat 

diterbitkan manakala memenuhi syarat yang ketat sebagaimana diatur 

dalam konstitusi, yakni terdapat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” 

(Pasal 22 UU NRI Tahun 1945).  

e. MK telah memberikan tafsir terhadap frasa “hal ihwal kegentingan yang 

memaksa”, yakni:  

1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan 

masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. 

2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga 

terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak 

memadai. 

3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara 

membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan 

memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang 

mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. (Putusan MK 

Nomor 138/PUU-VII/2009) 
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f. Di sisi lain, pernah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan 

UUP melalui revisi UU di DPR. Namun hal ini tidak berlanjut dan 

berhenti sejak dini karena adanya penolakan dan penentangan dari 

kalangan umat Islam. 

g. Atas dasar itu, MUI mengharapkan kiranya Presiden RI, Bapak H. Joko 

Widodo tetap mempertahankan keberadaan UUP. 

h. Seiring dengan itu, MUI dengan tangan terbuka siap bermusyawarah 

dengan berbagai pihak yang merasakan masih adanya masalah-masalah 

dalam penerapan UUP.  

i. Terkait dengan usia minimal perkawinan bagi perempuan, MUI 

menyatakan bahwa usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi 

laki-laki dalam UUP tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat kita.  

j. MUI juga termasuk komponen bangsa mendukung ikhtiar untuk 

pendewasaan usia perkawinan dengan fokus memastikan pemenuhan 

hak-hak dasar anak serta memberikan pendidikan secara memadai 

kepada setiap pemuda yang akan memasuki jenjang perkawinan terkait 

dengan kesiapan memasuki bangunan rumah tangga. Hal ini yang harus 

menjadi konsers semua pihak.  

k. MUI menegaskan bahwa salah satu agenda kerja yang penting dalam 

gerakan nasional tersebut adalah melakukan sosialisasi dan edukasi 

kemudharatan perkawinan di bawah usia 16 tahun kepada masyarakat 

luas. 

l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih 

relevan dan tidak perlu diubah. 

m. Penerbitan PERPPU yang mengubah substansi Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki urgensi hukum berupa 

kegentingan yang memaksa. 
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